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Sinopsis

Buku ini mengkaji Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi
Keluarga Miskin, dengan studi kasus di Kecamatan Muara Batu
Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penulisan buku untuk memahami
bagaimana proses perumusan kebijakan pemberian bantuan sosial
bagi keluarga miskin, implementasi dari kebijakan pemberian
bantuan sosial dan dampak yang terlihat setelah bantuan disalurkan.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh
Utara. Metode yang digunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data
melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data
dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, menggolongkan,
menyajikan dan menarik kesimpulan. Bansos rawan penyimpangan
karena berkaitan erat dengan penganggaran, pelaksanaan,
pertanggungjawaban dan tidak ada batasan yang jelas atas belanja
dana. Pengajuan bantuan sosial melalui proposal, sementara
keluarga miskin tidak bisa membuat proposal. Kebijakan pemberian
bantuan sosial tidak dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Aceh
Utara tetapi itu regulasi, aturannya Permendagri No. 39 tahun 2012.
Data keluarga miskin tidak akurat, penyaluran Beras Sejahtera
(Rastra) tidak tepat sasaran, keluarga miskin tidak bisa membuat
proposal, tidak sanggup mentaati peraturan dan tidak menerima
bantuan secara utuh. Diperlukan Kkerjasama lintas sektor untuk
membantu keluarga miskin meningkatkan kehidupan sosial dan
ekonominya. Pemerintah Aceh Utara memberdayakan keluarga
miskin dengan memberikan bantuan dalam bentuk Kelompok Usaha
Bersama.
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BAB L.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bantuan Sosial (selanjutnya disebut Bansos) banyak mendapat
perhatian publik karena memiliki kepentingan yang perlu
diakomodir untuk membantu tugas pemerintah daerah (selanjutnya
disebut Pemda) dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat,
menanggulangi penyakit sosial dan memuat kepentingan politik
dalam arti luas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32
tahun 2011 menyebutkan: “bansos merupakan pemberian bantuan
berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-
menerus dan selektif, bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial”.

Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang syarat dan Kriteria
penerima bansos yang bersumber dari APBD, yang diubah dengan
Permendagri Nomor 39 tahun 2012 menyatakan bahwa:

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis
kepada kepala daerah, kepala daerah menunjuk Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi usulan
tertulis, Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa
rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian TAPD memberikan
pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan
kemampuan keuangan daerah.

Bansos tidak boleh diberikan pada setiap tahun anggaran,
walaupun ada yang diberikan secara terus-menerus, itu ada sebab
lain, misalnya supaya penerima bantuan bebas dari resiko sosial.
Untuk mengatasi masalah ini, maka disusun Permendagri Nomor 32
tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang
bersumber dari Anggaran dan Buletin Teknis Nomor 10 tentang
Akuntansi Belanja Bansos tahun 2011 yang mengatur tentang
pengungkapan belanja Bansos pada Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

Penyaluran Bansos merupakan otoritas administratif
masing-masing Pemda. Namun akibat dari ketidak seragaman
pedoman yang berkaitan dengan belanja Bansos disetiap daerah
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yang diperlihatkan Pemda, diduga ini dipengaruhi oleh masing-
masing Pemda. Meskipun belum ada penelitian yang secara spesifik
membuktikan pengaruh karakteristik organisasi terhadap
pengungkapan belanja Bansos, tetapi ada beberapa penelitian yang
menghubungkan karakteristik dari suatu organisasi dengan
penerapan kebijakan, kinerja ataupun tingkat pengungkapan secara
umum.

Usulan proposal dari masyarakat, individu, keluarga,
masyarakat, kelompok, Lembaga Non Pemerintahan (LSM) harus
dalam bentuk tertulis, yang ditujukan kepada gubernur. Proposal
bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat yang
mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar serta mengurangi resiko kerentanan sosial, agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan
dasar. Kegiatan ini dilakukan untuk masyarakat yang tidak
mempunyai sumber mata pencaharian, tidak dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya atau masyarakat bersangkutan dalam
upaya rehabilitasi sosial.

Daerah diperbolehkan memberikan Bansos sesuai kemampuan
daerah setelah menyelesaikan pembiayaan belanja wajib. Yang
berhak menerima Bansos adalah masyarakat yang mengalami
keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis ekonomi, sosial, politik
dan bencana alam, supaya yang bersangkutan dapat memenuhi
kebutuhan hidup minimum. Bansos dapat juga diberikan kepada
Lembaga Non Pemerintah (Non Goverment Organisation) yang
bergerak dibidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang
berperan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

Kriteria penerima Bansos adalah mereka yang berdomisili
dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang
bersangkutan serta memiliki identitas yang jelas. Tujuan dari Bansos
adalah menanggulangi kemiskinan, rehabilitasi sosial, perlindungan
sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan
bencana. Tujuan Bansos dianggarkan untuk memberikan uang atau
barang kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam keluarga miskin.
Bantuan diberikan secara selektif dan penggunaan anggarannya
jelas.

Menurut UU Nomor 13 tahun 2011disebutkan: “Fakir miskin
adalah orang yang tidak punya sumber mata pencaharian atau punya
sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan

2 Amru Alba



Pendahuluan

dasar secara layak untuk menghidupi diri dan keluarganya”.
Penanganan fakir miskin adalah upaya yang dilakukan oleh
pemerintah, Pemkab atau masyarakat secara terarah, terpadu, dan
berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan
pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi
kebutuhan dasar setiap warga negara. Sedangkan yang disebut
dengan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang,
perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial.

Sasaranpenangananfakirmiskinditujukankepada perseorangan,
keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor
13 tahun 2011 pasal 6 dan 7 disebutkan:

“Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan
pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, kesehatan,
pendidikan, kesempatan berusaha, kesempatan bekerja, bantuan
hukum dan pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin dilakukan
melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan
kapasitas fakir miskin, mengembangkan kemampuan dasar,
kemampuan usaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk
memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan, kerja sama antar
pemangku kepentingan dan koordinasi antara lembaga dan
pemerintahdaerah”

Bansos rawan penyimpangan karena berkaitan erat dengan
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung  jawaban.
Permasalahan timbul karena tidak adanya batasan yang jelas atas
belanja dana tersebut. Pengertian umum dari pemberian Bansos
yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab yang terkait
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap
upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, sering diartikan
sebagai belanja Bansos.

Bansos seharusnya tidak diberikan untuk kegiatan-kegiatan
dibidang pendidikan, keagamaan, dan lingkungan. Namun
kenyataannya, Bansos lebih banyak digunakan untuk memperbaiki
sarana fisik dibandingkan untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat, seperti perbaikan gedung sekolah swasta, mesjid,
pembukaan jalan baru dan pengerasan lorong-lorong di desa.
Penggunaan dana Bansos juga ada kecenderungan kearah politik,
misalnya saat menjelang pemilihan kepala daerah seperti
Pemilukada tanggal 15 Pebruari 2017 yang lalu, penyaluran dana
Bansos menjadi meningkat. Selain itu, pertanggungjawaban
penggunaan dana Bansos juga masih mudah, DPRK dalam
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melaksanakan fungsi penganggaran dicurigai terjadi persekongkolan
dengan pemkab.

Dalampengelolaannya, Bansos  mengalami = bermacam
permasalahan, diantaranya terjadi penyimpangan dalam penyaluran,
baik  bidang pendidikan, keagamaan, maupun bidang
kemasyarakatan. Untuk mengeliminir terjadinya penyimpangan,
berdasarkan pengalaman penulis dan berdasarkan peraturan yang
berlaku, maka patokan penulis adalah Permendagri Nomor 32 tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas
PermendagriNomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD, Permendagri Nomor
14 tahun 2016 tentang Perubahan Il Pedoman Pemberian Hibah dan
Bansos yang bersumber dari APBD serta Peraturan Bupati Aceh
Utara Nomor 11 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor 20 tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian
Hibah dan Bansos Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Bansos bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan
mengurangi angka kemiskinan. Yang menjadi masalah dilapangan
adalah Bansos lebih mengedepankan perbaikan sarana fisik
dibandingkan untuk meningkatkan pendapatan. Dalam Peraturan
Bupati (Perbub) Aceh Utara Nomor 11 tahun 2012 Pasal 24 A ayat 1
disebutkan: “bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau
keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, terdiri dari
bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang
direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya”.

Permasalahan-permasalahan yang dijumpai, diantaranya:
bantuan beras pra sejahtera (selanjutnya disebut Rastra) diberikan
kepada yang tidak berhak, Raskin diterima oleh keluarga yang tidak
ada nama di daftar penerima Rastra, ini terjadi di 24 (dua puluh
empat desa) dalam Kecamatan Muara Batu sejak 2013 sampai 2017.
Modal Usaha Kelompok tidak disalurkan kepada kelompok yang
sudah melengkapi semua persyaratan, sehingga anggota kelompok
mencurigai dana ini diberikan kepada kelompok lain atau dialihkan,
ini terjadi 2 (dua) kasus di Desa Meunasah Drang dan satu Kasus di
Kuala Dua pada tahun 2015.
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Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak diterima oleh keluarga
miskin tanpa alasan yang jelas, padahal semua syarat sudah
dilengkapi, ini menyebabkan masyarakat miskin berprasangka tidak
baik terhadap pemerintah. Belakangan penulis mendapat informasi
dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Aceh Utara, yang bahwa calon penerima rumah tidak
layak huni yang tidak jadi dibangun itu ketika diverifikasi ke
lapangan tidak memenuhi syarat untuk diberikan bantuan sehingga
bantuan dialihkan ke desalain yang memenuhi syarat. Sedangkan
masyarakat, jika sudah mengusulkan dan melengkapi persyaratan
menganggap wajib mendapatkan bantuan.

Penerima bantuan mendapatkan bantuan setiap tahunnya
bahkan dalam satu tahun anggaran ada masyarakat yang menerima
bantuan 2 (dua) kali. Penyimpangan lain, tidak tepat manfaat, tidak
tepat guna dan tidak tepat mutu. Permasalahan ini dicurigai karena
lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Pemerintah Aceh. Ini
terjadi karena proposal permohonan mengabaikan prosedur yang
berlaku atau tidak adanya rekomendasi dari dinas terkait ditingkat
kabupaten.

Tim pengkaji proposal di tingkat propinsi, diharapkan selektif
dalam menerapkan peraturan yang berlaku. Proposal-proposal yang
masuk melalui ”jalur khusus” hendaknya diteliti kembali secara
cermat, jangan sampai ada rasa enggan dari tim pengkaji terhadap
orang yang membawa proposal, walaupun yang membawa proposal
adalah orang yang berpengaruh ditingkat pengambil kebijakan.
Sedangkan penyaluran bantuan oleh Biro Keuangan Setda Provinsi
Aceh ke penerima bantuan sudah sesuai, yaitu melalui rekening
penerima dan biasanya ditransfer melalui Bank Aceh.

Permasalahan lain yang muncul dilapangan, masyarakat miskin
tidak bisa membuat proposal, masyarakat miskin tidak punya modal
untuk mengupahkan orang lain membuat proposal sedangkan
pengajuan proposal adalah wajib, sehingga yang mendapat bantuan
adalah orang-orang yang bisa membuat proposal, masyarakat
berpendidikan tinggi dan orang-orang yang dapat mengupahkan
orang lain untuk membuat proposal. Data Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) sudah ada di Pemkab Aceh Utara. Bappeda dan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Utara sepakat,
masyarakat miskin tidak perlu membuat proposal tetapi menurut
Permendagri masyarakat miskin wajib mengajukan proposal.
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Dalam Undang-Undang tentang sistem pemberian bantuan
kepada fakir miskin disebutkan keluarga miskin harus membuat
proposal, seharusnya dinas terkait seperti Dinas Sosial,
Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Aceh Utara yang membuat
proposal untuk keluarga miskin di Muara Batu karena data keluaraga
miskin ada di dinas teknis. Keluarga miskin tidak tahu cara membuat
proposal, efeknya proposal banyak dibuat oleh orang pandai dan
orang kaya sedangkan orang miskin itu umumnya buta aksara atau
hanya menamatkan Sekolah Dasar (SD) sehingga tidak bisa membuat
proposal. Sehingga yang dapat bantuan selama ini orang-orang yang
sama, orang pandai dan orang kaya dan bantuan menjadi tidak tepat
sasaran.

Permohonan atau proposal ditujukan kepada Bupati Aceh
Utara, cq dinas terkait, ada disposisi dari bupati, dinas teknis
melakukan verifikasi ke lapangan, dinas teknis memberi
rekomendasi kepada SKPD yang diketuai Sekda, lalu SKPD
mempertimbangkan yang bersangkutan mendapat bantuan atau
tidak dan Bansos hanya diberikan untuk keluarga miskin yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari geusyik (kepala
desa) setempat atau untuk orang-orang yang memiliki resiko sosial.

Fakta empiris menunjukkan, salah satu sumber dana yang
menjadi sasaran korupsi adalah anggaran belanja daerah yang
didorong oleh perilaku oportunistik pihak eksekutif berupa tindakan
membuat kesenjangan anggaran. Hal ini sesuai dengan apa yang
disebutkan dalam Agency Theory, pernah diuji menggunakan metode
analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
anggaran Bansos berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran
sehingga terjadinya korupsi.

Merujuk kasus korupsi di wilayah lain, korupsi di Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot) di seluruh
Indonesia menempati urutan kedua, yaitu sebesar 27,3% dari 66
kasus yang ditangani oleh KPK di tahun 2013. Tingginya tingkat
korupsi di Pemkab/Pemkot tidak terlepas dari munculnya raja-raja
kecil di daerah. Keinginan mengembalikan modal yang sudah
dikeluarkan saat kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) dan Pemilu Legislatif (Pileg), juga menjadi faktor yang
mendorong keinginan pemerintah dan legislatif untuk melakukan
korupsi (acch.kpk.go.id).
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Pada saat proses penyusunan anggaran disinyalir terjadi
penyimpangan, begitu juga saat pelaksanaan program pemerintah,
memunculkan kebocoran anggaran belanja.Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) melalui acch.kpk.go.id melaporkan:

APBN tahun 2007-2010 dianggarkan sebesar Rp 300,94 trilliun dan
selama tahun 2010 saja, terdapat 98 laporan terkait kasus
penyalahgunaan dana Bansos, meskipun ada aturan yang diatur
dalam Permendagri No. 32 tahun 2011 yang diubah menjadi
Permendagri No. 29 tahun 2012. Oleh sebab itu, KPK membuat indeks
integritas khusus untuk pengadaan barang dan jasa dengan sampel 60
pemerintah kota di Indonesia.

Selain dana Bansos, KPK juga serius menangani masalah dana
hibah, mengingat banyaknya nominal dana hibah tersebut.
Peningkatan dana hibah ini ditengarai ada kaitannya dengan
penyelenggaraan Pemilukada. KPK juga menemukan lonjakan dana
yang sangat fantastik pada jumlah dana hibah menjelang Pemilukada.
Demikian disampaikan kpk.go.id

Dari fakta tersebut, KPK menemukan pergeseran penggunaan
dana Bansos menjadi dana hibah untuk kepentingan Pemilukada,
Dalam Perbup Aceh Utara Nomor 11 tahun 2012 Pasal 13
disebutkan:

Setiap pemberian hibah bupati dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani bersama oleh bupati dan penerima hibah. NPHD
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat: pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah,
besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima, hak dan
kewajiban, tata cara penyaluran/penyerahan hibah dan tata cara
pelaporan hibah.

Berdasarkan hal diatas terlihat besarnya anggaran Bansos
terhadap kesenjangan anggaran. Hal ini mengingat proporsi kedua
jenis belanja Pemda terhadap APBD relatif besar dibandingkan
belanja hibah. Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh
belanja hibah dan Bansos terhadap tingkat korupsi di Indonesia.
Anggaran yang relatif besar dalam APBD akan memicu terjadinya
kesenjangan anggaran sehingga berpengaruh terhadap semakin
tingginya tingkat korupsi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menganggap
penting menyikapi dan ingin mengkaji, meneliti, permasalahan
tersebut lebih lanjut secara alamiah dengan judul Kebijakan
Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin (Studi Kasus di
Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara).
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan
masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses perumusan dan implementasi kebijakan
pemerintah daerah dalam pemberian bantuan sosial bagi
keluarga miskin?

2. Bagaimanakah dampak dari kebijakan pemberian bantuan
sosial bagi keluarga miskin dalam meningkatkan kehidupan
sosial keluarga mereka?

1.3 Fokus Penelitian
Adapun yang menjadi fokus penelitian diantaranya:

1. Proses penyusunan dan implementasi kebijakan pemerintah
daerah terkait pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin.
Fokus kajian pada penyusunan formulasi kebijakan dan aktor
yang terlibat dalam perumusan kebijakan.

2. Dampak dari kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga
miskin dalam meningkatkan kehidupan sosial keluarga mereka.
Fokus kajian pada sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan.

1.4 Tujuan Penelitian
Penelitian tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi
Keluarga Miskin di Kecamatan Muara Batu bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan proses penyusunan
kebijakan pemerintah daerah terkait pemberian bantuan sosial
bagi keluarga miskin.

2. Mengetahui dan mendeskripsikan dampak dari kebijakan
pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin di Kecamatan
Muara Batu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebagaimana
akan dijelaskan dalam bab III, yang didalamnya ada studi kasus.
Dengan studi kasus, penulis akan menggali lebih dalam asumsi-
asumsi yang penulis curigai sebelumnya. Penulis berharap
mendapatkan penghayatan, pengalaman, pemahaman mengenai
efektivitas dari penerapan kebijakan pemberian Bansos. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif tidak dimulai
dari teori yang dipersiapkan, tetapi dimulai dari lapangan
berdasarkan lingkungan alami.
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1.5 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan
informasi untuk aktivitas kajian ilmiah bagi peneliti lain
yang relevan.

b. Hasil penelitian ini bermanfaat memperkaya referensi
pekerjaan sosial, berpengaruh untuk mengurangi faktor
negatif dari kemiskinan, baik kemiskinan yang tampak
maupun kemiskinan terselubung.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para
pemangku kepentingan, Pemkab Aceh Utara, Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM), Organisasi Rakyat (OR), Organisasi
Kepemudaan (OKP) dan stake holder lainnya dalam upaya
merumuskan alternatif-alternatif kebijakan yang tepat bagi
keluarga miskin.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada
masyarakat luas agar lebih peka dan responsif terhadap
permasalahan sosial di Aceh Utara.
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BAB II.
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema penelitian ini
telah dilakukan oleh Bethesda Sitanggang, AB Tangdililing, Sri
Maryuni (2014) dengan judul Implementasi Kebijakan Penyaluran
Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di KabupatenKubuRaya.
Dalam penelitian ini disebutkan:

Hibah diberikan kepada kelompok yang memiliki kegiatan tertentu
dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan,
kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.
Sedangkan Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan
kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Hibah dan Bansos
kemasyarakatan sudah mempunyai organisasi yang jelas, tetapi
dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
sehingga timbullah fenomena-fenomena mengenai penyaluran
Bansos kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan program hibah dan Bansos di Kabupaten
Kubu Raya ini ditemukan beberapa masalah, antara lain organisasi
yang ditunjuk kurang berperan dalam melaksanakan tugas-tugasnya
dan sosialisasi program Bansos kemasyarakatan kurang optimal,
sehingga masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bantuan,
dan masih adanya nepotisme dalam pemberian Bansos
kemasyarakatan.

Pelaksanaan program Bansos di Kabupaten ini ditemukan
masalah, diantaranya muncul proposal yang tidak diverifikasi oleh
lembaga terkait, sosialisasi program kurang optimal, banyak
penerima bantuan tidak melaksanakan verifikasi data, ada bantuan
tidak dapat dicairkan dengan berbagai alasan. Penerapan
implementasi  kebijakan  penyaluran hibah dan Bansos
kemasyarakatan direalisasi barang dan jasa dikonversikan sesuai
standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran,
diungkapkan pada Catatan Laporan Keuangan (CalLK) dalam
penyusunan laporan keuangan Pemda. Walaupun dalam
pelaksanaanya masih kurang optimalnya sumber daya manusia yang
ditunjuk walaupun sudah sesuai dengan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Pemkab Kubu Raya.
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Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini
adalah: diberikan kepada kelompok dalam bidang perekonomian,
pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan keolahragaan non-
profesional. Hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan
yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
timbullah fenomena-fenomena dalam penyalurannya. Organisasi
yang ditunjuk kurang berperan dalam melaksanakan tugas, kurang
sosialisasi dan masih adanya tumpang tindih dan nepotisme.
Proposal tidak diverifikasi, tidak ada sosialisasi, penerima tidak
melaksanakan verifikasi data, bantuan tidak dapat dicairkan dengan
berbagai alasan.

Perbedaannya antara lain: Penerapan kebijakan penyaluran
hibah dan Bansos kemasyarakatan direalisasi barang dan jasa
dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan
realisasi anggaran, diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK). Pelaksanaanya kurang optimal, sumber daya
manusia yang ditunjuk kurang sesuai dengan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Pemkab Kubu Raya dan tidak ada sosialisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dani Hendarto (2014) dengan
judul Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari APBD tahun 2013 di Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Propinsi Sumatera Barat. Rumusan permasalahan yang
dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari APBD tahun 2013 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Propinsi Sumatera Barat dan Apakah kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari APBD tahun 2013 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Propinsi Sumatera Barat dan upaya yang dilakukan.

Dalam menjawab rumusan permasalah digunakan pedekatan
secara yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data sekunder dan
data primer melalui studi pustaka, dokumen dan wawancara. Setelah
semua data dikumpulkan, lalu diolah dengan melakukan pengeditan,
kemudian dianalisis secara kualitatif.

Dengan  kesimpulan, pelaksanaan pemberian Bansos
didasarkan pada peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25
Tahun 2013 tentang tata cara pemberian hibah dan Bansos.
Dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, manfaat untuk masyarakat dan pemberian Bansos
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dilakukan dengan prinsip selektif, akuntabel, transparan dan
berkeadilan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian Bansos
yang bersumber dari APBD adalah penerima Bansos tidak
memahami bahwa bantuan yang diterimanya harus dipergunakan
sebagaimana Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dicantumkan
dalam proposal dan bila ada perubahan penggunaan dana harus
melalui prosedur yang berlaku. Penerima kurang memahami bahwa
bantuan yang diterimanya harus dipertanggungjawabkan dan
dilaporkan kepada Gubernur.

Sementara upaya yang dilakukan adalah penyaluran dana
Bansos yang bersumber dari APBD, tidak diberikan sekaligus. Tetapi
teknis penyalurannya dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pertama
disalurkan sebanyak 70 % dari total bantuan yang diberikan dan 30
% diberikan pada saat penerima bantuan menyampaikan laporan
yang disampaikan ke Gubernur, kemudian ditembuskan ke SKPD
pemberi rekomendasi. Memintakan laporan penggunaan dana
kepada penerima bantuan dengan cara mendatangi penerima
bantuan yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
apabila penerima Bansos belum menyampaikan laporan pada waktu
yang ditentukan.

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini
adalah: menggunakan pedekatan yuridis. Memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, manfaat untuk masyarakat,
penerima tidak memahami bahwa bantuan harus
dipertanggungjawabkan.  Penelitian  kualitatif, = menggunakan
dokumen dan hasil wawancara. Dianalisis secara kualitatif, penerima
tidak memahami bahwa bantuan yang diterimanya harus
dipergunakan sebagaimana Rencana Anggaran Belanja (RAB).
Perubahan penggunaan dana harus melalui prosedur yang berlaku
dan tidak diberikan sekaligus, data diolah dengan melakukan
pengeditan studi pustaka

Perbedaannya adalah: kendala yang dihadapi, penyaluran dana
Bansos bersumber dari APBK, dilaporkan kepada gubernur, tahap
pertama disalurkan sebanyak 70 % dari total bantuan yang diberikan
dan 30 % diberikan pada saat penerima bantuan menyampaikan
laporan yang disampaikan ke gubernur, selektif, akuntabel,
transparan dan berkeadilan.
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Penelitian Dewi Darmastuti dan Diah Setyaningrum (2012)
dalam tesisnya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi
pengungkapan belanja Bansos pada laporan keuangan pemerintah
daerah pada tahun 2009. Menurut peneliti ini:

“Dari aspek hukum, tidak adanya Permendagri yang mengatur
pengelolaan dan pengungkapan dana Bansos. Ketidakseragaman
regulasi tentang Bansos menjadi salah satu faktor yang menyebabkan
pengelolaan dana Bansos tidak dapat dikontrol. Analisis regresi atas
79 sampel Pemda di Indonesia yang merupakan implementasi
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dibuktikan bahwa umur Pemda
dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan wajib pada Laporan Keuangan Pemda.
Sedangkan karakteristik lainnya yang diuji, adalah jumlah Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pendapatan transfer, kewajiban, dan
ukuran Pemda tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat
pengungkapan wajib pada Laporan Keuangan Pemda”

Kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
Pemda. Karakteristik Pemda merupakan sifat khas dari otoritas
administratif masing-masing Pemda karena ketidakseragaman
pedoman terkait belanja Bansos, ada tidaknya pengungkapan atas
rincian belanja Bansos yang disajikan oleh Pemda diduga
dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing Pemda. Meskipun
belum ada penelitian yang secara spesifik membuktikan secara
empiris pengaruh karakteristik organisasi terhadap pengungkapan
belanja Bansos. Implikasi dari penelitian ini adalah pengawasan dari
lingkungan eksternal adalah faktor yang paling berpengaruh
terhadap praktik pengungkapan belanja Bansos.

Penelitian ini melihat proses, sosialisasi, implementasi dan
dampak dari kebijakan pemberian Bansos oleh Pemkab Aceh Utara
kepada keluarga miskin di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh
Utara. Pada penelitian sebelumnya, tetapi penelitian kuantitatif,
membuktikan bahwa, pembiayaan utang yang termasuk dalam
kelompok lingkungan eksternal mempengaruhi pengungkapan
belanja Bansos.

Lingkungan internal seperti jumlah anggota DPRD dan rasio
kemandirian keuangan daerah juga mempengaruhi pengungkapan
belanja Bansos meski hanya bersifat marjinal. Sedangkan variabel
lainnya tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan belanja
Bansos. Implikasi dari penelitian ini adalah pengawasan dari
lingkungan eksternal adalah faktor yang paling berpengaruh
terhadap praktik pengungkapan belanja Bansos.
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Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah
sebagai berikut: faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan
belanja Bansos pada laporan keuangan Pemkab, ketidakseragaman
regulasi, Permendagri mengatur pengelolaan, pengungkapan dana
Bansos tidak dapat dikontrol, belum ada penelitian yang
membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik organisasi
terhadap pengungkapan belanja Bansos.

Perbedaannya adalah: implementasi Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP), umur Pemda dan rasio kemandirian keuangan
daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pendapatan, transfer,
kewajiban, dan ukuran Pemda tidak mempunyai pengaruh terhadap
tingkat pengungkapan wajib pada Laporan Keuangan Pemda,
Karakteristik Pemkab merupakan sifat khas dari otoritas
administratif, ketidakseragaman pedoman terkait Bansos, metode
penelitian, pengawasan dari lingkungan eksternal, praktik
pengungkapan belanja Bansos. Bansos dipengaruhi oleh Pemkab.

Penelitian Ambiro Puji Asmaroini (2012) dalam tesisnya yang
berjudul Efektifitas bantuan sosial bagi masyarakat kampung idiot di
Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
Ambiro Puji Asmaroini menyebutkan:

“Bantuan sosial merupakan barang yang digunakan untuk membantu
kehidupan masyarakat yang membutuhkan. Bansos untuk
masyarakat idiot dikarenakan masyarakat idiot merupakan
masyarakat penyandang cacat mental yang tidak bisa menjalani
kehidupan sehari-harinya dengan normal. Masyarakat idiot tersebut
memiliki permasalahan, diantaranya: sebagian besar dari mereka
tidak mampu bekerja, hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak
mampu berbicara. Karena keterbatasan masyarakat penderita idiot
maka dibutuhkannya bantuan untuk mengurangi bebannya. Kajian
efektivitas bantuan sosial diperlukan karena kelompok miskin idiot
memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus sesuai dengan apa
yang dibutuhkan penderita idiot. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui:
1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat kampung idiot di Desa
Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;
2. Macam-macam bantuan yang diberikan kepada masyarakat
Kampung Idiot di Desa Karangpatihan;
3. Efektivitas pemberian bantuan bagi masyarakat Kampung Idiot
di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik
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analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh, kondisi sosial
ekonomi masyarakat kampung idiot di Desa Karangpatihan sangat
minim, rumah, prasarananya, mata pencaharian, dan menu makanan
belum memenuhi standar. Bantuan sosial yang diberikan: beras, air
bersih, sarden, garam beryodium, minyak makan, ikan asin, paket
sembako, sarimi, dan lauk pauk, pengobatan gratis, rumah tidak
layak huni, alat-alat rumah tangga dan tikar dan ternak, Ada jenis
bantuan yang efektif seperti sembako, uang, pembenahan rumabh,
ternak kambing, tikar, tanaman, dan timba.

Ada pula bantuan yang kurang sesuai dengan kebutuhan
berupa bibit tanaman. Bibit yang ditanam mati karena kekurangan
air. Ada bantuan yang pola pengelolaannya tidak efektif, tidak sesuai
dengan kenyataan dilapangan. Bantuan lainnya, pemberdayaan
dengan pemberian benih bibit mangga dan pemberian kambing.

Ada beberapa jenis bantuan, tidak ada realisasinya dilapangan,
bantuan tersebut berupa air bersih, aspal jalan, dan pelayanan
kesehatan gratis. Bantuan yang diberikan tidak efektif karena mati,
misalnya ternak kambing dan bibit tanaman. Pembenahan rumah
hanya satu kali sehingga bila ada kerusakan, masyarakat tidak
mampu memperbaiki. Bantuan yang kurang disenangi masyarakat
adalah bibit tanaman karena tanamannya ada yang mati dan ada
yang belum membuahkan hasil.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah:
menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data,
teknik analisis data, kondisi sosial ekonomi masyarakat tempat
penelitian dilakukan, ada beberapa jenis bantuan tidak ada
realisasinya  dilapangan. Sedangkan perbedaannya adalah:
masyarakat idiot merupakan masyarakat penyandang cacat mental
yang tidak bisa menjalani kehidupan sehari-harinya dengan normal.
Mereka tidak mampu bekerja, kelompok miskin idiot memiliki
karakteristik dan kebutuhan khusus. Efektivitas pemberian bantuan,
rumah, prasarana, mata pencaharian, dan menu makanan. Jenis
bantuan sosial yang diberikan, ada bantuan yang tidak sesuai
kebutuhan dan ada bantuan yang kurang disenangi masyarakat.

Penelitian Leike Refni Muaja, Ventje Ilat dan Jantje J. Tinangon
(2013) dengan judul Perlakuan akuntansi Bansos terhadap laporan
keuangan pada Pemda Kota Manado. Menurut peneliti ini:

“Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan bantuan sosial
sebagai stimulan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan
kesejahteraan sosial. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
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yang mempunyai Kketerkaitan tugas pokok dan fungsi dengan
pemberian bantuan sosial ini dapat menganggarkan belanja bantuan
sosial. Hasil penelitian yaitu Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan
dan direalisasikan oleh Pemerintah Kota Manado yang tepat
dimasukkan sebagai belanja Bansos yaitu belanja Bansos organisasi
kemasyarakatan LBH dan LPM sedangkan belanja Bansos
kemasyarakatan olahraga, keagamaan, dan partai politik tidak tepat
dimasukkan sebagai belanja Bansos. Agar perlakuan akuntansinya
tepat, sebaiknya belanja Bansos kemasyarakatan olahraga,
keagamaan, dan partai politik dimasukkan pada pos hibah”

“Kesimpulan dari penelitian pada pemerintah daerah Kota
Manado ini sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Manado tahun
2012 terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Organisasi
Kemasyarakatan sesuai dimasukkan sebagai belanja
bantuan sosial yaitu belanja bantuan sosial organisasi
kemasyarakatan LBH dan LPM telah memenuhi kriteria
tujuan penerima Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Manado tahun
2012 terdiri dari organisasi kemasyarakatan olahraga,
keagamaan, dan partai politik tidak sesuai dimasukkan
sebagai belanja bantuan sosial karena tidak memenuhi
kriteria tujuan penggunaan yaitu bukan untuk kegiatan
rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan
sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan
penanggulangan bencana’.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini antara lain:
metode yang digunakan kualitatif, dana digunakan untuk kegiatan
rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial,
jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan
bencana. Sedangkan perbedaannya adalah: Belanja Bansos yang
dianggarkan dan direalisasikan oleh Pemerintah Kota Manado
dimasukkan sebagai belanja Bansos, belanja Bansos yang tidak tepat
dimasukkan sebagai belanja Bansos dimasukkan pada pos hibah.
Bansos Pemko Manado terdiri dari organisasi kemasyarakatan,
olahraga, keagamaan, dan partai politik tidak dimasukkan sebagai
belanja Bansos karena tidak memenubhi kriteria.

Penelitian Hasbi Igbal (2008) dengan judul Implementasi
kebijakan program bantuan langsung tunai di Kabupaten Kudus.
Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah
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Tangga Sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan
subsidi BBM adalah:
(1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya;
(2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin
akibat kesulitan ekonomi; dan
(3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai dimulai
dari sosialisasi, verifikasi data penerima, pembagian kartu, pencairan
dana, dan laporan pelaksanaan. Pelaksanaan program berjalan
dengan baik, lancar dan tertib.

Hasil pengamatan lapangan:

(1) Sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik sampai tingkat
kecamatan, namun hanya sedikit yang menindaklanjuti dengan
mengadakan sosialisasi di tingkat desa. Materi yang
disampaikan kurang lengkap, terutama masalah verifikasi data
nominasi RTS;

(2) Verifikasi data nominasi RTS tidak berjalan dengan semestinya,
kendala yang terjadi adalah kartu BLT sudah diterima kepala
desa sebelum verifikasi data;

1. Banyak pelanggaran dalam pelaksanaan pembagian kartu,
yaitu tidak dilibatkannya Ketua RT/RW oleh Pemerintah
Desa dalam pembagian kartu;

2. Pencairan dana BLT disemua kecamatan masih terjadi
antrian panjang;

3. Pembuatan laporan tidak dilaksanakan oleh pemerintah
kecamatan.

Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pelaksanaan
program bantuan langsung tunai adalah:

(1) Sikap pelaksana, dinilai kurang baik, terlihat dengan banyaknya
pemotongan dana BLT ditingkat desa. Pemotongan dana BLT
berkisar Rp 10.000,- sampai dengan Rp 200.000,-;

(2) Kondisi sosial ekonomi masyarakat hampir sama disemua
wilayah, hal ini menimbulkan pemerataan dana BLT, kriteria
miskin tidak bisa diterapkan, muncul metode rembug desa
untuk menentukan daftar nominasi penerima;

(3) Situasi politik dimasyarakat terbagi menjadi dua kubu,
menolak dan mendukung BLT;
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(4) Ketrampilan sumber daya manusia rendah, tidak melakukan
sosialisasi, pelanggaran prosedur pembagian kartu, dan tidak
ada laporan; dan

(5) Dalam pelaksanaan sosialisasi, tim koordinasi tidak melibatkan
mitra Kerja yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
(TKSK).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah:
sama-sama membantu masyarakat miskin untuk dapat memenuhi
kebutuhannya, mencegah penurunan kesejahteraan keluarga miskin,
meningkatkan tanggung jawab sosial, adanya verifikasi data
penerima, pencairan dana terjadi antrian, tidak ada laporan, kriteria
miskin tidak diterapkan, muncul metode rembug desa untuk
menentukan penerima. Ketrampilan sumber daya manusia rendah,
tidak melakukan sosialisasi, tidak ada laporan dan tim koordinasi
tidak melibatkan mitra kerja.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah:
materi yang disampaikan kurang lengkap, terutama masalah
verifikasi data nominasi Rumah Tangga Sejahtera (RTS), dalam
penelitian ini di Kecamatan Muara Batu tidak ada masyarakat yang
menolak bantuan. Kondisi ekonomi masyarakat hampir sama
sehingga pada penelitian diatas dana dibagi rata sedangkan dalam
penelitian ini tidak dibagi rata. Penelitian ini tidak ada pelanggaran
prosedur dalam pembagian kartu-kartu untuk keluarga miskin
seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Program Keluarga
Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia
Pinter (KIP).

Penelitian Tunggal Anshari Setia Negara (2014), Analisis
Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial
Kemasyarakat oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini menganalisis:

“Dualisme penanganan masalah dugaan tindak pidana korupsi dalam
bentuk penyimpangan penyaluran dana ke masyarakat sering
menjadi beban hakim Tindak Pidana Korupsi. Dalam penyelesaian
perkara sering terjadi silang pendapat dan overlap antar peraturan
perundang-undangan dalam hal sistem hukum mana yang digunakan.
Sistem hukum pidana ataukah sistem hukum administrasi”

Penelitian ini berusaha mengungkapkan poin mana yang harus
terlebih dahulu dikemukakan antara dua sistem hukum dan
kemudian dicari solusi penyelesaian perkaranya. Oleh karenanya
dalam kajian ini digunakan pendekatan kasus dan pendekatan
perundang-undangan agar permasalahan dapat diungkapkan dengan
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jelas. Dalam sistem administrasi pemerintahan memang terdapat dua
pihak yang saling berurusan, yaitu pegawai negeri dan masyarakat.
Namun ada perbedaan diantara kedua belah pihak tersebut.

Jika pegawai negeri mempunyai otoritas secara hukum untuk
pengendalian dan pemberian sanksi, sedangkan masyarakat tidak
memiliki wewenang itu. P de Haan cs mendeskripsikan bahwa
seharusnya ada keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan
berbentuk partisipasi (Philipus M. Hadjon, 2003) namun di
Indonesia, meski ada istilah ‘konsultasi publik’ untuk ranah legislasi,
namun dalam prakteknya belum dilaksanakan dengan baik.

Fakta bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan
tampak dari banyaknya produk legislatif yang tidak sesuai dengan
dinamika kehidupan masyarakat dan diajukan ke Mahkamah
Konstitusi untuk dimohonkan pembatalannya. Wewenang
pemerintah sebagian terlaksanakan secara sewenang-wenang
sehingga saat reformasi bergulir, menimbulkan potensi konflik
antara pemerintah dan masyarakat yang mengakibatkan munculnya
berbagai ekses di bidang pemerintahan yang dipahami sebagai
penyalahgunaan wewenang yang dianggap masuk katagori Tipikor.

“Berdasarkan uraian fakta dan analisis hukum mengenai
keterlibatan Asisten II Sekda propinsi terhadap perkara
Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan
oleh Pemerintah Daerah, dapat disimpulkan bahwa:

(1) Rekomendasi Asisten Il Sekda Propinsi dalam pengambilan
Keputusan Gubernur tentang Dana Bansos Kemasyarakatan
merupakan bagian dari rangkaian proses administrasi
penyaluran Bansos bukan merupakan keputusan dari pejabat
yang berwenang karena bukan keputusan final. Oleh karenanya
apabila ada kesalahan maka termasuk dalam ‘kesalahan
prosedur’ dan bukan penyalahgunaan wewenang

(2) Pertanggungjawaban kesalahan administratif yang timbul
harus dilakukan secara berjenjang sesuai  proses
administratifnya. Dalam kasus ini tidak ada kesalahan
administratif yang dilakukan oleh Asisten II Sekda Propinsi
selama berkas permohonan di tahap-tahap pengambilan
keputusan gubernur tidak dipermasalahkan. Terlebih lagi
dalam perkara ini permasalahan tidak terjadi diranah
pengecekan persyaratan berkas permohonan yang menjadi
wewenang Asisten Il Sekda Propinsi tetapi terjadi diranah
monitoring dan evaluasi setelah proses administrasi
mendapatkan persetujuan gubernur”.
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas antara lain:
metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, teknik
analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Teknik
pengumpulan data dengan wawancara, ovservasi dan dokumentasi.
Sedangkan Perbedaan: penanganan masalah dugaan tindak pidana
korupsi, penyelesaian perkara terjadi silang pendapat, overlap antar
peraturan perundang-undangan dalam hal sistem hukum, digunakan
pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, dua sistem
hukum, dua pihak yang saling berurusan, pegawai negeri dan
masyarakat, pegawai negeri mempunyai otoritas, masyarakat tidak
memiliki wewenang, konsultasi publik untuk ranah legislasi, belum
dilaksanakan.

Penelitian Naksir Sembiring (2014), dengan judul Analisis
Putusan Pengadilan Pontianak Nomor
11/Pid.Sus/TP/Korupsi/2013/PN.PTK Dalam Kasus Tindak Pidana
Korupsi Penyalahgunaan Dana Bansos KONI Propinsi Kalimantan
Barat. Penelitian ini membahas masalah penerapan sanksi pidana
penjara, pidana denda dan pidana pembayaran uang pengganti
kerugian dalam perkara tindak pidana korupsi dana Bansos
berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak
Nomor Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/TP/Korupsi/2013/PN.PTK.

Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum
normatif diperoleh kesimpulan, bahwa:

(1) Penerapan sanksi pidana penjara, pidana denda dan pidana
pembayaran uang pengganti kerugian dalam putusan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:
11/Pid.Sus/TP/Korupsi/ 2013/PN.PTK tanggal 29 Agustus
2013 kepada terdakwa, belum mencerminkan nilai keadilan
hukum substantif. Sebab dilihat dari persepektif tujuan
pemidanaan, penerapan sanksi pidana tersebut tidak
memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana
korupsi dan tidak memberikan prevensi umum terhadap
perilaku tindak pidana korupsi di Indonesia ke masa depan.

(2) Faktor penyebab terjadinya disparitas vonis hakim dalam
tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari 4 (empat)
aspek, yaitu:

a. Penggunaan hukum pidana sebagai premium remidium dan
penerapan sanksi pidana paling singkat dan paling lama
sebagaimana diformulasikan dalam pasal 2 dan pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
ternyata dalam praktiknya masih belum efektif.

b. Faktor integritas, moralitas, kapabilitas, dan profesionalitas
hakim yang masih rendah dalam mengemban amanah
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

c. Faktor pelaku tindak pidana dan pengacaranya, yang
berupaya dengan berbagai cara (suap) untuk
mempengaruhi hakim agar memberikan putusan yang
seringan-ringannya kepada terdakwa.

d. Belum padunya pelaksanaan sistem peradilan pidana
terpadu oleh Institusi Penegak Hukum di Indonesia.

Selanjutnya direkomendasikan agar penerapan sanksi pidana
dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dapat
dilaksanakan memenuhi nilai keadilan hukum substantif, maka
diperlukan pedoman pemidanaan yang jelas berdasarkan undang-
undang hukum pidana. Selain itu integritas, moralitas, kapabilitas,
dan profesionalitas aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia perlu senantiasa ditingkatkan sepanjang masa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas sebagai
berikut: pendekatan penelitian atau metode yang digunakan, teknik
analisis data, sumber data menggunakan data primer dan data
sekunder. Informan yang ditetapkan menggunakan metode
purposive. Peneliti menentukan orang-orang sesuai dengan ciri-ciri
khusus, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data
melalui wawancara, pengamatan, dan dokomentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Naksir Sembiring
adalah: penerapan sanksi pidana penjara, pidana denda dan pidana
pembayaran uang pengganti kerugian dalam perkara tindak pidana
korupsi dana Bansos dan metode penelitian hukum normatif.
Penggunaan hukum pidana dan penerapan sanksi pidana. Integritas,
moralitas, kapabilitas, dan profesionalitas hakim. Belum padunya
pelaksanaan sistem peradilan oleh Institusi Penegak Hukum.

Midiansyah (2011), dalam penelitiannya dengan judul Kajian
Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Kota
Tarakan. Peneliti ni mengatakan:

“Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah berhak untuk
melakukan audit keuangan kepada setiap penerima bantuan hibah
dan bantuan sosial dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas
penggunaan uang negara. Badan Pengawas Pemerintah Pusat
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dan/atau Pemerintah Daerah maupun oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) yang ditunjuk oleh Pemerintah. Apabila jumlah penerima
bantuan terlalu banyak sehingga tidak mungkin melakukan audit
pada seluruh penerima, maka audit keuangan harus dilakukan paling
sedikit kepada 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan penerima
bantuan yang telah mengirimkan laporan realisasi anggaran yang
dipilih secara acak pada setiap wilayah kabupaten/kota. Seluruh
organisasi penyalur bantuan harus diaudit. Organisasi penerima
bantuan yang terpilih untuk diaudit juga terpilih untuk dievaluasi
pencapaian hasilnya”

Evaluasi pencapaian hasil, dilakukan dengan cara memeriksa
kebenaran atas laporan pencapaian hasil dengan keadaan yang
terjadi di lapangan. Evaluasi dilakukan oleh Biro/Bagian dan Tim
Independen. Apabila hasil audit menunjukan adanya penyimpangan-
penyimpangan yang merugikan sejumlah uang negara maka
organisasi penerima harus mengembalikan uang tersebut dan
disetorkan ke kas daerah. Apabila organisasi penerima menolak
mengembalikan uang maka Pemerintah Daerah dapat melakukan
upaya penuntutan secara hukum ke pengadilan.

Dengan pengelolaan keuangan daerah yang trasparan, efektif,
efisien dan bertanggungjawab, diharapkan alokasi dana yang
dianggarkan untuk menunjang pembangunan kemasyarakatan,
khususnya dana Bansosdan hibah dapat dimanfaatkan masyarakat
atau lembaga kemasyarakatan secara optimal dan dapat memberikan
kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh
karena itu perlu dilakukan studi.

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan
mengetahui :

1. Besaran Alokasi Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang
dikucurkan Pemerintah Kota Tarakan;

2. Jumlah, macam dan jenis bantuan yang telah disalurkan, me-
lalui Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Tarakan;

3. Jumlah, macam dan jenis kelompok sasaran yang telah
menerima bantuan, melalui Dana Bantuan Hibah dan Bantuan
Sosial di Kota Tarakan;

4. Permasalahan-permasalahan umum dan kendala-kendala yang
muncul akibat adanya (pengusulan, persetujuan, pencairan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) Alokasi Dana Bantuan
Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Tarakan;

5. Faktor-faktor yang menjadi pendorong terlaksananya Kegia-
tan/Program akibat adanya (pengusulan, persetujuan,
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pencairan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) Alokasi Dana
Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Tarakan

6. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan/program yang
dilakukan akibat adanya (pengusulan, persetujuan, pencairan,
pelaksanaan, montoring dan evaluasi) pemanfaatan Dana
Bantuan Hibah dan Bansos di Kota Tarakan;

7. Tingkat pencapaian keberhasilan penggunaan Alokasi Dana
Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Tarakan; dan (8)
menyusun strategi pengelolaan yang efektif dan efisien
terhadap penggunaan Alokasi Dana Bantuan Hibah dan
Bantuan Sosial di Kota Tarakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Midiansyah: sama-
sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sama-sama diaudit
oleh pemerintah, akuntabel dalam menggunakan dana, organisasi
penyalur juga diaudit, dan dilakukan evaluasi pencapaian hasil
sedangkan perbedaaannya: penelitian Midiansyah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP), paling sedikit audit dilakukan kepada
10% (sepuluh persen) penerima, audit keuangan juga dilakukan
secara acak, dilakukan pemeriksaan kebenaran atas laporan
pencapaian hasil dengan keadaan yang terjadi di lapangan,
penyimpangan yang merugikan negara harus dikembalikan.

2.2 Landasan Teori

Untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah disebutkan pada
Bab I, hal pertama yang dilakukan adalah kajian pustaka. Kajian
pustaka yang dilakukan meliputi buku teks, jurnal, tesis dan hasil
penelitian lain yang sudah ada.

2.2.1 Pengertian Kemiskinan

Definisi kemiskinan dilihat dari beberapa konsep ialah: tidak
mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang bermatabat (Bappenas). Bilamana
jumlah rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi kurang dari 2.100 kalori perkapita (BPS), tidak
tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan 1,00 dolar AS
per hari (Bank Dunia), tidak dapat melaksanakan ibadah menurut
keyakinannya, tidak mampu makan dua kali sehari, tidak memiliki
pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja atau sekolah dan
berpergian, bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, tidak
mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan (BKKBN).
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Kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak sanggup
memelihara kebutuhan diri sendiri dengan taraf kehidupan
kelompok, serta tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, dan
fisiknya dalam kelompok tersebut. Pada masyarakat yang bersahaja,
kemiskinan identik dengan kesulitan memenuhi kebutuhan primer.
Walapun begitu, pengertian kemiskinan akan berbeda dalam
masyarakat kota, kemiskinan berarti harta benda yang dimiliki tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan standar kehidupan kota sehingga
kemiskinan menjadi masalah sosial.

Kemiskinan bisa dikatakan sebagai masalah yang tiada henti
mewarnai kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari masa penjajahan,
masa kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, bahkan sampai
pada orde reformasi sekarang ini. Kesinambungan masalah
kemiskinan dari masa ke masa ditandai oleh berbagai kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah satu ke pemerintah yang lain, dari
presiden satu ke presiden yang lain.

Pemahaman kemiskinan mencakup: pertama, kekurangan
materi, yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan
pelayanan kesehatan, kedua, kebutuhan sosial, seperti keterkucilan
sosial, ketergantungan, dan ketidak mampuan untuk berpartisipasi
dalam masyarakat pendidikan dan informasi, ketiga,
kurangnya penghasilan yang memadai. Hal ini bisa diatasi dengan
mencari objek penghasilan diluar profesi kecualian apabila institusi
tempatnya bekerja melarang.

Edi Suharto, 2009 :17 mengatakan:

“Secara konseptual, kemiskinan diakibatkan oleh 4 faktor,

yaitu:

1. Faktor individu, ini terkait dengan aspek patologis, kondisi

fisik, dan psikiologis si miskin;

2. Faktor sosial, kondisi lingkungan sosial yang menjebak

seseorang menjadi miskin;

3. Faktor Kkultural, kondisi atau kualitas budaya yang

menyebabkan orang menjadi kemiskinan;

4. Faktor struktural, sistem yang tidak adil, tidak sensitif,

sehingga menyebabkan seseorang menjadi miskin”.

Kemiskinan ada 4 tingkatan:

1. Kebutuhkan pokok sandang, pangan, dan perumahannya
tidak dapat terpenuhi;

2. Kebutuhan primer terpenuhi tetapi tidak terpenuhi
kebutuhan sekunder;
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3. Terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder tetapi tidak
terpenihi kebutuhan tersier, dan

4. Terpenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier, tetapi
keluarga tidak bisa menjamin investasi keuangan bagi
anak-anak mereka.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi lima jenis yaitu
kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural,
kemiskinan kronis, dan kemiskinan sementara.

1. Kemiskinan absolute; apabila tingkat pendapatan seseorang
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

2. Kemiskinan relative; apabila seseorang mempunyai
pendapatan diatas garis kemiskinan, namun lebih rendah
dibandingkan masyarakat sekitarnya.

3. Kemiskinan kultural; jika kemiskinan diakibatkan oleh faktor
budaya, tidak mau berusaha memperbaiki tingkat
kehidupannya.

4. Kemiskinan kronis, kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi
sosial budaya yang tidak produktif, keterbatasan sumberdaya,
keterisolasian, terpencil, rendahnya pendidikan dan kesehatan,
terbatasnya lapangan Kkerja, dan ketidakberdayaan dalam
mengikuti ekonomi pasar.

5. Kemiskinan sementara; kemiskinan yang terjadi akibat
perubahan siklus ekonomi dari normal menjadi krisis dan
kemiskinan ini musiman.

Garis kemiskinan (proverty line) dapat diukur berdasarkan
pendapatan ekuivalen beras, yaitu suatu penduduk berada dibawah
garis kemiskinan apabila pendapatannya dibawah 240 kg per kapita
pertahun bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan atau 360
kg per kapita pertahun bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan.
Garis kemiskinan juga dapat diukur berdasarkan jumlah rupiah yang
dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan
2.100 kalori per kapita ditambah dengan pemenuhan kebutuhan
pokok seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan,
transportasi dan bahan bakar.

Kemiskinan menyangkut pula dengan material, sosial, kultural,
institusional, dan struktural. Menurut Piven dan Cloward, dan
Swanson dalam Suharto, 2009: 15 mengatakan:

“Bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi,
rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Kekurangan
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materi, menggambarkan kelangkaan barang yang diperlukan dalam
kehidupan sehari-hari. Kekurangan penghasilan dikaitkan dengan
standar garis kemiskinan. Sedangkan kesulitan memenuhi kebutuhan
sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan
ketidakmampuan untuk berpartispasi dalam masyarakat”

Untuk mengukur kemiskinan, bisa kita kelompokkan dalam dua
kategori, yaitu kemiskinan absolutdan kemiskinan relatif.
Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten,
tidak dipengaruh oleh waktu dan tempat. Sebuah contoh dari
pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan
dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia,
sekitar 2.000-2.500 kalori per hari untuk laki-laki dewasa.

Menurut Bank Dunia:

“Kemiskinan Absolut adalah hidup dengan pendapatan dibawah US
$1 per hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah US
$2 per hari (Bank Dunia)”. Proporsi penduduk negara berkembang
yang hidup dalam kemiskinan ekstrem memang telah turun.
Persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis
kemiskinan US $1 dolar per hari pun sudah berkurang separuh.
Tetapi, nilai dari $1 juga sering tidak stabil, seiring harga dolar yang
terus mengalami naik turun dalam kurun waktu tertentu.

David Cox dalam Suharto, 2009: 18 mengatakan Kemiskinan

ada 4 empat dimensi:

1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi; Globalisasi
melahirkan negara pemenang dan negara kalah, negara
pemenang umumnya negara maju.

2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan; akibat dari
rendahnya pembangunan seperti kemiskinan perdesaan dan
kemiskinan perkotaan.

3. Kemiskinan sosial; kemiskinan yang dialami oleh perempuan,
anak-anak, kelompok minoritas, bias gender dan diskriminasi.

4. Kemiskinan konsekuensial; kemiskinan akibat faktor eksternal
seperti konflik, bencana alam dan kerusakan lingkungan”

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, jarang ditemukan
kemiskinan yang hanya disebabkan oleh satu faktor. Seseorang itu
miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu
sama lain, misalnya cacat, pendidikannya rendah, tidak punya modal
usaha, tidak punya ketrampilan, tidak adanya kesempatan Kkerja,
terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak adanya jaminan
sosial dan hidup dilokasi terpencil dengan sumberdaya alam dan
infastruktur yang terbatas.
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Penyebab kemiskinan banyak dihubungkan dengan individu,
keluarga, subbudaya, agensi dan struktural. Kemiskinan sebagai
akibat dari perilaku si miskin, jumlah anggota keluarga tidak
sebanding dengan pemasukan keuangan. Keluarga mudah tergoda
dengan keadaan tetangga, akibat dari aksi orang lain, seperti perang,
sistem pemerintahan dan kemiskinan merupakan hasil dari struktur
sosial.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan,
dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
untuk memenuhi kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global,
sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif,
sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan
yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun
2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan pasal (1) ayat
(1) dan (2) disebutkan:

“Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan, program pemerintah
dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana,
dan Dbersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk
mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan
derajat kesejahteraan rakyat” dan “Program penanggulangan
kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, dunia wusaha, serta masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan
sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi
mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan
kegiatan Ekonomi”.

Menurut Drewnowski dalam Epi Supiadi:2003, untuk
mengukur tingkat-tingkat kehidupan (the level of living
index)menggunakan indikator-indiktor sosial. Ada tiga tingkatan
kebutuhan untuk menentukan tingkat kehidupan seseorang :

1. Kehidupan fisik dasar (basic fisical needs), yang meliputi
gizi/nutrisi  nutrisi, perlindungan/perumahan (shelter/
housing) dan kesehatan.

2. Kebutuhan budaya dasar (basic cultural needs), yang meliputi
pendidikan, penggunaan waktu luang dan rekreasi dan jaminan
sosial (social security).

3. High income, yang meliputi pendapatan yang surplus atau
melebihi takarannya.
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Menurut Oscar Lewis (1983):

“ Orang-orang miskin adalah kelompok yang mempunyai budaya
kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik psikologis sosial,
dan ekonomi. Kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai
makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya
kemiskinan hanyalah semacam realistic and situational
adaptation pada linkungan yang penuh diskriminasi dan peluang
yang sempit”.

Menurut Abraham Maslow dalam hirarki kebutuhan Maslow,
kebutuhan ini beralih ke kemiskinan pada umumnya, yaitu efek
Matthew. Perdebatan yang berhubungan dalam keadaan capital
manusia dan capital individu seseorang cenderung untuk
memfokuskan kepada akses capital instructional dan capital social
yang tersedia hanya bagi mereka yang terdidik dalam sistem
formal.Abraham H. Maslow mengembang teori motivasi, pada intinya
berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima hirarki
kebutuhan, yaitu :

a. Kebutuhan fisiologikal (physiological needs), seperti : rasa
lapar, haus, istirahat dan sex;

b. Kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam arti fisik
semata, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual;

c. Kebutuhan akan kasih sayang (love needs);

d. Kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada
umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status; dan

e. Aktualisasi diri (self actualization), dalam arti tersedianya
kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi
yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi
kemampuan nyata”.

Kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan, mereka
menekankan peranan struktur ekonomi, politik dan sosial, dan
memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif,
produktif dan kreatif. Interpretasi dari Hirarki Kebutuhan Maslow,
seseorang harus mencapai aktualisasi diri secara bertahap:

a. Kebutuhan Fisiologis.
Pada tingkat yang paling bawah, terdapat kebutuhan yang
bersifat fisiologik (kebutuhan akan udara, makanan, minuman
dan sebagainya) yang ditandai oleh kekurangan (defisi) sesuatu
dalam tubuh orang yang bersangkutan. Kebutuhan ini
dinamakan juga kebutuhan dasar (basic needs) yang jika tidak
dipenuhi dalam keadaan yang sangat estrim (misalnya
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kelaparan) bisa saja manusia yang bersangkutan kehilangan
kendali atas perilakunya sendiri karena seluruh kapasitas
manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya.Sebaliknya, jika kebutuhan
dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang
lebih tinggi yaitu kebutuhan akan rasa aman (safety needs).

Kebutuhan Rasa Aman.

Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan
keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan,
situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut dan cemas
dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah maka manusia
membuat peraturan, undang-undang, mengembangkan
kepercayaan, membuat sistem, asuransi, pensiun dan
sebagainya. Sama halnya dengan basic needs, kalau safety
needs ini terlalu lama dan terlalu banyak tidak terpenuhi, maka
pandangan seseorang tentang dunianya bisa terpengaruh dan
pada gilirannya pun perilakunya akan cenderung ke arah yang
makin negatif;

Kebutuhan dicintai dan disayangi.

Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif dipenuhi, maka
timbul kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai (belongingness
and love needs). Setiap orang ingin mempunyai hubungan yang
hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain. Ia ingin
mencintai dan dicintai. Setiap orang ingin setia kawan dan
butuh kesetiakawanan. Setiap orang pun ingin mempunyai
kelompoknya  sendiri, ingin punya  “akar” dalam
masyarakat. Setiap orang butuh menjadi bagian dalam sebuah
keluarga, sebuah kampung, suatu marga, dll. Setiap orang yang
tidak mempunyai keluarga akan merasa sebatang kara,
sedangkan orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja merasa
dirinya pengangguran yang tidak berharga. Kondisi seperti ini
akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan;

Kebutuhan Harga Diri.

Di sisi lain, jika kebutuhan tingkat tiga relatif sudah terpenubhi,
maka timbul kebutuhan akan harga diri (esteem needs). Ada
dua macam kebutuhan akan harga diri.Pertama, adalah
kebutuhan-kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi,
percaya diri, dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah
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kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran,
dominasi, kebanggaan, dianggap penting dan apresiasi dari
orang lain. Orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya harga
dirinya akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak
tergantung pada orang lain dan selalu siap untuk berkembang
terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan yang tertinggi yaitu
aktualisasi diri (self actualization).

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri.
Kebutuhan ini merupakan kebutuhan 17 meta kebutuhan yang
tidak tersusun secara hirarki, melainkan saling mengisi. Jika
berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi maka akan terjadi
meta patologi seperti apatisme, kebosanan, putus asa, tidak
punya rasa humor lagi, keterasingan, mementingkan diri
sendiri, kehilangan selera dan sebagainya.

Menurut Amartya Sen: “Seseorang dikatakan miskin bila
mengalami "capability deprivation" dimana seseorang tersebut
mengalami kekurangan kebebasan yang substantive” sedangkan
menurut Soerjono Soekanto: “Kemiskinan diartikan sebagai suatu
keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri
sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu
memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok
tersebut”

Perpres Nomor 15 tahun 2010 disebutkan:

“Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program
pemerintah Indonesia yang dilakukan secara sistematis, terencana,
bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi
jumlah  penduduk  miskin dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat sedangkan program penanggulangan
kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia
usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro serta program
lain dalam rangka meningkatkan kegiatan Ekonomi”

2.2.2 Konsep Kebijakan

Kebijakan menyangkut masalah yang dihadapi pengambil
keputusan tentang isi, cara yang ditentukan, strategi, waktu
keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Pada hakekatnya kebijakan
mencakup apa, siapa, bagaimana, dimana, mengapa dan kapan.
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Sigit I Lesmana, 2010 mengatakan:

“Setiap kebijakan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh
obyek kebijakan. Kebijakan bisa disebut semacam jawaban terhadap
masalah yang ada. Kebijakan juga merupakan upaya untuk
memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara
tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah”

Sementara Carl ]. Friedrick dalam Leo Agustino, 2008: 7
mengatakan: “Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang
diusulkan seseorang dalam suatu lingkungan tertentu dimana
terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan usulan
kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang
menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan,
kepemimpinan dan cara bertindak, cita-cita, tujuan, prinsip dan
garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
Israel, dalam Sudarman Danim, 2005 : 4 mengatakan:

“Pertumbuhan pembangunan yang kompleks menimbulkan dampak
positif dan negatif. Hal ini berdampak luas pada perilaku pembuat
kebijakan. Pembuat kebijakan, terutama yang duduk diinstansi
pemerintahan menghadapi tugas yang makin luas dan banyak
karakternya”

Kebijakan adalah rangkaian konsep yang menjadi pedoman
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara
bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan,
organisasi, kelompok sektor swasta dan individu. Berdasarkan
pendapat berbagai ahli maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan
adalah tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan atau tidak
dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang
didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan
diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan
tujuan tertentu.

Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan
berdasarkan keterlibatan stake holder. Kebijakan jangan sampai
mengaburkan tingkat keterlibatan stakeholder. Ide  kebijakan
hendaknya melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan
yang merupakan bagian penting dari definisi kebijakan karena
kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya harus
dikerjakan, bukan apa yang diusulkan dalam kegiatan.

Kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan
keputusan formal organisasi, bersifat mengikat, mengatur perilaku
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dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.
Diharapkan dengan adanya kebijakan akan merubah pola pikir
masyarakat dari menyerahkan segala sesuatu pada nasip menjadi
lebih aktif melakukan perubahan. Kebijakan biasanya menjadi
rujukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kebijakan adalah Serangkaian tindakan yang mempunyai
tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku
atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”.
James E. Anderson dalam Islamy, 2009:17 mengatakan: “Kebijakan
mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

Sementara Anderson, dalam Budi Winarno, 2007:18
mengatakan:

“Konsep kebijakan dianggap lebih tepat karena memusatkan
perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa
yang diusulkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas
antara kebijakan dengan keputusan yang mengandung arti pemilihan
diantara berbagai alternatif yang ada”

Kebijakan hendaknya dipahami sebagai kegiatan yang sedikit
banyak berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi bagi mereka
yang bersangkutan, daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.
Berdasarkan pendapat para ahli seperti tersebut diatas, dapat
disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan yang
sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu
kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur
keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif
yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Jika hukum
dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku maka kebijakan
hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh
hasil yang diinginkan.

Penyusunan agenda Kkebijakan seharusnya dilakukan
berdasarkan tingkat urgensi, esensi kebijakan dan keterlibatan
stakeholder. Ide kebijakan hendaknya melibatkan perilaku yang
memiliki maksud dan tujuan yang merupakan bagian penting dari
definisi kebijakan karena kebijakan harus menunjukan apa yang
sesungguhnya harus dikerjakan, bukan apa yang diusulkan dalam
kegiatan. Pada hakikatnya kebijakan merupakan masalah yang
dihadapi pengambil keputusan menyangkut isi, cara, strategi, waktu
keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Kebijakan mencakup apa, bagaimana, siapa dan dimana.
Kebijakan itu mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan.
Ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.
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Kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan organisasi, contoh
kebijakan antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Keppres, Kepmen, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Keputusan
Direktur dan lain-lain.

Proses perumusan kebijakan sosial dapat dikelompokkan
dalam identifikasi, implementasi dan evaluasi. Edi Suharto, 1997
mengatakan:

“Secara garis besar, perumusan kebijakan dengan cara: pertama,
merumusan kebijakan sosial yaitu mengumpulkan data mengenai
permasalahan sosial yang dialami masyarakat, kedua, mengolah,
memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan
masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan
kedalam laporan yang terorganisasi. Ketiga, Penginformasian rencana
kebijakan, berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana
kebijakan”

Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-
sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk
memperoleh masukan. Setelah mendapat saran-saran dari
masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk
memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif
kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan
kebijakan. Selanjutnya perlu dilakukan pemilihan model kebijakan.
Pemilihan model kebijakan dilakukan untuk menentukan
pendekatan, metoda dan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan-
tujuan kebijakan. Pemilihan model ini dimaksudkan untuk
memperoleh basis ilmiah dan prinsip kebijakan sosial yang logis,
sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat
terukur secara objektif, perlu dirumuskan indikator-indikator sosial
sebagai acuan, standar bagi rencana tindak lanjut dan hasil-hasil
yang akan dicapai serta membangun dukungan dan legitimasi. Pada
tahap ini perlu menginformasikan kembali rencana kebijakan yang
telah disempurnakan. Setelah itu, melibatkan berbagai pihak yang
relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi
dengan berbagai kelompok masyarakat agar tercapai kesepakatan
mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.

2.2.3 Konsep Kebijakan Publik
Menurut Edi Suharto, 2007:

“Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan
tindakan yang bersifat strategis atau garis besar yang secara langsung
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mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya publik demi
kepentingan rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga
negara. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik
dibuat oleh orang yang memegang otoritas politik”

Mereka adalah orang-orang yang telah menerima mandat dari
publik, umumnya penyerahan mandat melalui pemilihan umum, agar
dapat bertindak atas nama kepentigan rakyat banyak. James E
Anderson sebagaimana  dikutip Islam, 2009:17 mengatakan:
“Kebijakan adalah Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau
sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”
Sedangkan David Easton mendefinisikan: “Kebijakan publik tidak
hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga
apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-
sama membutuhkan alasan-alasan yang harus
dipertanggungjawabkan”

Dalam pandangan Anderson, kebijakan publik merupakan
serangkaian tindakan terarah yang dilakukan oleh sejumlah aktor
dalam menangani masalah-masalah tertentu. Kebijakan publik
merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh para pejabat
pemerintah untuk menangani masalah tersebut.

Sedangkan menurut William Jenkin, kebijakan publik
merupakan:

“Keputusan yang saling berkait yang dilambil oleh sejumlah aktor
politik berkaitan dengan masalah pemilihan dan cara mencapai
tujuan didalam suatu situasi tertentu dimana berbagai keputusan,
pada prinsipnya, berada dalam genggaman kekuasaan aktor-aktor
tersebut untuk mencapainya”

Dikalangan para ahli sudah ada kesepakatan yang bahwa pada
dasarnya kebijakan publik itu terlahir dari keputusan pemerintah
dan juga keputusan-keputusan itu bersifat mengikat semua warga
negara. Jika kebijakan itu dibuat oleh pemerintah pusat, misalnya
undang-undang, instruksi presiden, keputusan menteri dan lain-lain
peraturan setingkat. Sedangkan kebijakan publik yang dibuat
ditingkat Propinsi Aceh hanya wajib ditaati oleh warga Propinsi Aceh
atau yang tinggal atau sedang berada di Aceh, demikian juga dengan
kebijakan ditingkat Kabupaten Aceh Utara hanya mengikat penduduk
dan pendatang yang sedang berada di Aceh Utara saja.
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2.2.4 Konsep Bantuan Sosial

Bansos dikucurkan melalui anggaran Negara (APBN/APBA),
bantuan ini diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas
yang secara ekonomi, lemah dan kelayakan untuk menerimanya diuji
terlebih dahulu dengan tes kemiskinan. Bansos ini dapat bersifat
sementara (bencana alam) atau bersifat tetap (cacat dan lanjut usia).
Dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang atau melalui
transfers. Sifat bantuan biasa diberikan dengan syarat ataupun tanpa
syarat.

Ada empat jenis Bansos. Pertama, bantuan dan pelayanan
kesejahteraan sosial, yaitu bantuan kepada golongan masyarakat
miskin, diberikan berbasis lembaga (panti, KUBE). Kedua, bantuan
dana berupa kupon makanan atau dana cash untuk biaya hidup.
Ketiga, bantuan  subsidi sementara untuk masyarakat yang
mengalami kehilangan mata pencaharian karena bencana alam.
Keempat, bantuan kompensasi atas kebijakan pemerintah
(subsidi BBM), bantuan untuk korban penggusuran.

Konsep pemberdayaan sosial yaitu pemberdayaan bagi
masyarakat miskin agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan
keluarga mereka, sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.
Wujud program pemberdayaan ini adalah pemberian modal yang
dapat digunakan oleh masyarakat itu agar mampu keluar dari
ketidakberdayaan mereka. Jadi konsep pemberdayaan sosial yang
mulai diimplementasikan sekarang ini berbeda dengan Bansos.

Bansos lebih mempertahankan kehidupan dalam pemenuhan
kebutuhan dasar sedangkan pemberdayaan sosial lebih mendorong
penerima untuk berusaha meningkatkan kemampuannya, melalui
stimulan usaha produksi. Keberhasilan kebijakan pemberian Bansos
ditentukan oleh kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima
bantuan dan dipengaruhi oleh arah kebijakan sosial yang bersifat
makro.

Kebijakan sosial menentukan jenis dan sistem pemberian
pelayanan kepada masyarakat miskin sebagai sasaran program.
Pengetahuan tentang analisis kebijakan sosial penting untuk
menentukan apakah suatu kebijakan memiliki dampak positif atau
negatif terhadap masyarakat, apakah kebijakan tersebut sesuai
keinginan penerima bantuan, sesuai dengan kebutuhan dan
kebijakan itu mampu mengatasi masalah-masalah yang dirasakan
oleh masyarakat.
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Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan sosial,
semakin maju suatu negara, semakin tinggi perhatian negara pada
kebijakan sosial. Negara perlu berperan aktif dalam melaksanakan
kebijakan sosial karena negara adalah institusi absah yang memiliki
kewenangan untuk menarik pajak dari rakyat dan karenanya negara
paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi
warganya. Dalam masyarakat yang beradap, negara tidak boleh
membiarkan satu orang pun berada dalam posisi tidak mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kata ‘sosial’ memiliki beragam pengertian. Kata sosial
mengandung pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari yang
berhubungan dengan kegiatan yang menyenangkan. Misalnya, olah
raga, rekreasi dan arisan. Kata sosial diartikan sebagai lawan dari
individu. Kata sosial memiliki pengertian sebagai sekelompok orang
seperti masyarakat dan komunitas.

2.2.5 Konsep Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan suatu proses dimana
anggota masyarakat menentukan keinginannya, merencanakan dan
mengerjakan bersama program itu untuk memenuhi kebutuhannya.
A. Supardi mengatakan: “Pengembangan masyarakat juga
merupakan suatu gerakan untuk menciptakan sesuatu kehidupan
yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan cara masyarakat
berpartispasi aktif dalam kegiatan”

Pengembangan masyarakat itu, wusaha pembangunan
masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat, berkumpul untuk
memusyawarahkan kebutuhan sesuai dengan derajat kebutuhan.
Setelah itu membuat perencanaan tentang langkah-langkah yang
akan diambil. Selanjutnya dilaksanakan bersama dengan cara
swakelola.

Pengembangan Masyarakat adalah kemampuan suatu bangsa
untuk terus berkembang yang mencakup seluruh segi kehidupan
bermasyarakat, Peningkatan taraf hidup dan kehidupan lainnya.
Manusia adalah makhluk ekonomi, makhluk sosial dan makhluk
politik oleh karena itu perlu diadakan perubahan sosial, ekonomi dan
politik.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan potensi
agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui
kegiatan-kegiatan swadaya. Memberdayakan masyarakat bertujuan
mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri. Hal
ini berarti bahwa didalam proses pemberdayaan, masyarakat
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berperan aktif dalam merancang bentuk pemberdayaan. Untuk
mencapai tujuan, faktor peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat
prioritas.

Tujuan pengembangan masyarakat tentunya tidak jauh
berbeda dengan tujuan pembangunan, yakni meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, Sodang P. Siagian mengatakan: “Tujuan
pengembangan masyarakat meliputi: keadilan sosial, kemakmuran
yang merata, perlakuan yang sama dimata hukum, kesejahteraan
material, mental dan spiritual, kebahagiaan untuk semua,
ketentraman dan keamanan”.

2.3 Landasan Konseptual

Proses teoritis berkaitan dengan kegiatan untuk menjelaskan
masalah dengan menggunakan teori yang relevan, serta menyusun
kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian. Konsep adalah
abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasi
suatu pengertian. Konsep tak bisa diamati dan tidak bisa diukur
secara langsung. Agar bisa diamati konsep harus dijabarkan.

Kerangka Konseptual
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BAB III.
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Batu dengan
objek penelitian Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga
Miskin. Alasan pemilihan lokasi di Kecamatan Muara Batu karena
Muara Batu kecamatan dengan kategori sedang, bukan perkotaan
dan juga bukan kecamatan terpencil, sehingga bisa menggambarkan
keadaan kabupaten Aceh Utara secara umum, selain itu ditemukan
beberapa kasus penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran
untuk masyarakat miskin sehigga peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian di Kecamatan Muara Batu.

Muara Batu memiliki 1.672 Kepala Keluaga Sangat Miskin (BPS
: 2016) penghasilan masyarakat umumnya dari menanam padi dan
mencari ikan kelaut. Yang jadi permasalahan, keluarga miskin tidak
memiliki lahan, mereka bukan petani tetapi buruh tani, ini yang
membuat kehidupan ekonomi keluarga miskin tidak pernah berubah.
Di bidang perikanan, keluarga miskin ini juga bukan nelayan, tetapi
buruh nelayan yang bekerja pada pemilik kapal motor (boat). Data
lain membuktikan, lahan peternakan sempit, peternak di Kecamatan
Muara Batu hanya memelihara 1-3 ternak dibelakang rumah, rumah
keluarga miskin tidak layak buni, ada yang masih berlantai tanah dan
beratap rumbia.

3.2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan
makna lebih ditonjolkan. Agar fokus penelitian sesuai dengan fakta
yang terjadi di lapangan, teori dijadikan sebagai pemandu.

Lexy ]. Moleong, 2011 mengatakan:

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar
alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh
orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini
memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar
alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai
perhatian alamiah.
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Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-
fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif
adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alamiah
dan peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian menggunakan
lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang
terjadi merupakan kajian utama penelitian. Peneliti datang ke lokasi,
memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu
interaksi berlangsung. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya,
menggali dari sumber yang berhubungan erat dengan peristiwa yang
diteliti. Hasil yang diperoleh segera disusun, apa yang diamati tidak
terlepas dari konteks lingkungan.

Tekanan penelitian kualitatif ada pada proses bukan pada hasil.
Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan
apa, mengapa, dan bagaimana untuk mengungkap proses, bukan
hasil. Apa yang dilakukan, mengapa dilakukan dan bagaimana cara
melakukannya memerlukan pemaparan mengenai fenomena tidak
dapat dilakukan dengan ukuran frekuensinya saja. Pertanyaan diatas
menuntut gambaran nyata tentang kegiatan, prosedur, alasan-alasan
dan interaksi yang terjadi dalam konteks lingkungan dimana dan
kapan proses itu berlangsung. Proses alamiah dibiarkan terjadi tanpa
intervensi peneliti, sebab proses yang terkontrol tidak akan
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

3.3 Sumber Data
Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data
sekunder diantaranya :

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara
langsung dari orang pertama, sementara data sekunder adalah
data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.
Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari informan
melalui kelompok fokus dan panel atau juga data hasil
wawancara peneliti dengan narasumber.

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain,
bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari
penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau
organisasi lain seperti BPS dan lain-lain. Contoh data sekunder
misalnya catatan atau dokumentasi dinas-dinas, absensi daftar
hadir pegawai, laporan gaji, laporan kegiatan, laporan
keuangan, laporan pemerintah daerah, data yang diperoleh dari
koran dan majalah.
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3.4 Informen Penelitian

Menurut Silalahi (2009: 272): “Informan yang ditetapkan
menggunakan metode purposive merupakan “pemilihan siapa subjek
yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang
dibutuhkan”.

Peneliti menentukan subjek atau orang-orang terpilih sesuai
dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu. Pilihan atas
sampel purposive karena peneliti menguji pertimbangan-
pertimbangannya untuk memasukkan unsur atau subjek yang
dianggap khusus dari suatu populasi tempat mencari informasi.
Adapun informan yang diwawancara diantaranya sebagai berikut:

1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) cq.
Kepala Bidang Anggaran BPKD Aceh Utara.

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Aceh Utara cq. Kepala Bidang Sosial Budaya
Bappeda Aceh Utara.

3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara cq. Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial.

4. Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan
Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.

5. Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perdesaan
Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.

6. Ketua Yayasan Dayah Terpadu Darul Ikhsan Ulee Madon
Kecamatan Muara Batu.

7. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan
Muara Batu.

8. Ketua Asosiasi Geusyik Kecamatan Muara Batu.

9. GeusyikGampong Pante Gurah Kecamatan Muara Batu.

10. Geuchik Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu.

11. Geusyik Gampong Meunasah Drang Kecamatan Muara Batu.

12. Geusyik Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu.

13. Sekretaris Desa (Sekdes) Paloh Awe Kecamatan Muara Batu.

14. Warga Gampong Meunasah Drang Kecamatan Muara Batu.

15. Keluarga miskin penerima manfaat program Bansosdi
Kecamatan Muara Batu.

3.5. Teknik Pengumpulan Data
Metode Pengumpulan Data merupakan cara yang dilakukan

untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga
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dapat diperlihatkan  penggunaannya melalui  wawancara,
pengamatan, dan dokomentasi. Sedangkan instrumen pengumpulan
data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan
data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa pedoman
wawancara, kamera, photo dan lainnya.

Gulo, 2002 : 110 mengatakan:

“Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat,
keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data
dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam
rangka mencapai tujuan penelitian”

Metode pengumpulan dataini termasuk kategori laporan diri
atau deskripsi diri. Individu melaporkan tentang keadaan dirinya
berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepadanya.Dvora Yanow
dalam Frank Fischer (2015) mengatakan:

“Dalam Bahasa metode kualitatif muncul untuk membedakan metode
penelitian lapangan dari desain penelitian survei dan metode
statistik. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendasarkan
pada satu atau lebih dari tiga metode mengumpulkan, mengakses
atau menghasilkan data: pengamatan, apapun tingkat partispasi;
wawancara dalam bentuk percakapan; dan pembacaan cermat atas
dokumen terkait topik”

Peneliti kualitatif menghitung hal-hal yang lebih mendalam,
mekipun apa yang mereka temui tidak diungkapkan dengan angka-
angka, bagaimana mereka melakukan analisis pada data tersebut
sangat berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti
kuantitatif.

3.5.1 Wawancara

Sumber data dan metode pengumpulan data, terdiri dari:
pertama, data penelitian yang diperoleh sendiri melalui wawancara,
observasi, data fisik dan percobaan laboratorium dan kedua, data
yang diperoleh dari sumber kedua, dokumentasi lembaga, Badan
Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kabupaten dan lembaga-lembaga
pemerintah dan swasta lainnya.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara
peneliti dengan sumber data. Wawancara pada penelitian sampel
besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena
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tidak mungkin mewawancarai sumber data sampai 1.000 (seribu)
orang, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat
diterapkan sebagai teknik pengumpul data, umumnya penelitian
kualitatif. Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak
terstruktur.

Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui
dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari informan sehingga
daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga
dapat menggunakan alat bantu tape recorder, kamera photo, dan
material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti
tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan
yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin
penting masalah yang ingin digali dari responden.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan dengan melibatkan
semua indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau dan
perasa. Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam
elektronik. Pengambilan data melalui lisan langsung dengan sumber
datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telephone. Jawaban
informan direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti. Pengambilan
data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari institusi
tertentu.

Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang
lain. Dalam pengumpulan data membutuhkan suatu instrumen.
Instrumen ini dibutuhkan untuk pengambilan data, instrumen
penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya
lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga
lebih mudah diolah.

Obrservasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data
yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat
digunakan untuk merekam berbagai situasi dan kondisi. Teknik ini
digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku
manusia, proses Kerja, dampak dari kebijakan pemberian bantuan
bagi keluarga miskin serta dilakukan pada responden yang tidak
terlalu besar.
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Kalau dalam observasi, peneliti secara langsung terlibat dalam
kegiatan sehari-hari kelompok masyarakat yang diamati sebagai
sumber data. Berlawanan dengan participant observation, non
participant merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara
langsung dalam kegiatan yang sedang diamati. Misalnya penelitian
tentang pola pembinaan olahraga, seorang peneliti yang
menempatkan dirinya sebagai pengamat, mencatat berbagai
peristiwa yang dianggap perlu sebagai data. Kelemahan dari metode
ini adalah peneliti tidak memperoleh data yang mendalam karena
hanya bertindak dari luar tanpa mengetahui makna yang terkandung
didalam peristiwa itu.

3.5.3 Dokumen

Penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber
manusia melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan
dari manusia, diantaranya diperoleh dari dokumen, photo dan bahan
statistik. Dokumen bisa berupa buku harian, notulensi rapat, laporan
berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar dan
surat resmi.Selain bentuk-bentuk dokumen tersebut diatas, bentuk
lainnya adalah photo dan bahan statistik.

Menggunakan foto akan dapat mengungkap suatu situasi pada
detik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang
berlaku saat itu. Photo dibuat dengan maksud tertentu, misalnya
untuk melukiskan kegembiraan atau kesedihan, semangat dan situasi
psikologis lainya. Photo juga dapat menggambarkan situasi sosial
seperti kemiskinan daerah kumuh, adat istiadat, penderitaan dan
berbagai fenomena sosial lainnya.

Bahan statistik juga dapat dimanfaatkan sebagai dokumen
selain photo, yang mampu memberikan informasi, seperti jumlah
guru, murid, tenaga administrasi dalam suatu sekolah. Data sangat
membantu peneliti dalam menganalisa data, dengan dokumen-
dokumen ini analisa data akan lebih mendalam sesuai dengan
kebutuhan penelitian.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap
dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian
kualitatif. Pada dasarnya, dokumen digunakan untuk memperkuat
penelitian kualitatif agar dapat lebih dipercaya.
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3.6 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian yaitu kualitatif, maka setelah data
terkumpul proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang
diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami sebagai
upaya untuk mencari jawaban. Teknik analisis data yang digunakan
penulis adalah model interaktif yang diperkenalkan oleh Milles dan
Huberman (2004: 23) yang memiliki jenjang sebagai berikut:

a. Reduksi Data.
Yaitu: Proses pemilihan, pemusatan perhatian serta
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar
yang didapat dari catatan-catatan yang ditulis dilapangan.
Reduksi data dilakukan dengan cara menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu,
dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik
kesimpulan.

b. Penyajian data.
Peneliti mengumpulkan informasi tersusun yang memberi
dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu
pembahasan dan menggabungkan informasi yang tersusun,
sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi, selanjutnya
peneliti menarik kesimpulan.

c. Menarik kesimpulan.

Suatu Kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga
diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Suatu
tinjauan ulang pada catatan lapangan untuk menentukan hasil akhir
dari penelitian.

B Koleksi Data

A Display Data
w ' (Penyajian Data)

v A

Reduksi Data v

Kesimpulan/
Verifikasi

BaganS]v:--‘r 10ia kuattat! menurut Alles dan Huber
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3.7 Jadual Penelitian

Penulisan hasil penelitian, hasil interpretasi data dituangkan
dalam bentuk tulisan yang disusun secara sistematis. Konsultasi hasil
penelitian, sebelum dilakukan penelaahan oleh tim penelaah, hasil
penelitian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Sedangkan
ujian tesis, merupakan sidang sebagai pertanggung jawaban
akademis hasil penelitian.

Waktu yang diperlukan dari mulai seminar usulan penelitian,
penelitian, hingga selesai, direncanakan akan dilaksanakan selama 3
(tiga) bulan, penelitian ini akan dilakukan pada bulan April sampai
bulan Juni 2017.

Tabel 3.1
Jadual Penelitian
(Maret-Juni 2017)

URAIAN MARET APRIL MEI JUNI

1 | Persiapan Penelitian

2 | Usulan Penelitian

3 | Seminar

4 | Revisi Proposal

5 | Kunjungan Lapangan

6 | Mengolah Data

Penulisan Hasil

7 Penelitian
Konsultasi Hasil

8 .
Penulisan

9 | Ujian Tesis
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BAB IV.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Sejarah Ringkas Lokasi Penelitian

Kecamatan Batu merupaka kecamatan paling barat Kabupaten
Aceh Utara, sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah
selatan berbatasan dengan Kecamatan Sawang, Timur berbatasan
dengan Kecamatan Dewantara dan Banda Baro, sedangkan sebelah
barat berbatasan dengan Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.
Kecamatan Muara Batu terdiri dari 24 desa masing-masing: Mane
Tunong, Pante Gurah, Tanoh Anoe, Keude Mane, Cot Seurani,
Meunasah Lhok, Meunasah Baro, Meunasah Drang, Dakuta, Cot
Trueng, Meunasah Aron, Ulee Madon dan Keude Bungkaih yang
berada di Jalan Nasional Banda Aceh Medan sebelah utara Kecamatan
Muara Batu.

Sedangkan desa-desa dibagian selatan berada di jalur Jalan
Pipa Line PT. Kraf Kertas Aceh (KKA) antara lain Reuleut Timu,
Reuleut Barat, Paloh Awe, Pinto Makmur, Panigah, Paloh Raya,
Tumpok Beurandang, Meunasah Pinto dan Kuala Dua. Sedangkan
Desa Kambam yang diapit oleh Desa Keude Bungkaih dan Paloh Awe
tidak dilalui jalan Nasional maupun Jalan Pipa Line tetapi desa ini
berada disisi jalan yang dibangun oleh Pertamina yaitu Jalan Bandar
Udara Malikusssaleh Lhokseumawe dan Desa Teupin Banja berada di
wilayah paling selatan Kecamatan Muara Batu yang berbatasan
langsung dengan Desa Lagang Kecamatan Sawang,.

Kecamatan Muara Batu dipimpin oleh Camat Andre, S.STP,
M.Kesos yang juga putra asli Muara Batu lulusan S2 Universitas
Indonesia Jakarta sejak tahun 2016. Ibu kota kecamatan berada di
Desa Cot Seurani dengan kantor Camat, Polisi Sektor (Polsek),
Komando Rayon Militer (Koramil), Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Pendidikan, Kantor Urusan Agama dan Balai Penyuluh
Pertanian (BPP) berada dalam satu komplek plus lokasi pendidikan
yang luas tempat berdirinya SD Negeri 8 Muara Batu, SMP Negeri 1
Muara Batu, SMA Negeri 1 Muara Batu, Madrasah Ibtidaiyyah Negeri
(MIN) 1 Aceh Utara (dulu MIN Krueng Mane), Mesjid Sunnah Al Izzah
dan stadion sebagai Base Came Surya Putra Krueng Mane dan PS
Muara Batu yang berada pada satu lokasi yang luas.
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Muara Batu terdiri dari 2 (dua) kemukiman yaitu Kemukiman
Mane dan Kemukiman Bungkaih. Desa-desa dalam Kemukiman Mane
adalah: Meunasah Drang, Meunasah Baro, Meunasah Lhok, Cot
Seurani, Tanoh Anoe, Keude Mane, Pante Gurah, Mane Tunong, Kuala
Dua, Meunasah Pinto, Teupin Banja, Tumpok Beurandang dan Paloh
Raya, sedangkan desa-desa yang masuk dalam wilayah Kemukiman
Bungkaih adalah: Dakuta, Cot Trueng, Meunasah Aron, Ulee Madon,
Keude Bungkaih, Kambam, Reuleut Timu, Reuleut Barat, Paloh Awe,
Pinto Makmur dan Panigah.

4.1.1.1 Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan

Selain Sekolah Dasar yang sudah disebutkan diatas, Kecamatan
Muara Batu juga memiliki 13 Sekolah Dasar lainnya, masing-masing
SDN 3 Muara Batu di Desa Cot Seurani, SDN 2 Muara Batu di
Meunasah Lhok, SDN 4 Muara Batu di Keude Bungkaih, SDN 5 Muara
Batu di Tumpok Beurandang, SDN 6 Muara Batu di Dakuta, SDN 7
Muara Batu di Pinto Makmur, SDN 9 Muara Batu di Mane Tunong,
SDN 10 Muara Batu di Cot Trueng, SDN 11 Muara Batu di Reuleut
Barat, SDN 12 Muara Batu di Meunasah Pinto, dan SDN 13 Muara
Batu di Desa Kambam (data UPTD Pendidikan Muara Batu, 2016).

Di Muara Batu, selain Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau
sekolah setingkat SMP/MTs yang sudah disebutkan diatas, ada 6
SMP/MTs lainnya masing-masing: SMPN 2 Muara Batu di Desa
Kambam, SMPN 3 Muara Batu di Dakuta, SMPN 4 Cerdas Muara Batu
di Meunasah Aron, SMPS Darul Ikhsan di Ulee Madon dan MTs
Krueng Mane di Keude Mane, MTs Swasta Nasrul Muta’alimin di Ulee
Madon plus satu Madrasah Ibtidaiyyah Swasta (MIS) di Desa Ulee
Madon. Selain itu Muara Batu juga memiliki 5 pesantren/dayah
sebagai balai pengajian tingkat Tsanawiyah dan Aliah, diantaranya
Dayah Raudhatul Ma’arif di Desa Cot Trueng, Dayah Darul Falah di
Kuala Dua, Dayah Darul Fata di Panigah, Dayah Raudhatul
Muata’alimat di Ulee Madon dan Dayah Darul Istigamah di Desa
Meunasah Baro.

Selain fasilitas pendidikan seperti telah disebutkan diatas,
Muara Batu juga memiliki 26 (dua puluh enam) fasilitas kesehatan
untuk melayani lebih dari 23.000 jiwa Penduduk Muara Batu.
masing-masing: 1 (satu) Puskesmas di Desa Cot Seurani, 1 (satu)
Klinik Muda Chik di Keude Bungkaih, 1 (satu) Puskesmas Pembantu
(Pustu) di Keude Bungkaih, 2 Puskesdes, masing-masing di
Meunasah Drang dan Panigah, 2 Posyandu Plus, masing-masing di
Reuleut Timu dan Paloh Raya, serta 20 (dua puluh) Posyandu
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ditambah 3 (tiga) tempat praktek dokter swasta dan 7 (tujuh) tempat
praktek Bidan.

4.1.1.2 Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk Muara Butu umumnya petani, dari
24 (dua puluh empat) desa di Muara Batu, 21 (dua puluh satu) desa
diantaranya memiliki lahan pertanian antara 30 sampai 50 hektar
dan hanya 3 (tiga) desa minus lahan persawahan yaitu: Desa Pante
Gurah, Tanoh Anoe dan Keude Mane. Mata pencaharian terbanyak
kedua setelah petani adalah nelayan. Ada 9 desa di Muara Batu yang
penduduknya menggantungkan hidupnya pada perikanan, dimana di
desa ini terdapat lautan yang sangat luas yaitu berada disisi Selat
Malaka, diantaranya: Cot Seurani, Meunasah Lhok, Meunasah Baro,
Meunasah Drang, Dakuta, Cot Trueng, Meunasah aron, Ulee Madon
dan Keude Bungkaih sedangkan Pante Gurah, Tanoh Anoe memiliki
sungai sebagai tempat ditambatkannya boat dan perahu nelayan
serta sudah didirikan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) oleh
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

4.1.1.3 Lokasi Penelitian

Fokus penelitian tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial
bagi Keluarga Miskin dilakukan di Desa Paloh Awe, Pante Gurah, Cot
Seurani, Meunasah Lhok, Meunasah Drang, Dakuta, dan Ulee Madon
di Kecamatan Muara Batu. Karena yang diteliti tentang kebijakan,
maka penelitian dan wawancara juga dilakukan ditingkat pembuat
kebijakan di Kabupaten Aceh Utara masing-masing dengan
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Aceh Utara dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.

Untuk tingkat kecamatan, wawancara dilakukan dengan
Pendamping Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan,
Pendamping Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perdesaan,
Ketua Yayasan Dayah Terpadu Darul Ikhsan dan Ketua Asosiasi
Geusyik Kecamatan Muara Batu. Sedangkan ditingkat desa yang
diwawancarai Geusyik (Kepala Desa) Ulee Madon, Kepala Desa Pante
Gurah, Kepala Desa Meunasah Lhok, Sekdes Paloh Awe, Kepala Desa
Cot Seurani, Penerima manfaat program Bansos, seperti: penerima
Beras Pra Sejahtera (Rastra), penerima Program Keluarga Harapan
(PKH), siswa Dayah Terpadu Darul Ikhsan dan anggota Kelompok
Usaha Bersama (KUBE).
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Data pendukung untuk penelitian ini diambil pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Utara,
Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Aceh Utara dan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Untuk
tingkat kecamatan, data diambil di Kantor Camat Muara Batu, Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Muara Batu,
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peternakan Kecamatan Muara
Batu, Pendamping Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Kecamatan Muara Batu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK) Kecamatan Muara Batu dan Pendamping Program Keluarga
Harapan (PKH) Kecamatan Muara Batu. Sedangkan ditingkat desa,
data diambil di Desa Paloh Awe, Desa Pante Gurah, Desa Meunasah
Lhok, Desa Meunasah Drang, Desa Dakuta dan Desa Ulee Madon.

4.1.2 Pendataan Penerima Bansos

Kantor Kepala Desa merupakan satu instansi yang melakukan
pendataan penduduk terutama pendataan Kartu Tanda Penduduk
(KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Kelahiran, Surat Kematian, dan
Surat Keterangan Pindah, dan juga instansi yang merekap keluarga
miskin dari setiap dusun di desa. Untuk itu suatu instansi
membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan
instansi pemerintah yang sangat membantu manajemen instansi
pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja
instansi pemerintah itu sendiri. Untuk dapat
meningkatkan pendataan penduduk beserta laporannya ke
kecamatan, maka diperlukan langkah-langkah pengembangan sistem
pendataan yang sudah berjalan.

Proses pendataan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
sebagai lembaga pelaksana pendataan yang akurat dan diakui
pemerintah. Pendataan dilakukan 5 (lima) tahun sekali. Setelah
didata tahun 2011, tahun 2015 baru didata kembali. Kalau bukan
data dari BPS tidak diakui pemerintah. Lembaga pemerintah ini
dalam melakukan pendataan terkadang buru-buru, tidak cukup
waktu, dan kekurangan personil petugas pendataan.

Jika tidak ada bantuan, masyarakat tidak serius memberikan
informasi kepada tim pendataan. Itu yang terjadi saat dilakukan
pendataan tahun 2011 tetapi kalau sekarang didata kembali
tanggapan masyarakat sudah bagus, sudah bersedia memberikan
informasi yang akurat dan benar karena pemerintah sudah banyak
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memberikan bantuan. Masyarakat sudah paham bahwa jika data
tidak benar maka realisasi bantuan menjadi tidak tepat sasaran.

Sehubungan dengan data keluarga miskin yang tidak akurat,
berikut penjelasan Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Utara, Inong Sofyarini sebagai
berikut:

“.. awalnya kita yakin data itu penting, tetapi begitu tim melakukan
pendataan, kita sudah menunggu lamatetapi data belum selesai juga,
petugas berpendapat yang penting data. Pada saat kita anggap
datanya penting, itu sudah baik, tetapi saat petugas berpendapat yang
penting data maka kalau petugas berpendapat yang penting data,
maka data yang masuk adalah data asal-asalan.Kalau sudah masuk ke
Kementerian Sosial dan ke Badan Pusat Statistik (BPS)maka data itu
sudah dianggap data baku. Kita di Aceh Utara, luas wilayah saja tidak
benar, antara RPJM dengan RPJMA itu berbeda, ini butuh proses.
Pusat menggunakan data PRJM yang sudahjadi, saat kita dari awal
sudah komit itu baik, belakangan kita tidak komit dengan data, karena
ini yang dimiliki oleh BPS Pusat, jadi ini yang dapat ...” (Wawancara, 4
Mei 2017).

Sistem yang sudah berjalan pada instansi tersebut masih
bersifat manual yaitu dengan menggunakan Microsoft
Excel dan Microsoft word dan ada pula yang sebagian data masih ada
dalam buku yang memang ada sejak structural sebelumnya. Dengan
sistem yang masih manual seperti itu terdapat beberapa kendala:

1. Sulitnya pemberian data dan informasi secara cepat dan akurat
mengenai laporan pendataan penduduk per periode tertentu
pada tingkat kecamatan;

2. Sering terjadinya kesalahan atau salah sasaran ketika ada
bantuan baik bantuan dari pemerintah seperti Beras Sejahtera
(Rastra), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Langsung
Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu
Indonesia Pinter (KIP) atau bantuan lain yang tidak permanen.

3. Perangkat komputer yang telah ada tidak digunakan secara
optimal untuk pengolahan data.

Pengembangan ini memanfaatkan teknologi informasi yang
membantu pendataan penduduk di Kecamatan Muara Batu terutama
pada proses pendataan keluarga miskin dan juga data pembuatan
Kartu Tanda Penduduk (KTP), pencatatan pendaftaran permohonan
Kartu Keluarga (KK), pencatatan data pindah penduduk, data
kelahiran, dan data kematian yang memerlukan kecermatan dan
ketelitian tinggi. Dengan adanya data ini, sehingga dalam waktu yang
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tidak terlalu lama, proses pembuatan laporan tentang pendataan
penduduk di Kecamatan Muara Batu dapat selesai segera dan
meminimalkan kesalahan sertamencegah terlambatnya mendata
penduduk yang seharusnya sudah masuk ke kecamatan.

4.1.3 Jenis-Jenis Bansos

Jenis-Jenis Bansos untuk Organisasi dan Masyarakat antara
lain: bantuan hibah untuk perseorangan, untuk orang tidak mampu,
untuk orang sakit, dan lain sebagainya. Jenis bantuan untuk
pendidikan diantaranya: Bos, bantuan untuk siswa/i, bantuan siswa
miskin, Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa dari pemerintah, dari
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dari swasta, beasiswa dari partai,
dari organisasi masyarakat, dari organisasi pemerintah seperti
beasiswa dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), beasiswa
dari perseorangan, misalnya mengajukan permohonan ke bupati,
menteri dan pejabat lainnya, bisa juga dari pengusaha. Sedangkan
jenis bantuan/hibah untuk masyarakat ekonomi lemah diantaranya:
Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Beras Pra Sejahtera
(Rastra), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Kartu
Indonesia Pinter (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), bantuan Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH), rehap rumah tidak laya huni, hibah ternak,
dan lainnya.

Sedangkan jenis bantuan untuk meningkatkan ekonomi
masyarakat antar lain: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dana Bantuan
Desa (Bandes), PNPM, Infrastruktur Dasar. Jenis-jenis modal usaha
hibah dari pemerintah diantranya: bantuan modal usaha hibah
secara kelompok, bantuan untuk wanita rawan sosial, untuk
wiraswasta muda. Untuk petani: Bantuan untuk Kelompok Tani
(Poktan), bantuan dari Badan Usaha Milik Desa, misalnya Bumdes
dan bantuan dari pemerintah. Kelompok tani sangat berperan dalam
mendapatkan bantuan dari pemerintah. Misalnya bantuan dana
untuk persatuan kelompok tani irigasi atau pengairan, pengadaan
mesin pupuk organik, pengadaan traktor tangan, pengadaan pompa
air, agar bisa mengairi tanaman jika musim kemarau, pengadaan
mesin penggiling kopi, penggiling padi, penggiling jagung, pengadaan
tangga memanjat cengkeh. Syarat mendapat bantuan: Kelompok Tani
(Poktan) harus membuat proposal permohonan kepada Dinas
Pertanian, Dinas kehutanan untuk permohonan bibit dan dinas
terkait lainnya.
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Jenis-jenis bantuan untuk peternak diantaranya: bantuan
modal usaha hibah, dana dari kelompok ternak. Sedangkan macam-
macam kelompok ternak diantaranya: budidaya ikan dan udang,
ternak sapi, ternak kambing, ternak angsa, ternak bebek, ternak
ayam kampung dan ternak ayam broiler. Kelompok ternak harus
membuat proposal ke dinas peternakan agar bisa dapat dana
bantuan. Jenis dana dan bantuan lainnya: dana CSR dari perusahaan
besar, yaitu bantuan untuk usaha kecil, untuk lingkungan, untuk
kegiatan sosial, untuk olahraga, dan lain sebagainya, Dana Desa
untuk mengembangkan desa, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK); untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
Taman Kanak-Kanan (TK), dan organisasi lainnya.

Dana Obligasi Daerah (DOD), Dana Kapisitas Daerah, Hibah
Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Historis,
Dana Bansos, Dana PAPU (Pajak Air Permukaan Umum), dan yang
terakhir Dana Community Development(Pembangunan Komunitas)
dari perusahaan ke pemerintah daerah. Jenis Dana bantuan untuk
organisasi masyarakat, lembaga, yayasan, klub olahraga, klub seni,
lembaga kursus, dan lain sebagainya, harus berusaha keras untuk
membuat proposal ke Pemda, Dispora, dinas daerah lainnya, ke
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), bisa juga ke partai
politik, ke pejabat yang berpolitik misalnya DPRD. Agar keluar
dananya karena di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
ataupun ke dinas ada anggaran tertentu untuk itu.

Penyaluran Beras Miskin (Raskin) sekarang disebut Beras Pra
Sejahetra (Rastra) ke Kecamatan Muara Batu terlihat masih ada
permasalahan. Kabid. Anggaran Kantor Bupati Aceh Utara
mengatakan, Rastra kita salurkan kepada semua orang miskin yang
berhak mendapat bantuan. Kalau orang miskin di Aceh Utara 23.764
orang, tidak mungkin kita kasih bantuan 15.000 orang dulu.

Dilapangan terlihat lain, masih banyak orang yang lebih miskin
dari penerima Rastra tetapi mereka tidak ada nama dalam daftar
penerima Rastra. Penulis menanyakan tentang hal ini kepada Kepala
Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara,
kira-kira jumlah bantuan yang diterima dalam tahun 2016 oleh
warga Desa Ulee Madon apakah sudah cukup sesuai dengan jumlah
orang miskin di desa tersebut atau masih kurang?, apakah masih
harus membayar ongkos angkut atau sudah gratis? Kepala Desa Ulee
Madon, A Thaleb mengatakan:
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“Kalau cerita kurang, masih kurang karena kita cuma mendapatkan
bantuan untuk 75 orang, sedangkan masyarakat miskin lebih, itu data
tahun 2011, tidak ada pendataan lagi setelah itu, seharusnya diabdate
lagi datanya. Data 2011 itu yang dipakai sampai sekarang.
Kalaumasalah bayar, memang tidak bayar, di pemerintah sudah
gratis, kita juga gratis” (Wawancara, 12 Mei 2017).

Beras Rastra saat pertama disalurkan ke masyarakat Muara
Batu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak gratis tetapi harus
dibayar oleh masyarakat penerima, dalam hal ini keluarga miskin,
tetapi dengan harga yang murah yakni hanya Rp. 1.600,- per kilo
gramnya dan ditambah dengan biaya angkut dan ongkos muat.
Belakangan ongkos angkut dan ongkos muat diganti oleh Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara melalui kepala desa masing masing desa.

Walau saat biaya itu diganti tidak diketahui oleh warga miskin
tersebut. Tetapi sejak tahun 2015, Rastra ke Kecamatan Muara Batu
dan ke 26 kecamatan lainnya di gratiskan oleh Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara, berikut penjelasan geuchik (Kepala Desa)
Ulee Madon Kecamatan Muara Batu, A Thaleb tentang Rastra ini:

“... Kalau cerita gratis sejak dari tahun 2015 sudah gratis, gratis dari
bupati, kita juga gratis. Selain itu, masyarakat penerima Rastra
meminta aparat gampong (desa) jangan lagi membagikan beras di
meunasah tetapi Rastra dibagikan dirumah kepala dusun, kita setujui.
Sekarang peraturan yang kita buat bersama masyarakat umum di
gampong bahwa Rastra tidak lagi kita bagikan di meunasah.
Keputusan masyarakat, sekarang beras dibagikan dirumah kepala
dusun itu terserah masyarakat berasnya mau dibawa kemana karena
peraturannya bukan lagi di meunasah. Ini dari usul masyarakat,
mereka meminta beras jangan di bagikan di meunasah..”
(Wawancara, 12 Mei 2017).

Hasil observasi penulis ke lapangan, setiap desa yang penulis
tanyai, dalam Kecamatan Muara Batu membagikan Rastra kepada
orang yang tidak ada nama di daftar penerima Rastra. Informasi dari
warga, bahwa 24 desa dalam Kecamatan Muara Batu melakukan hal
yang sama. Ini menyalahi prosedur tetapi semua desa di Muara Batu
melakukan ini. Ketika hal ini penulis konformasi kepada A Thaleb,
S.Pd mengatakan:

“Kalau di Desa Ulee Madon tidak semua keluarga miskin dapat Rastra,
yang dapat Raskin cuma 75 orang, ada masyarakat yang lebih miskin
lagi tidak dapat beras, lalu dikasih oleh yang bersangkutan kepada
yang tidak dapat, bukan kita yang minta sebagai aparat desa. Cara
pengambilan kebijakannya, harus ada tandatangani diatas materai,
menyumbang untuk masyarakat yang lebih miskin, harus ada
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perjanjian dan tanda tangan bermaterai. Sama kami tidak ada sangkut
paut” (Wawancara, 12 Mei 2017).

Ketika penulis menanyakan proses pembuatan kebijakan di
desa, supaya yang dapat beras Raskin ini mau menyumbang
sebahagian beras yang diterimanya kepada orang lain yang tidak ada
nama di daftar karena menurut penulis, masyarakat tidak mungkin
memberikan secara spontan, A Thaleb mengatakan:

“Ada rapat umum, kita cuma bercerita saja, bahwa yang dapat beras
mau membagi, memberikan sebagian miliknya kepada orang yang
tidak dapat Raskin, memang mereka lebih miskin dari kita, lebih
miskin dari yang dapat beras. Cuma alhamdulillah, dengan kita buat
rapat itu, tidak ada masyarakat yang komplin, tidak ada penolakan
tetapi mereka menyumbang dengan kesadaran sendiri” (Wawancara,
12 Mei 2017).

Seperti penjelasan penulis diatas, masalah ini terjadi hampir di
semua desa dalam Kabupaten Aceh Utara. Pemerintah kabupaten
mengetahui kasus ini, tetapi kepala desa tidak pernah dipanggil oleh
pemerintah kabupaten untuk diminta klarifikasi kenapa membagikan
Rastra kepada yang tidak ada nama dalam daftar penerima? Tetapi
ada kepala desa yang menyatakan, mereka pernah dipanggil oleh
pemerintah kabupaten karena melakukan pembagian Rastra tidak
sesuai prosedur, berikut penjelasan Kepala Desa Ulee Madon, A
Thaleb:

“Tidak, karena kepala desa tidak pernah membagikan beras Raskin
kepada yang tidak berhak, kita bagi kepada yang berhak, masalah
mereka mau menyumbang, mau menjual, terserah mereka, yang
penting kita bagi kepada orang yang berhak, karena tidak mungkin
kita kontrol sampai ke rumahnya, misalnya di jalan dia jual, itu hak
mereka, yang penting kita sudah membagikan beras kepada yang
berhak, masalah mau mereka bawa kemana itu terserah mereka.
Mereka sudah terima, sudah teken tanda terima, masalah mau
digunakan kemana terserah” (Wawancara, 12 Mei 2017).

Bantuan Rastra sudah disalurkan kepada keluarga miskin
sesuai prosedur, sesuai nama yang tertera didaftar penerima
bantuan Rastra, yakni memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Tetapi karena di semua desa di Muara Batu ada banyak keluarga
miskin tidak terdaftar sehingga tidak mendapatkan bantuan, maka
warga desa yag mendapat Rastra menyumbang untuk keluarga
miskin yang tidak dapat Rastra. Menurut kepala desa, ini tidak
menyalahi prosesur, yang penting beras sudah kita salurkan
berdasarkan daftar penerima, soal penerima mau menyumbang atau

Universitas Malikussaleh 55




Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin

menjualnya, kita tidak mungkin mengontrol sampai kesitu, itu hak
mereka.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masuk dalam salah satu
bantuan sosial untuk keluarga miskin yang tidak memiliki rumah
layak. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Aceh
Utara menjadi programnya Pemerintah Propinsi Aceh melalui dana
Otsus. Sedangkan rehap rumah tidak layak huni dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh
Utara.

Untuk tahun 2016, rehab rumah tidak layak huni di Kecamatan
Muara Batu dengan anggaran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) per unit dilakukan di Desa Dakuta 1 (satu) unit atas nama
Iskandar Abdurrahman dan di Desa Meunasah Drang 3 (tiga) unit
masing-masing atas nama Isra Muhammad, Muslem I[brahim dan
Aisyah. Menurut pantauan penulis dan menurut Kepala Desa
Gampong Meunasah Drang yang juga Ketua Asosiasi Geusyik
Kecamatan Muara Batu, rehab rumah tidak layak huni diberikan
kepada yang tidak berhak. Ada keluarga miskin lain yang lebih
berhak mendapatkan biaya rehap rumah tetapi tidak diberikan.

Salah satu dari 3 (tiga) unit rumah yang diberikan untuk
keluarga miskin di Desa Meunasah Drang bisa ditolelir karena dia
cacat walau dia tidak masuk dalam keluarga miskin, tetapi ada 1
(satu) unit rumah atas nama Muslem Ibrahim tidak layak dapat
bantuan rehab rumah karena tidak masuk dalam keluarga miskin,
masih terlalu muda serta ada keluarga miskin lain di Desa Meunasah
Dranng yang lebih miskin dari dia serta memiliki anak banyak.

Kasus lain dalam bantuan rumah rehap ini, peraturannya,
sesuai Permendagri dan Peraturan Bupati Aceh Utara, pengajuan
proposal bantuan sosial harus mengetahui kepala desa setempat,
tetapi bantuan rehap rumah untuk Desa Meunasah Drang baru
diminta tandatangan Kkepala desa setelah bantuan disalurkan.
Informasi dari salah satu warga Desa Meunasah Drang, bahwa salah
satu rumah yang direhap itu tidak layak karena yang bersangkutan
tidak memiliki rumah sebelumnya, bagaimana mau direhap.

Salah satu yayasan penerima bantuan sosial di Kecamatan
Muara Batu adalah Yayasan Dayah Darul Ihsan. Dayah ini tahun 2016
mendapat bantuan sebesar Rp. 118.028.000,- (seratus delapan belas
juta dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan tentang penggunakan
dana sebagaimana penjelasan Kepala Desa Ulee Madon, A Thaleb:
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“Kalau disitu kebanyakan dipakai buat keperluan siswa, membeli
buku dan segala macam, semuanya dipakai untuk anak-anak. Karena
anak-anak tinggal di asrama, jadi semua biaya yang dibantu oleh
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dimanfaatkan untuk kebutuhan
anak-anak, anak SMP atau anak SMA, semua tinggal di Dayah Darul
Ihsan...” (Wawancara, 12 Mei 2017).

Peningkatan peran dan alih tanggungjawab dalam
implementasi kebijakan Bansos dipengaruhi oleh kondisi-kondisi
internal dan eksternal Pemkab Aceh Utara sebagai fokus tempat
terselenggaranya Bansos. Keberhasilan pemerataan Bansos
dipengaruihi oleh optimalisasi, strategi dan sinergi dari Pemkab Aceh
Utara terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi serta dukungan
dana yang memadai, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah
Aceh.

Kebijakan tentang pemberian Bansos bagi keluarga miskin di
Kecamatan Muara Batu juga mengalami kendala di lapangan,
khususnya pada masyarakat penerima bantuan, ini penjelasan Kabid
Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan jaminan Sosial Dinsos Aceh Utara,
Ibu Resi tentang hal ini:

“Dilihat dari kebijakan pemerintah tentang bantuan sosial di
kabupaten, kita juga memiliki 27 kecamatan, dimana di dalam 27
kecamatan itu, ada satu lokasi adat terpencil, dan ada satu lokasi yang
akan kita usulkan menjadi calon daerah komunitas adat terpencil.
Nah, calon kedua ini juga lokasinya di Kecamatan Nisam Antara,
Gampong Alue Dua Dusun Jabal Antara. Nah, kendala yang dihadapi
dalam pemberian bantuan sosial khususnya Dinas Sosial yang
menangani langsung kepada keluarga miskin adalah tahapan atau
proses pemberian bantuan kepada keluarga miskin. Dimana mengacu
pada peraturan dimana masyarakat diwajibkan membuat proposal
kepada kepala daerah” (Wawancara 17 Mei 2012).

Wilayah Aceh Utara sangat luas, ada 27 kecamatan dan
sebahagian dari kecamatan-kecamatan itu terletak di daerah
terpencil seperti Nisam Antara, Geureudong Pase, Pirak Timu,
Langkahan, Sawang dan lain-lain, maka masyarakat pedalaman ini
kesulitan untuk membuat proposal dan mengantarnya ke Kantor
Bupati Aceh Utara atau ke dinas teknis terkait karena mereka
umumnya berpendidikan rendah dan tidak memiliki penghasilan
yang cukup, ini penjelasan Kabid. Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan
Jaminan Sosial, Ibu Resi tentang hal Ini:

Universitas Malikussaleh 57




Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin

“... bagi masyarakat miskin untuk membuat proposal kepada kepala
daerah, untuk mendapatkan bantuan sosial secara fakta dan
berdasarkan data miskin yang kami lihat secara langsung dilapangan
masih banyak masyarakat miskin belum tersentuh bantuan
disebabkan karena keluarga miskin rata-rata berpendidikan rendah,
sehingga tidak bisa membuat proposal, dan tidak ada biaya untuk
mengurus proposal, serta tidak ada alat transportasi untuk
mengantarkan proposal kepada kepala daerah. Seperti yang tadi saya
sampaikan juga, bahwa di Aceh Utara, ada daerah yang sangat
terpencil, yang tidak mungkin terjangkau apalagi keluarga miskin.
Dalam rangka membuat proposal, yang pertama tidak ada biaya,
apalagi mengantar proposal sampai ke tingkat kabupaten. Ini juga
menjadi kendala, karena belum semua keluarga miskin bisa
memenuhi aturan yang diatur oleh pemerintah ..” (Wawancara, 17
Mei 2017).

Hal ini tidak langsung bisa berjalan seperti apa yang
diharapkan dan semudah yang dibayangkan karena akan terkait
dengan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan individu,
kepemimpinan daerah dan repon penerima manfaat Bansos. Ketidak
mudahan tersebut muncul berdasarkan faktor-faktot yang berasal
dari kebijkan itu sendiri dan bertambah besar akibat pengaruh faktor
dari lingkungan luar kebijakan. Faktor-faktor yang berasal dari
kebijakan itu sendiri adalah ketidak mampuan kebijakan dalam
menstrukturkan secara tepat proses implementasi antara lain:

1. Adanya ketidak jelasan dan inkonsistensi dalam menetapkan
prosedur teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional
kebijakan.

Tidak tepatnya pengalokasian dan pemanfaatan sumberdaya;
Longgarnya keterpaduan hirarki antar lembaga pelaksana;
Tidak tepatnya rekrutmen pejabat pelaksana

Adanya akses formal pihak luar.

vk Wi

Ketika penulis melakukan observasi ke Dayah Darul Ihsan,
penulis menanyakan apakah dayah ini mendapatkan Bansos dari
Pemkab Aceh Utara, bantuannya rutin atau tidak, bantuannya
digunakan untuk apa dan murid-murid yang belajar di Dayah Darul
Thsan berasal dari mana saja? Apakah murid disini cuma bersekolah,
atau belajar mengaji saja? Ketua yayasan, Tgk. H. Anwar mengatakan:

...... yayasan ini terpadu, ada sekolah dan ada pengajian-pengajian,
jadi kalau soal bantuan ada, bantuan untuk panti rutin, dari bupati 3
bulan sekali, per triwulan, itu untuk konsumsisiswa, dan kalau buku
juga ada, itu dari dana BOS dari sekolah. Siswa kita ini ada yang
berasal dari dalam kabupaten dan dari luar Kabupaten Aceh Utara.
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bantuan dari pemerintah kabupaten sejak tahun 2003 sampai
sekarang rutin, itu untuk konsumsi siswa, digunakan untuk biaya
makan. Bantuan untuk bangunan sekolah, dulu ada, dari pemerintah
kabupaten, Pemerintah Aceh Utara, sekarang untuk bangunan tidak
ada lagi bantuan...” (Wawancara, 13 Mei 2017) .

Ketika penulis menanyakan apakah ada usaha dari yayasan
untuk mencari dana tambahan untuk pembangunan gedung, Ketua
Yayasan, Tgk H. Anwar mengatakan:

“.. Ada. Diusahakan untuk bangunan lagi, bangunan fisik karena
bangunan fisik belum cukup, sedang kita usahakan. Murid sekarang
keseluruhan 120 orang, SMP dan SMA...” (Wawancara, 13 Mei 2017).

Bantuan dari Pemkab Aceh Utara sejak tahun 2013 rutin
diberikan sesuai kemampuan pemerintah. Yayasan Darul [hsan
sebagai yayasan yang mengelola dayah terpadu, dimana di Darul
Ihsan ini santrinya belajar pendidikan umum dan mengaji. Pagi
sampai siang, santri disini belajar pendidikan umum dibawah
naungan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Darul Thsan dan
Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Darul [hsan sedangkan sore
dan malam hari, santri disini mengaji.

Beasiswa ini diberikan untuk anak dari keluarga miskin,
beasiswa diberikan untuk menyelesaikan tugas akhir seperti skripsi,
tesis, dan disertasi. Beasiswa ini hanya diberikan sekali selama
menjadi mahasiswa dalam satu strata. Pemerintah Kabupaten Aceh
Utara tidak memberikan beasiswa per bulan, baik untuk siswa
maupun mahasiswa.

Beasiswa miskin ini, permohonannya ditujukan kepada Bupati
Aceh Utara c.q Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) yang
beralamat di Jalan Samudera Lhokseumawe serta harus disertakan
Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari
kepala desa tempat mahasiswa bersangkutan berdomisili. Kelayakan
untuk mendapatkan beasiswa baik untuk skripsi, tesis ataupun
disertasi ini, diverifikasi oleh staf MPD ke kampus tempat mahasiswa
tersebut belajar.

Ketika peneliti menanyakan tentang apakah ada Bansos yang
berbentuk beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa yang berdomisili
di Kecamatan Muara Batu, Kabid. Anggaran BPKD Aceh Utara
mengatakan:

”... tetapi kalau bantuan beasiswa itu ada kriterianya, khusus bagi
mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis dan
disertasi. Bantuan hanya diberikan sekali per jenjang. Misalnya S1, S2,
S3, masing-masing diberikan sekali. Kalau bulanan tidak ada. Bantuan
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per tahun ada tetapi khusus untuk anak SMP dan SMA, kalau di Muara
Batu diberikan untuk Yayasan Darul Ihsan Ulee Madon. ..”
(Wawancara, 8/5/2017)

Disabilitas (cacat) adalah penduduk yang harus disantuni oleh
negara, baik melalui panti asuhan yang terorganisir maupun
langsung diberikan ke pribadi disabilitas dimaksud. Bagi warga Aceh
Utara yang menderita disabilitas, ini menjadi tanggungjawab negara
melalui Pemkab Aceh Utara untuk memeliharanya sesuai amanat
undang-undang. Namun disabilitas yang disantuni oleh Pemkab Aceh
utara melalui Dinsos Aceh Utara adalah disabilitas yang miskin,
sedangkan disabilitas yang berasal dari keluarga mampu, tidak
disantuni.

Rata-rata disabilitas di Aceh Utara berasal dari keluarga tidak
mampu. Salah satu disabilitas yang disantuni rutin oleh Dinsos Aceh
Utara adalah mantan penderita kusta, mereka mendapat Jatah Hidup
(Jadup) setiap bulannya dari pemkab Aceh Utara walau tidak dibayar
rutin setiap bulan, biasanya dibayar 3 bulan sekali. Disabilitas juga
ada 2 jenis, pertama, disabilitas sejak lahir, dan kedua, diabilitas
akibat kecelakaan.

Ketika penulis menanyakan apakah ada Bansos untuk
disabilitas dan mahasiswa, berikut jawaban Kabid. Anggaran BPKD
Aceh Utara:

“... Kalau untuk orang yang beresiko sosial itu orang miskin, kemudian
orang yang secara ekonominya sangat lemah, orang cacat. Cacat juga
miskin, walaupun ada orang cacat tidak miskin. Orang cacat yang
tidak miskin tidak akan diberikan bantuan. Tetapi pada umumnya
orang cacat itu miskin. Bantuan sosial untuk rumah dhuafa, Bantuan
sosial bagi mahasisswa yang sedang menempuh kuliah, penyelesaian
tugas akhir, itu Bansos. Yang bukan untuk orang miskin itu bukan
Bantuan sosial namanya tetapi hibah, itu bedanya. Dan bantuan sosial
itu, yang menerimanya perorangan. Perorangan mahasiswanya,
perorangan rumah dhuafanya, makanya harus ditulis nama dan
alamat. Ada juga bantuan sosial untuk panti. Ini yang kelompok, tidak
mungkin kita mencantumkan nama semua santri. Kita minta
dituliskan nama penghuni panti saja. Penerimanya diwakili pimpinan
panti...” (Wawancara, 8/5/2017).

Di Aceh Utara, disabilitas sebagai akibat dari kusta menetap di
2 (dua) tempat yang terorganisir, masing-masing di Desa Matang
Silimeng Kecamatan Samudera dan di Desa Kuala Keureuto Barat
Kecamatan Tanah Pasir disamping disabilitas lain yang berbaur
bersama masyarakat umum. Mantan penderita kusta dari 2 (dua)
desa inilah yang rutin mendapat bantuan, walau yang terlihat secara
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fisik orang cacat dikedua desa ini hanyalah 18 (delapan belas) orang,
namun jadup juga diberikan untuk mantan penderita yang tidak
cacat.

4.1.4 Kehidupan Sosial Keluarga Miskin

Dalam sebuah lingkungan belajar, terutama murid yang lebih
kecil yang berasal dari keluarga miskin, kebutuhan dasar mereka
seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow dalam hirarki
kebutuhan Maslow, kebutuhan ini beralih ke kemiskinan pada
umumnya, yaitu efek Matthew. Perdebatan yang berhubungan dalam
keadaan capital manusia dan capital individu seseorang cenderung
untuk memfokuskan kepada akses capital instructional dan capital
social yang tersedia hanya bagi mereka yang terdidik dalam sistem
formal.

Saat penulis mewawancarai Kabid Sosbud Bappeda Aceh Utara,
penulis menanyakan ada tidak perbedaan bantuan untuk orang
miskin sama masyarakat umum, saat mereka mengajukan
permohonan bantuan? Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Aceh
Utara, Ibu Inong Sofyarini mengatakan:

«

Dibedakan, bantuan untuk masyarakat umum yang bukan
masyarakat miskin, itu sifatnya hibah. Bantuan yang bersifat hibah
itu, juga punya syarat, hibah itu juga harus punya dampak, walau non
profit. Kalau Bansos pasti untuk masyarakat miskin yang tidak
mampu. Punya syarat juga. Hibah, diberikan untuk masyarakat yang
bisa menimbulkan gejolak sosial jika tidak diberikan bantuan. Yang
akan menimbulkan gejolak besar kalau tidak dibantu tetapi dia bukan
orang miskin cuma kalau kita tidak membantu akan menimbulkan
gejolak sosial ...” (Wawancara, 4 Mei 2017).

[stilah sosial mencakup bidang ekonomi, pendidikan,
kesehatan, politik, hukum, budaya atau pertanian. Sehubungan
dengan kebijakan tentang bantuan sosial, Kabupaten Aceh Utara
mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Anggaran BPKD Aceh
Utara, Nazar Hidayat:

“.. Peraturan dasarnya itu Bansos di Permendagri Nomor 32 tahun
2011, kemudian Permendagri Nomor 39 tahun 2012, kalau di
kabupaten ada yang namanya Perbup. Yang tidak diatur di
Permendagri diatur di Perbub, itu diatur di tingkat kabupaten, diatur
secara teknis dengan lebih detil, Perbup Nomor 20 tahun 2012
tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari
APBD Aceh Utara. Jadi dasar hukum itu ada dan didaftarkan di
operasional pemerintah daerah. ...” (Wawancara, 8 Mei 2017).
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Tujuan diberikan Bansos untuk memutus mata rantai
kemiskinan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat
penerima manfaat, apabila dengan Bansos masyarakat penerima
manfaat belum mampu meningkatkan kesejahteraannya, maka
harus dikaji ulang faktor yang menyebabkan kegagalan. Pelaksana
belum mampu mengelola bantuan dengan baik, uang maupun
barang, misalnya kemampuan SDM yang masih kurang dan
kemampuan manajemen yang kurang baik. Sedangkan tentang
kendala yang dihadapi dilapangan disampaikan Pendamping Kube
Perkotaan, Husaini, Psi sebagai berikut:

“Rastra yang seharusnya diberikan hanya kepada masyarakat
penerima manfaat yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera dalam
setiap gampong, Pemkab Aceh Utara telah menyalurkan sesuai
kebutuhan dan tepat sasaran sesuai kebijakan, namun pemerintah
gampong terpaksa menyalurkan Rastra kepada seluruh masyarakat
miskin  dalam gampong tersebut dikarenakan masih banyak
masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan, berdasarkan
hasil musyawarah bersama masyarakat maka Rastra tersebut dibagi
sama rata kepada seluruh masyarakat miskin oleh pemerintah
gampong. Kebijakan ini harus diambil untuk mengurangi konflik
sosial dimasyarakat. Kondisi seperti ini tidak akan pernah mengubah
masyarakat sehingga kemiskinan tetap ada sepanjang masa”
(Wawancara, 3 Mei 2017).

Pemberian Bansos oleh pemerintah pusat ke Kecamatan Muara
Batu dalam tahun 2016 lebih banyak dari bantuan yang diterima
keluarga miskin di Muara Batu pada tahun 2015, belum tentu orang
miskin di Kecamatan Muara Batu bertambah. Karena data dari
Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2016 di Kecamatan
Muara Batu Kabupaten Aceh Utara ada sebanyak 1.672 KK, tetapi
bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH) hanya disalurkan
untuk 325 Kepala Keluarga (KK) sedangkan tahun 2017 meningkat
penerima bantuan Program PKH menjadi 635 Keluarga Penerima
Manfaat (KPM), ini tetap belum terpenuhi seratus persen seperti
disampaikan Kadid. Anggaran BPKD bahwa jika keluarga miskin di
Muara Batu ada 1.672 Kepala Keluarga, tidak mungkin kita kasih
makan kurang dari itu.
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Tabel 4.1
Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Muara Batu
tahun 2016
No Desa/ Kelurahan Jumlah Keluarga Sangat Miskin
1 | Mane Tunong 30 KK
2 Pante Gurah 2 KK
3 Keude Mane 3 KK
4 | Tanoh Anoe 9 KK
5 Cot Seurani 4 KK
6 | Meunasah Lhok 1 KK
7 | Meunasah Baro 12 KK
8 | Meunasah Drang 27 KK
9 Dakuta 10 KK
10 | Cot Trueng 16 KK
11 | Meunasah Aron 38 KK
12 | Ulee Madon 8 KK
13 | Keude Bungkah 36 KK
14 | Kambam 6 KK
15 | Reuleut Timu 7 KK
16 | Reuleut Barat 13 KK
17 | Paloh Awe 9 KK
18 | Pinto Makmur 25 KK
19 | Panigah 4 KK
20 | Paloh Raya 17 KK
21 | Tumpok Beurandang 12 KK
22 | Meunasah Pinto 20 KK
23 | Kuala Dua 18 KK
Jumlah 325 KK

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Utara,
2016

Menurut Kabid Anggaran Kantor Bupati Aceh Utara, Bansos
yang beresiko sosial harus diberikan 100 %, tidak boleh diberikan
bertahap, berikut penjelasan Kabid. BPKD Aceh Utara, Nazar Hidayat,
SE., MA:

“Atau bisa jadi kriterianya yang sudah berubah, mungkin kriteria
standar miskin sudah diturunkan sehingga jumlah orang miskin
berambah. Jumlah orang miskin di Aceh Utara sudah berubah,
bertambah, karena kalau orang miskin banyak lalu diberikan secara
bertahap, rasanya tidak logis menurut saya. Misalnya, orang miskin
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20.000 orang, kita kasih 15.000 orang dulu, berartikan standarnya
yang membuat itu, memodifikasi orang miskin kan dengan standar.
Apakah standar yang digunakan BPS, karena secara data, itu BPS yang
data resmi. Saya tidak begitu paham, mengapa jumlah penerima
Raskin bertambah dibanding tahun lalu. Apakah standar miskin
sudah diturunkan sehingga bertambah org miskin? atau berubah
standar miskin karena kemiskinan struktural, kenaikan inflasi atau
kebijakan pemerintah pusat, jadi kemiskinan bertambah”
(Wawancara, 8 Mei 2017).

Data dari Dinas Sosial, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian

serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang menyatakan
bahwa sudah sangat banyak bantuan sosial yang disalurkan oleh
Pemkab Aceh Utara untuk keluarga miskin Muara Batu tetapi
buktinya, keluarga miskin lebih dari 1.672 KK. Sepertinya tidak ada
penurunan angka kemiskinan di Muara Batu walau secara umum
untuk tingkat Kabupaten Aceh Utara pemerintah mengaku, jumlah
orang miskin di Aceh Utara sudah berkurang, menanggapi hal ini
Pendamping Kube Perkotaan, Husaini, S.Psi mengatakan:
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“Pengentasan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama baik
pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan,
pemerintah gampong, yang penting adalah keinginan masyarakat itu
sendiri untuk berusaha sendiri. Masyarakat Muara Batu mayoritas
adalah petani miskin, sebahagian adalah nelayan miskin. Sebahagian
dari mereka telah menerima Bansos dari Pemkab yang disalurkan
oleh dinas terkait. Saya sering berbicara dengan mereka dan
melihat langsung kenyataan dilapangan, pola pikir masyarakat
mengenai Bansos masih negatif. Saya katakan negatif karena mereka
berpikir bahwa Bansos dikasih percuma dan tidak perlu
pertanggungjawaban, saya tidak heran bila melihat penerima
bantuan sosial langsung menjual bantuan yang diterima kepada
pihak lain dengan harga yang sangat murah. Hal ini yang
menyebabkan kemiskinan di Muara Batu masih sangat tinggi padahal
Muara Batu termasuk kecamatan perkotaan, dalam arti lain
kemiskinan dalam perkotaan. Saya yakin angka kemiskinan yang
bapak katakan tadi 1.672 KK masih ada kemungkinan bertambah”
(Wawancara, 3 Mei 2017).
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Tabel 4.2
Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Muara Batu Yang
Belum Mendapat Bantuan Program PKH tahun 2016

No Desa/ Kelurahan Jumlah Keluarga Sangat Miskin
1 | Mane Tunong 91 KK
2 Pante Gurah 57 KK
3 Keude Mane 39 KK
4 | Tanoh Anoe 48 KK
5 | Cot Seurani 52 KK
6 | Meunasah Lhok 40 KK
7 | Meunasah Baro 59 KK
8 | Meunasah Drang 85 KK
9 | Dakuta 78 KK
10 | Cot Trueng 72 KK
11 | Meunasah Aron 73 KK
12 | Ulee Madon 98 KK
13 | Keude Bungkah 81 KK
14 | Kambam 45 KK
15 | Reuleut Timu 42 KK
16 | Reuleut Barat 78 KK
17 | Paloh Awe 46 KK
18 | Pinto Makmur 77 KK
19 | Panigah 48 KK
20 | Paloh Raya 60 KK
21 | Tumpok Beurandang 60 KK
22 | Teupin Banja 71 KK
23 | Meunasah Pinto 53 KK
24 | Kuala Dua 63 KK

Jumlah 1.516 KK

Sumber: Program Keluarga Harapan (PKH) Muara Batu, 2016

Pemerintah Aceh Utara bisa dipastikan memberikan Raskin
kepada semua keluarga sangat miskin. Kalau orang miskin di Aceh
Utara 23.561Kepala Keluarga langsung diberikan bantuan untuk
23.561Kepala Keluarga, Dalam arti 100%?, tidak ada istilah
disalurkan secara bertahap atau setengah duly, ini penjelasan Kabid.
Anggaran BPKD Aceh Utara, Nazar Hidayat, SE., MA tentang Beras Pra
Sejahtera (Rastra):

“Kalau yang saya lihat, yang dapat bantuan sosial semua ini di Raskin,

sudah pasti karena lebih global. Bantuan sosial yang kita cari hari ini,

bukan untuk semua orang miskin. Diberikan rumah dhuafa, tidak
semua dapat, bertahap, itu betul dan itu programnya pemerintah
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propinsi, kebijakan Otsus itu sendiri. Rumah dhuafa menjadi salah
satu prioritas dana Otsus. Jadi kalau ada penerima rumah dhuafa
katakanlah 2.000 orang, itu dicicil bertahap, betul. Tapi kalau orang
miskin 20.000 orang diberi makan setengah dulu, itu tidak mungkin,
Jadi pendekatan yang digunakan sifatnya, diberikan semuanya, tetapi
rumah dhuafa diberikan bertahap. Tapi kalau beasiswa ada
kriterianya, khusus bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas
akhir, kalau bulanan tidak” (Wawancara, 8 Mei 2017).

Data penyaluran Bansos ke Kecamatan Muara Batu tahun 2016

dapat disampaikan seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Belanja Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin di Kecamatan

Muara Batu Kabupaten Aceh Utara

No Nama SKPD UraianKegiatan Nilai
1 | BPKD Belanja Bansos untuk Rp.118.028.000,-
Panti Asuhan Darul
Thsan Ulee Madon
2 | Dinas Sosial Rehab Rumah Tidak Rp. 15.000.000,-
Layak Huni an. Nasrul
M Adam Desa Dakuta
3 | Dinas Sosial Rehab Rumah Tidak Rp. 45.000.000,-
Layak Huni an. Aisyah,
Muslem dan Isra Desa
Meunasah Drang
4 | Badan Belanja Harga Tebus Rp.494.496.000,-
Pemberdayaan Beras Rastra untuk
Masyarakat dan Keluarga Miskin
Keluarga Sejahtera
5 | Dinas Kelautan dan | Pengadaan Alat Rp.191.000.000,-
Perikanan Tangkap Jaring Insang
Desa Meunasah Drang
dan Meunasah Lhok

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara, 2016

Dimanapun di dunia ini, orang miskin selalu ada, sulit

menghapus kemiskinan, kemiskinan hanya bisa dikurangi. Hampir
disemua negara terdapat orang miskin walau tingkat kemiskinannya
tidak sama, misalnya orang miskin di Kuwait hampir sama dengan
orang kaya di Aceh. Menurut Thoha (1992):
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“Penyebab atau hambatan kesiapan masyarakat dalam menerima
perubahan ada tiga macam yaitu:

1) Hambatan internal, yaitu hambatan dari diri masyarakat itu
sendiri, atau sering disebut juga budaya (culture);

2) Hambatan eksternal, hambatan ini disebabkan oleh pemerintah
atau birokrasi;

3) Rendahnya kesadaran, pendidikan rendah dan kurang informasi”.

Bansos yang pernah diusulkan oleh masyarakat Desa Ulee
Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara kepada
Pemkab Aceh Utara sangat banyak, namun realisasi sangat kurang,
dalam tahun 2016 hanya ada satu bantuan rumah layak huni dan
bantuan rutin ke Yayasan Pendidikan Terpadu Darul Ihsan Desa Ulee
Madon. Berikut penjelasan A Thaleb, S.Pd:

“Saya kira banyak yang diajukan oleh masyarakat terutama masalah
Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan juga Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) atau rumah untuk kaum dhuafa. Setelah itu, proposal tentang
ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan ada juga yang
diajukan bantuan sosial ternak sapi. Ada juga pengajuan untuk
pembibitan benur udang yaitu haisyeri, walaupun sampai sekarang
saya tidak tahu apakah ada realisasi atau tidak?. Itu contoh-contoh
proposal yang pernah saya tandatangani yang diajukan ke pihak
kabupaten ataupun ke pihak propinsi. Proposal tentang itulah yang
paling banyak. Rumah untuk kaum dhuafa, Rumah Tidak Layak Huni,
setelah itu pemberdayaan ekonomi, Kelompok Usaha Bersama,
pembibitan benur udang atau haisyeri, dan juga proposal dibidang
peternakan, seperti sapi. Kalau tahun 2016 yang ada realisasinya
hanya satu, yaitu Rumah Tidak Layah Huni (RTLH), langsung dibuat
rumah atas nama Iskandar Arahman, Dusun Tgk Baden, itu cuma satu,
kalau yang lain tidak ada” (Wawancara, 12 Mei 2017).

Menurut salah seorang Ketua Kelompok Kube Menjahit Ella
Silvia di Desa Dakuta, Nursiah (2016) kelompok mereka sudah
membuat proposal sesuai prosedur, sudah melengkapi semua
persyaratan tetapi bantuan tidak kunjung mereka terima. Ini sejalan
dengan apa yang disampaikan Kepala Desa Pante Gurah, Romy H.
Baharuddin dalam wawancara dengan penulis, saat penulis
melakukan observasi ke lapangan, bahwa dalam tahun 2016 tidak
ada satupun Bansos yang diterima oleh keluarga miskin di Desa
Pante Gurah. “Bantuan terakhir diterima Pante Gurah adalah tahun
2014 dengan jenis bantuan ternak sapi. Ternak inipun tidak jelas lagi,
masih ada atau tidak, harus saya cek dulu” demikian kataRomy H
Baharuddin.
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Tabel 4.4

Kelompok KUBE Muara Batu yang pernah Mengajukan Modal
Usaha Bantuan Sosial

No | Nama Kelompok Nama Desa Kegiatan
1 | Harapan Maju Paloh Awe Batu Bata
2 | Sukma Melati Pinto Makmur Menjahit
3 | Bungong Jeumpa Cot Trueng Batu Bata
4 | Cahaya Hati Reuleut Barat Batu Bata
5 | Bina Kerajinan Meunasah Pinto | Menjahit
6 | Raudhah Meunasah Aron | Tas Sovenir Aceh
7 | Melati Keude Bungkaih | Menjahit
8 | Ella Silvia Dakuta Menjahit Sovenir
9 | Usaha Baru Meunasah Aron | Tas Sovenir Aceh
10 | Munawarah Meunasah Aron | Menjahit

Sumber: Kantor Camat Muara Batu, 2016

Sepengetahuan Kepala Desa Ule Madon, Dayah Darul Ikhsan
yang masuk dalam wilayah Desa Ulee Madon, mendapat bantuan
setiap tahun, yang diberikan rutin oleh Pemkab Aceh Utara, tetapi
kata Kepala Desa, beliau tidak menandatangani pengajuan proposal.
Padahal menurut Pimpinan Yayasan Darul Ikhsan, pengajuan
proposal mengetahui kepala desa dan camat. Berikut penjelasan
Kepala Desa Ulee Madon, A Thaleb:

“Kalau tandatangan pengajuan proposal tidak ada, yang ada cuma
jumlah siswa, karena tidak ada laporan, apakah realisasinya ada atau
tidak, tidak pernah ada laporan untuk geuchik. Masyarakat lain, yang
pernah mengajukan dan mendapat bantuan, ada laporan. Misalnya
Iskandar melaporkan ke saya bahwa proposal yang diajukan
sebelumnya sudah ada realisaasinya. Kalau Dayah Darul Ikhsan tidak
ada laporan, berapa biaya yang diterima dari Pemkab Aceh Utara,
tidak ada laporan” (Wawancara, 12 Mei 2017).

Kebijakan berbeda dengan hukum dan peraturan walaupun
kebijakan juga mengatur tentang apa yang boleh dan apa yang tidak
boleh dilakukan. Werner Jann dan Kai Wegrich dalam Frank Fischer
(2015) mengatakan:

“Ada perbedaan antara perumusan (alternatif tindakan) dan adopsi
terakhir (keputusan resmi untuk melaksanakan keputusan). Karena
kebijakan tidak akan selalu diformalkan menjadi program yang
terpisah dan pemisahan yang jelas antara perumusan dan
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pengambilan keputusan sering kali tidak mungkin, diperlakukannya
sebagai sub tahap dalam tahap tunggal siklus kebijakan”.

Bantuan sosial tidak boleh diberikan secara terus-menerus
kepada penerima yang sama, hibah juga tidak boleh, tetapi bantuan
untuk korban bencana alam, misalnya banjir, kebakaran, angin topan,
itu boleh diberikan secara terus-menerus. Sesuai dengan penjelasan
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Aceh Utara, Inong Sofyarini:

“... itu yang beda, memang harus dapat bantuan secara terus menerus,
memang itu sudah tugas kita memberikan bantuan karena mereka
ditimpa bencana. Itu bukan lagi hibah Bansos namanyatetapi sudah
kategori darurat, ini yang membuat beda. ..” (Wawancara, 4 Mei
2017).

Bansos sudah lama diberikan kepada warga miskin di
Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tetapi tidak ada
perubahan tentang kehidupan sosial dan ekonomi keluarga miskin
disana, apalagi perubahan yang signifikan dari masyarakat miskin
ini, dalam arti, tidak meminta-minta lagi kepada pemerintah
kabupaten maupun ke pemerintah propinsi Aceh. Menanggapi situasi
sosial ini, Inong Sofyarini mengatakan:

“Saya pikir ini sebenarnya bukan hanya watak kita Aceh Utara, bukan
watak kita orang Aceh, tetapi saya lihat Indonesia umumnya memang
begitu. Kalau memang sudah kita bantu, target kita seharusnya
memang dia itu lepas, tidak minta bantuan lagi. Makanya tidak
diberikan berturut-turut, maksudnya tahun depan dia sudah selesai,
tahun depan kita tidak memikirkan dia lagi. Tetapi pada
kenyataannya sekarang beda, pada saat kita memberikan bantuan
sosial, misalnya bantuan untuk modal usaha. Tetapi kenyataannya
itulah, karena tadi ini masih berpikir ini sudah dikasih, jadi saya mau
ngapain terserah, nanti, sudah hilang, dijual tetapi itu pengawasannya
masih tetap. Seharusnya dengan banyak pendamping yang ada di
kecamatan-kecamatan selain PKH ada juga TKSK, itu sebenarnya
mereka punya tanggungjawab juga untuk memonitoring. Misalnya
modal usaha Kube-Kube harus ada pengawasan juga, tetapi pada
kenyataannnya tidak ada pengawasan, mungkin ada yang masih
bagus, usahanya jalan, atau bantuannya berfungsi tetapi banyak juga
yang sekedar sudah terima setelah itu dijual. ...”.

Bansos sudah lama diberikan, kehidupan sosial masyarakat
penerima mamfaat tidak berubabh, ini dikemukakan juga oleh Kabid.
Anggaran BPKD Aceh Utara, Nazar Hidayat sebagai berikut:
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“Kalau itu harus kita lihat secara makro, kalau bidang saya memang
tidak masuk ke dalam urusan yang lebih makro, jadi kami disini tidak
pernah membuat evaluasi karena itu bukan tugas kami, ada bidang
tersendiri yang melakukan evaluasi, misalnya di Bappeda yang
melakukan evaluasi dan monitoring. Tetapi kalau berbicara indikator,
berbicara makro sudah berbicara indikator, indikator ekonomi,
indikator pengangguran dan indikator penanggulangan kemiskinan.
Tetapi Indikator yang terakhir saya dapat, penerima Raskin lebih
banyak dari tahun lalu, penerima beras Raskin bertambah, bertambah
dari tahun sebelumnya, berdasarkan Perbup” (Wawancara, 8 Mei
2017).

Di Muara Batu, penulis lihat, bisa dihitung dengan jari yang
tetap ekses dengan bantuan modal usaha yang diberikan pemerintah
kabupaten, ada bantuan begitu dapat langsung dijual. Ini sesuai
dengan penjelasan Kabid. Sosbud Bappeda, Ibu Inong Sofyarini:

«

.. seharusnya dari pengawasan itu, adaevaluasi, kalau ditanya ke
Bappeda, sejauh mana?, kita tidak sampai sejauh itu. Tetapi dari
intansi terkait, kita cari penganggarannya, kalau bantuan barang ke
instansi terkait, kalau bantuan uang di DPKKD. Seharusnya dari
instansi terkait ada pengawasan. Makanya saya bilang, seharusnya
TKSK atau siapa yang terkait supaya mengawasi, tetapi
kenyataannnya sekarang, malah kadang ada oknom-oknum kita
sendiri yang juga bermain disitu, makanya pengawasan tidak
tercapai. Pada saat dikasih bantuan dijual, kita tidak bisa kontrol.
Kalau di Bappeda, kita tidak sampai ke pengontrolan tetapi kita punya
tim monitoring, kita lihat juga, masalah hibah Bansos, Bansos
kemana? Maksudnya, masih ada apa tidak. Nanti kita perdalam, masih
ada apa tidak?, misalnya lembu bantuan masih ada apa tidak?, apa
betul sapi yang ditunjuk itu punya dia? Kita lihat juga masalah hibah
Bansos, kita tidak mungkin mengejar orangnya. Mana coba, kita tidak
tahu apa betul itu lembunya dia?, pokoknya komplek
permasalahannya...” (Wawancara, 4 Mei 2017).

Bappeda menyangsikan, apa betul barang yang ditunjuk saat
dilakukan monitoring itu milik dia, misalnya sapi. Bisa saja sapi
bantuan sudah dijual, saat ada pemeriksaan, penerima menunjukkan
sapi orang lain, apalagi sapi orang lain itu, juga dia yang pelihara,
maka akan mudah sekali ditunjukkan bahwa itu sapi bantuan.
Bappeda tidak mungkin mengejar sampai kesitu. Ini yang
menyebabkan masalah menjadi komplek. Dalam memperkecil
kehilangan bantuan yang sudah disalurkan kepada keluarga miskin,
Pendamping KUBE Perkotaan Muara Batu, Husaini, S.Psi
menyarankan:
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“Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui pemerintah gampong
harus melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah
gampong dalam Kec. Muara Batu sebagai perpanjangan tangan dari
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bisa mengalokasikan dana desa
untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan harus
dilakukan berdasarkan kemampuan masyarakat sehingga mereka
bisa mengembangkan usaha yang akan dijalankan. Misalnya di
Gampong Ulee Madon ada bordir, maka sebaiknya dilakukan
pemberdayaan secara menyeluruh untuk pengembangan usaha
bordir, cara seperti ini akan lebih efektif dan manfaatnya langsung
dirasakan oleh masyarakat luas. Selain itu dukungan dari seluruh
stake holder baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan gampong
sangat dibutuhkan untuk memberikan motivasi bagi seluruh
masyarakat” (Wawancara, 05 Mei 2017).

Berbicara tentang sosialisasi Perbub tentang Bansos ke desa-
desa, dimana Bansos setiap tahun dianggarkan, tentang ini dijelaskan
oleh Kabid. Anggaran BPKD Aceh Utara, Nazar Hidayat sebagai
berikut:

«

Peraturan Bupati sudah disosialisasikan sejak awal, sejak
dikeluarkan peraturan sudah disosialisasikan. Setiap tahun ada
usulan-usulan untuk masyarakat-masyarakat yang beresiko sosial.
Kalau yang beresiko sosial harus diajukan proposal ke Bupati Aceh
Utara melalui Dinas Sosial. Tetapi akhir-akhir ini sosialisasi ke
kecamatan-kecamatan memang tidak dilakukan lagi karena tanpa kita
sosialisasipun camat sudah tahu, sudah ada sosialisasi dari awal
program, apalagi Bansos ini tidak bisa lagi seperti tahun-tahun
sebelumnya, begitu datang proposal, langsung dikasih uangnya.
Sekarang harus dianggarkan dulu, diusulkan pada tahun sebelumnya,
realisasinya tahun berikutnya dan sekarang juga harus ada nama dan
alamat, tidak boleh diganti nama dan alamat saat realisasi..”
(Wawancara, 8 Mei 2017).

4.1.5 Sosialisasi Kebijakan Bansos

Dalam meningkatkan kehidupan sosial keluarga miskin di Aceh
Utara, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Peraturan
Bupati Nomor 11 tahun 2012. Ketika penulis menanyakan tentang
ada tidaknya sosialisasi Peraturan Bupati Aceh Utara ke kecamatan-
kecamatan dan ke desa-desa dalam wilayah Aceh Utara sehingga
masyarakat miskin tahu bagaimana kebijakan tentang pemberian
Bansos, Kabid. Sosbud Bappeda, Inong Sofyarini mengatakan:
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«

. ada, sudah kita sosialisasikan pada saat Musrembang. Saat
Musrembang itu sudah ada perwakilan lengkap dari semua gampong.
Pertemuan di kecamatan itu ada geuchik-geusyik, perwakilan
perempuan, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda. Saat
Musrembang itu sudah kita sosialisasikan Perbub. Perbub memang
tidak kita bagikan kepada semua peserta Musrembang, kalau kita
bagikan Perbub, tidak akan dibaca, tetapi kita sampaikankan poinnya
saja, bahwa kalau memang keluarga miskin ingin mengajukan suatu
proposal yang sifatnya hibah atau Bansos itu kami persilahkan
memenuhi persyaratannya. Misalnya, pertama ada proposal, ada
disposisi dari bupati, lalu nanti dikeluarkan rekomendasi oleh dinas
terkait, setelah diverifikasi dan dievaluasi, akan dikeluarkan
rekomendasi apakah pengaju layak mendapat bantuan sosial atau
tidak. ...” (Wawancara, 4 Mei 2017).

Petunjuk pelaksanaan Bansos di Kabupaten Aceh Utara

mengikuti peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini Permendagri RI.
Selain itu, hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini mengacu
pada Peraturan Bupati Aceh Utara No 11 tahun 2012. Sebagaimana
jawaban Kabid. Anggaran BPKD Aceh Utara, Nazar Hidayat:
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“Peraturan dasarnya itu Bansos di Permendagri Nomor 32 tahun
2011, kemudian peraturan Permendagri Nomor 39 ya kan? Itu tahun
2012, terus di kabupaten ada Perbup, yang tidak diatur disana, diatur
di tingkat kabupaten teknisnya yang lebih detil, Perbup Nomor 20
tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial yang
bersumber dari APBD Aceh Utara, jadi dasar hukum itu ada dan
didaftarkan di operasional pemerintah daerah. Apakah ini artinya
orang miskin bertambah? atau memang orang yang mengaku miskin
yang bertambah, karena penerima beras Raskin adalah indikator yang
valid, yang digunakan BPS sebagai acuan pemberian Raskin (sekarang
Rastra) Beras Pra Sejahtaera. Jadi bertambah itu jumlah penerima
Raskin karena kalau Bansos ini sebenarnya lebih untuk memenuhi
kebutuhan dasar, kalau kita lihat Permendagri, bantuan sosial untuk
orang yang memiliki resiko sosial, untuk memenuhi kebutuhan dasar,
jadi tidak dalam kapasitas menstimulasi dia untuk mengembangkan
usaha, itu tidak mencukupi” (Wawancara, 8 Mei 2017).

“Misalnya, salah satu Bantuan Sosial itu di Raskin, memenuhi
kebutuhan dasar dia, kemudian rumah dhuafanya, tidak yang bersifat
produktif tetapi kebutuhan primer dia. Kebijakan untuk modal usaha
sudah distop, awal-awalnya ada, karena barang kali. Salah satu
bantuan sosial itu di Raskin, ini kebutuhan dasar dia, kebutuhan
primer. Bantuan sosial tidak untuk yang bersifat produktif, karena
kebijakan untuk modal usaha sudah distop, dulu ada, permohonannya
yang sangat banyak tidak mungkin dicover jadi kebijakannya
sekarang sudah distop” (Wawancara, 8 Mei 2017)
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Tentang prosedur pengajuan proposal dan sosialisasi ke
Kecamatan Muara Batu berbeda antara yang disampaikan Kabid
Bansos Bappeda Aceh Utara dan Kabid Anggaran Kantor Bupati Aceh
Utara dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Ulee Madon
Kecamatan Muara Batu. Dalam memberikan bantuan ada Peraturan
Menteri Dalam Negeri dan ada kebijakan kabupaten, misalnya ada
Permendagri?, bagaimana mengajukan proposal dapat bantuan dari
Pemkab, apalagi di Pemerintah Aceh Utara menyediakan Bansos
yang bisa diajukan ke bupati langsung, bisa dapat bantuan cuma-
cuma maximal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Kepada Desa Ulee
Madon, A Thaleb mengatakan:

“Kita tidak pernah dikasih penyuluhan, sosialisasi. Masalah peraturan
menteri segala macam, mungkin rata-rata kepala desa tidak pernah
ada sosialisasi maupun pemberitahuanlah tentang cara mendapatkan
bantuan, mereka yang tahu. Karena rata-rata bantuan ini, apa
namanya, langsung ke pihak tertentu yang bekerja dimana, diinstansi
pemerintahlah, mereka yang memberitahukan kepada pribadi-
pribadi masing-masing, bahwa Pemkab sekarang sedang menerima
proposal, tidak melalui geuchik. Karena segala bantuan serba
tertutup, sebelum dapat bantuan, baik sama Pak geusyik setelah
dapat bantuan, tidak mau berjumpa lagi sama Pak geusyik, mungkin
dia kira kita mau minta, padahal kita cuma mau tahu saja, seharusnya
diberitahukan kepada Pak geusyik, bahwa sudah dapat bantuan.
Malah kita bersyukur karena mengurangi beban, mengurangi
kemiskinan. Rata-rata kita tidak pernah tahu pernah dibantu atau
tidak” (Wawancara, 12 Mei 2017).

4.1.6 Proses Perumusan Kebijakan Bansos

Proses merupakan serangkaian tahap kegiatan mulai dari
menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan(Soewarno
Handayaningrat,2007:21). Sedangkan menurut JS. Badudu dan Sutan
M. Zain (1996;1092) dalam kamus Bahasa Indonesia, “Proses adalah
jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan
tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan”. Dapat
disimpulkan bahwa proses merupakan suatu aktivitas kegiatan dari
awal sampai akhir atau masih berjalan yang memberikan nafas bagi
organisasi sampai dengan tercapainya tujuan.

Pengertian bantuan sosial dapat dibaca di dalam Permendagri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana dirubah
dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 1 angka 15
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sebagai berikut: “Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

Menurut Charles O. Jones dalam Winarno (2014): “Istilah
kebijakan (police term) sudah digunakan dalam praktek sehari-hari
namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan
yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan
(goals), program, keputusan (decisions), standard, proposal dan
grand design. Sebagai penjelasan dari pendapat Jones ini, Winarno
(2014) mengatakan: “Kebijakan publik mungkin kelihatannya sedikit
abstrak atau dapat dipandang sebagai sesuatu yang terjadi terhadap
seseorang. Namun pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara
mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-
hari”.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara yang diwakili
oleh Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) tentang proses perumusan kebijakan pemberian
Bansos bagi keluarga miskin di tingkat Kabupaten Aceh Utara, Ibu
Inong Sofyarini mengatakan:

“Sebenarnya kalau bicara kebijakan, kita tetap ada regulasi, tetap
memegang regulasi kan?, karena apa, Permen. Dulu pernah ada surat
edaran tentang bantuan hibah Bansos, itu tidak ada yang namanya
kebijakan, artinya tetap aturan, tetap dari proposal dulu, setelah
proposal nanti ada disposisi dari Pak Bupati, terus dibuat
rekomendasi oleh dinas terkait kalau memang layak, setelah
Kklarifikasi baru ada nanti pertimbangan dari TAPD. Kalau kebijakan,
kita tidak berani untuk mengeluarkan suatu kebijakan, tetap
prosesnya, itu aturan. Nah, mungkin nanti pertanyaannya bisa
berkembang, ada yang akan saya jelaskan lagi, bagaimana, apa,
jawabannya bisa berkembang lagi, mungkin dari pertanyaan akan ada
pertanyaan lanjutan. Tetapi khusus tentang kebijakan, tidak ada”
(Wawancara, 4 Mei 2017).

Menurut James Anderson, Kebijakan merupakan arah tindakan
yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau
sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.
Kebijakan (policy) digunakan untuk menunjuk perilaku seorang
aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu
lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang
kegiatan tertentu dan juga akan dibahas hasil penelitian serta
analisis hasil penelitian. Dimana persoalan-persoalan yang dihadapi
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pemerintah sedemikian komplek maka keadaan ini sudah barang
tentu membutuhkan penanganan yang cepat dari pemerintah agar
masalah-masalah yang berat dapat segera diatasi.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara yang
diwakili Kepala Bidang Anggaran, Nazar Hidayat, SE.,, MA tentang
proses perumusan kebijakan Bansos bagi keluarga miskin di Aceh
Utara sebagai berikut:

“... Kalau berbicara proses kebijakan, proses penganggaran, saya akan
bicara dari aspek tugas saya sehari-hari. Proses penganggaran
bantuan sosial kita, berdasarkan Permendagri Nomor 32 yang sudah
dirubah dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2012. Jadi Bantuan
Sosial ada dua, bantuan sosial yang berbentuk uang dan bantuan
sosial yang berbentuk barang, tapi pada prinsipnya sama. Bantuan
sosial diberikan kepada orang yang beresiko sosial, tidak bisa
memenuhi kebutuhan dasarnya. Proses penganggarannya, dimulai
dari proposal diajukan oleh calon penerima. Proposal diajukan ke
bupati, kemudian bupati menunjuk dinas teknis untuk melakukan
klarifikasi ke lapangan, dalam hal ini Dinas Sosial” (Wawancara, 8 Mei
2017).

Secara garis besar, perumusan kebijakan dengan cara:

Pertama, merumuskan kebijakan sosial yaitu mengumpulkan
data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan
mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum
terpenuhi;

Kedua, mengolah, memilah dan memilih data mengenai
masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan
ditransformasikan kedalam laporan yang terorganisasi. Informasi
yang perlu diketahui antara lain, apa penyebab masalah dan apa
kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila
masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan
kelompok mana yang terkena masalah?;

Ketiga, Penginformasian rencana kebijakan, berdasarkan
laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini
kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang
terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan
dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-
lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.

Kebijakan tentang pemberian Bansos untuk keluarga miskin di
Aceh Utara pada umumnya, dan untuk keluarga miskin Muara Batu
pada khususnya tetap sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam
Permendagri No. 39 tahun 2012. Bantuan sosial bisa saja dalam
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bentuk barang, dan umumnya dalam bentuk barang disalurkan oleh
dinas teknis kecuali bantuan khusus tanpa proposal yang diberikan
kepada orang sangat miskin atas perintah bupati dengan biaya
maximal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lanjutan dari bahasan ini,
Nazar Hidayat mengatakan:

“Jadi  hasil Klarifikasi ke lapangan, mereka menerbitkan
merekomendasi, bahwa ini berhak mendapatkan Bansos, sebesar
berapa yang dapat diberikan. Hasil klarifikasi itulah yg disampaikan
ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), kemudian dasar dari
klarifikasi Dinas Sosial, TAPD mempertimbangkan, apakah ini
diberikan bantuan sosial dan berapa dibesarannya, itu prosesnya.
Dasarnya dicantumkan dalam APBD, sekarang harus by name by
adres, harus ada nama dan alamat penerima, tidak bisa lagi dibuat
secara gelondongan. Tetapi ada juga bantuan sosial yang tidak
direncanakan. Bantuan sosial yang tidak direncanakan, itu yang
sangat insidentil sifatnya dalam tahun anggrn berjalan. Nah, yang bisa
mengeluarkan itu adalah perintah bupati. Bansos yang direncanakan
itu, ada nama ada alamat dan yang tidak direncanakan itu
gelondongan, itu tidak boleh lebih besar dari yang direncanakan”
(Wawancara, 8 Mei 2017).

Sehubungan dengan proses perumusan kebijakan tentang

pemberian Bansos bagi masyarakat miskin ditingkat Kabupaten Aceh
Utara, khususnya kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial, Mirodiyatun Resy
Nuridayati mengatakan:
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“Proses perumusan kebijakan pemerintah dalam pemberian Bansos
di Kabupaten Aceh Utara, khususnya Dinas Sosial bahwa dimana
pemberian bantuan sosial diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor 20 tahun 2011 sesuai dengan atau turunan dari Permendagri
Nomor 14 tahun 2016. Perubahan dari Permendagri Nomor 32 tahun
2011, dimana proses penyusunan atau tahapan-tahapan yang diatur
dalam Permen tersebut. Bahwa calon penerima bantuan wajib
mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah. Nah, berdasarkan
hasil permohonan tersebut, Bupati atau Kepala Daerah, calon
penerima bantuan wajib mengajukan permohon atau proposal
kepada kepala daerah. Berdasarkan hasil permohonan tersebut, hasil
disposisi bupati atau kepala daerah ditujukan kepada Dinas Sosial
atau instansi terkait. Dimana khusus keluarga miskin, ditujukan ke
Dinas Sosial terkait dengan kegiatan rehap rumah dan kegiatan
bantuan usaha ekonomi produktif” (Wawancara, 17 Mei 2017).
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Menurut Kabid. Pemberdayaan Sosial, bantuan untuk keluarga
miskin dengan bantuan untuk masyarakat umum tidak dibedakan.
Yang beda hanya dinas teknis yang menyalurkan bantuan. Misalnya
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibuat oleh Dinas Bina Marga dan
Cipta Karya sedangkan bantuan rehap rumah untuk kaun dhuafa
dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Kabid. Pemberdayaan Sosial, Ibu Resi juga
menambahkan:

“Sementara Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) itu
disposisi secara proposal masyarakat yang tertulis ditujukan kepada
Dinas Cipta Karya. Nah, dalam tahapan-tahapan ini, dalam
penyusunan ini, khususnya Dinas Sosial. Hasil disposisi ini, Dinas
Sosial hanya melakukan Klarifikasi di lapangan, setelah melakukan
verifikasi di lapangan, dimana hasil verifikasi dengan instrumen yang
dibawakan oleh tim atau petugas lapangan yang menentukan layak
atau tidak layak. Nah, dalam tahapan ini Dinas Sosial mengeluarkan
rekomendasi kepada ketua TAPD, dimana Ketua TAPD langsung
diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Sekda. Nah, hasil pertimbangan
tersebut, proses penyusunan dan pemberian hibah itu atas
pertimbangan alokasi anggaran yang tersedia di Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara. Nah, mungkin dalam proses ini sesuai dengan
kebijakan bupati dalam Perbub Nomor 20 tahun 2011” (Wawancara,
17 Mei 2017).

Kebijakan ada yang berhasil, namun banyak juga yang gagal, ini
disebabkan banyaknya dimensi yang dipengaruhi oleh kebijakan.
Misalnya dalam pemberian Bansos, kebijakan pemberian Bansos
untuk keluarga miskin dengan kebijakan pemberian Bansos untuk
masyarakat umum berbeda, tetapi menurut Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh
Utara, Mirodiyatun Resy Nuridayati mengatakan tidak ada
perbedaan, yang beda hanya dinas yang menanganinya tergantung
pada kegiatan yang diajukan, lengkapnya ini penjelasannya:

“Ya, mungkin sedikit gambaran tentang kebijakan yang berbeda
tentang bantuan sosial atau keluarga miskin dengan kebijakan
pemerintah dan berdasarkan juga seperti yang saya sampaikan tadi,
diatur dalam peraturan bupati bahwa kebijakan pemberian bantuan
sosial tidak ada perbedaan kepada keluarga miskin atau kepada
masyarakat umum, tetapi terjadi perbedaan disini adalah dari sisi
sudut pandang administrasi. Nah, dimana proposal tersebut yang
hasil disposisi bupati, ada persyaratan. Persyaratan, kalau keluarga
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miskin itu wajib ada surat keterangan kurang mampu, itu kewajiban
dari ....” (Wawancara, 17 Mei 2017)

Bansos diberikan untuk pribadi keluarga miskin, ada nama dan
ada alamat penerima sehingga bantuan diberikan kepada pribadi
yang namanya tercantum dalam daftar, bukti lain bahwa ini khusus
untuk keluarga miskin yaitu harus ada Surat Keterangan Miskin dari
geusyik. Ketika penulis menanyakan apakah keluarga miskin wajib
mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial atau keluarga miskin
diprioritaskan?, Kabid. Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan
Sosial, ibu Mirodiyatun Resy mengatakan:

“Bukan wajib dapat bantuan, wajib dalam pencatatan dilampirkan
surat keterangan kurang mampu dari geusyik. Jadi kalau bantuan
sosial kepada masyarakat umum mungkin secara teknis itu bukan
ditangani oleh instansi sosial, Dinas Sosial khususnya. Karena secara
tupoksi Dinas Sosial menangani penyandang masalah kesejahteraan
sosial, dimana dalam bantuan sosial diutamakan kepada keluarga
miskin. Namun, ada juga bantuan untuk keluarga miskin yang lain
seperti eks penyandang kusta, penyandang cacat, itu cacat juga
sasaran utamanya keluarga miskin, jadi terjadi perbedaan disini
hanya instansi yang menangani dan persyaratan yang harus
disediakan calon penerima”. (Wawancara, 17 Mei 2017)

Pemkab Aceh utara berkewajiban melakukan evaluasi ke
lapangan terhadap setiap Bansos yang telah disalurkan sehingga
masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam
mengembangkan Bansos yang telah menjadi hak mereka. Apabila
pengelolaan bantuan sosial dilakukan dengan baik dan profesional
maka hasil yang didapatkan akan mampu meningkatkan
kesejahteraan penerima. Hal ini senada dengan pendapat
Pendamping Kube Perkotaan Kecamatan Muara Batu, Husaini, S.Psi
mengatakan:

“Saya melihat bahwa bantuan sosial yang dikelola secara baik dan
profesional akan mampu meningkatkan taraf kehidupan sosial dan
ekonomi penerima manfaat karena itu diperlukan kerjasama lintas
sektor untuk membantu keluarga miskin penerima bantuan sosial,
agar mereka mampu mengelola bantuan sosial dengan baik sehingga
dengan bantuan tersebut bisa meningkatkan ekonomi masyarakatan.
Selama ini bantuan sosial sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum
tertentu yang dekat dengan kekuasaan sehingga bantuan sosial tidak
bisa berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat penerima bantuan
sosial hanya menerima sebahagian dari bantuan yang disalurkan.
Mungkin ini bisa menjadi masukan bagi Pemkab Aceh Utara untuk
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melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap bantuan sosial
yang disalurkan” (Wawancara, 3 Mei 2017).

Kebijakan pemberian Bansos adalah fokus kebijakan
pemerintah pusat dalam bidang sosial dasar yang menjadi
tanggungjawab Kementerian Sosial Republik Indonesia dan
departemen-departemen lain yang terkait. Permendagri nomor 39
tahun 2012 menyebutkan, keluarga miskin jika ingin mendapatkan
Bansos, wajib membuat proposal disertai surat keterangan miskin
dari Kepala Desa setempat. Masalahnya sekarang, keluarga miskin
tidak bisa membuat proposal, tentang hal ini, berikut tanggapan
Kabid. Sosbud Bappeda Aceh Utara, Ibu Inong Sofyarini:

«

. Saya contohkan saja rumah, saat pemeriksaan oleh Badan
Pemeriksa keuangan (BPK) 2 hari yang inten, pagi sampai sore,
setelah itu kami harus pergi ke Banda Aceh, ini masalah bansos.
Tentang Rumah, apa dasarnya saya membuat rumah?, saya anggarkan
rumah tetapi tidak ada proposalnya? itu sudah diluar tanggal,
seharusnya perencanaan tanggal sekian, proposal tanggal sekian,
duluan kita rencanakan, waktu itu kita niatnya membantu karena
diberikan rumabh, tidak ada proposal. Saya yang salah, tidak melihat
tanggal proposal, seharusnya kita minta tolong, waktu sudah kita
anggarkan. Kita suruh buat proposalnya. Itu kealpaan kita waktu itu,
sehingga pemerintah, menanyakan “Bagaimana proses sebenarnya?
Harus ada disposisi, pertimbangan TAPD dan lain-lain” (Wawancara,
18 Mei 2017).

Richard Rose dalam Winarno (2014), menyarankan bahwa
kebijakan hendaknya dipahami sebagai: “Serangkaian kegiatan yang
sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya
bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan
tersendiri”. Syarat penyaluran bantuan rumah rehap maupun buat
baru tetap harus melalui proposal dari calon penerima. Ibu Inong
Sofyarini juga mengatakan:

“.. Tim BPK bertanya, “Bagaimana kalau semua orang miskin kita
suruh buat proposal?”. Pemerintah tanya ke saya, saya bilang, “itu
pertanyaan saya buat bapak”. Fakir miskin dipelihara oleh negara.
Pasal 34 UUD itu Fakir miskin bagaimana?, pelihara yang bagaimana?
Kalau untuk rumah dhuafa, rumah rehab, rumah buat baru, kita di
Aceh Utara sudah punya data. Mana rumah yang sangat miskin yang
berdasarkan Pusat Data Basis Terpadu (PBDT), disana sudah ada
rumah tipe 1, di Aceh Utara ada sekian. Rumah tipe 2 di Aceh Utara
ada sekian. Kalau ini semua kita minta proposal, terus tugas negara
dimana?, “seharusnya saya yang tanya ke bapak” saya bilang.
Sekarang coba bayangkan, fakir miskin kita suruh buat proposal, dia
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akan memilih tidak mengajukan proposalbantuan. Dia berfikir tidak
usah saja” ... (Wawancara, 18 Mei 2017).

Menanggapi permasalahan Bansos yang harus sesuai dengan

Permendagri, berikut penjelasan Kabid. Sosbud Bappeda, Ibu Inong:

“Isu hangat, makanya itu sudah jadi, atau misalnya nanti Nawacita
Jakarta mau bantu. Kita melihat kemiskinan, kemiskinan itu termasuk
tidak memiliki rumah yang layak huni. Bagaimana mereka menyiasati
itu? Apakah memang harus ada proposalnya?, ternyata karena
peraturannya seperti itu maka harus diikuti... ” (Wawancara, 18 Mei
2017).

Menurut Kepala Desa Ulee Madon, bordir di Ulee Madon tidak

dapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, ini
pemaparan A. Thaleb, S.Pd ketika penulis menanyakan tentang
Bansos untuk keluarga miskin yang berprofesi sebagai penjahit tas:

“Kalau untuk bordir tidak ada, mereka tidak mau menerima bantuan
lagi dari pemerintah. Kebanyakan penjahit sudah lelah bikin proposal
tetapi kebanyakan tidak dapat, tidak keluar dananya, sehingga
mereka lebih baik berusaha dengan modal kecil, menggunakan modal
sendiri. Sebenarnya usaha bordir ini yang perlu dibantu karena ini
bisa menyerab banyak tenaga kerja” (Wawancara, 16 Mei 2017).

Berdasarkan penjelasan Bupati Aceh Utara, kemudian

observasi penulis ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Rata-rata keluarga miskin sudah mendapatkan
bantuan sosial, tetapi hasil observasi penulis ke lapangan juga yang
membuktikan, kenyataan barangnya sudah tidak ada lagi. Bagaimana
tanggapan ibu tentang banyaknya bantuan yang sudah disalurkan
oleh dinas terkait tetapi barangnya di jual oleh penerima?, keluarga
miskin juga mengakuinya, tentang hal ini, berikut tanggapan Kabid.
Bansos Bappeda, Inong Sofyarini:
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“... Kalau secara data yang sudah kita terima Bappeda sudah dengan
capaian target RPJM, kita sudah periksa RPJM. Awal RPJM penduduk
miskin di Aceh Utara 21%, sekarang menjadi 19%, ini adalah kerja
yang baik, jadi penduduk miskin Aceh Utara sudah turun. Masalahnya
sekarang, banyak orang mengaku miskin karena ada bantuan, itu
konsepnya. Kalau kita ingin mengetahui siapa orang kaya yang
menerima bantuan, maunya orang kaya kita kasih bantuan, kita tanya,
mana orang kaya? mau kita kasih bantuan, itu baru orang kaya
mengakui dirinya kaya, kita buat program yang begitu dulu, baru
ketahuan ini orang kaya, kalau sekarang orang kaya mengaku miskin
semua. ...” (Wawancara, 04 Mei 2017).
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Dalam pasal 42 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah
diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 disebutkan:
“Dalam hal pengelolaan hibah dan bantuan sosial tertentu diatur lain
dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan
pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Menteri ini”.

Ketentuan ini berkenaan dengan dana pendamping, Program
Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat,
dan program Pemerintah Kabupaten/Kota. Penganggaran program
seperti ini berpedoman terakhir sebagaimana diatur dalam
Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2014 pada angka 14 sebagai berikut:

“Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi program
penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat
Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan
dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada
jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.07/ 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan
Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.
Ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor
168/PMK.07/2009 sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2),
kelompok program penanggulangan kemiskinan dirinci dalam bentuk
kegiatan yang komponen bantuan langsung masyarakatnya adalah
belanja bantuan sosial”.

Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, yang sebelumnya adalah
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD belum diatur.
Pasal 23A berbunyi:

1. Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari
bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang
direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

2. Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang
sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat
penyusunan APBD;

3. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan
pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih
besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
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Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

“Pasal 23A mengandung makna:

1. Hanya Bansos berupa uang yang dapat diberikan kepada
individu atau keluarga baik Bansos yang direncanakan dan
yang tidak direncanakan. Bansos berupa barang tidak dapat
dianggarkan untuk Bansos yang tidak direncanakan;

2. Bansos yang tidak direncanakan hanya kepada individu
atau keluarga dan bukan untuk lembaga non pemerintahan
bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang
berperan melindungi individu, kelompok, atau masyarakat
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

3. Bansos yang direncanakan hanya dialokasikan kepada
individu atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat
penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD;

4. Bansos yang tidak direncanakan dialokasikan untuk
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat
diperkirakan  sebelumnya yang apabila  ditunda
penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih
besar bagi individu atau keluarga”

Ketika penulis menanyakan kepada Kabid. Anggaran BPKD

Aceh Utara, Nazar Hidayat, SE., MA tentang perbedaan antara Bansos
untuk masyarakat miskin dengan Bansos untuk masyarakat umum di
Aceh Utara, beliau mengatakan:
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“Berbicara masalah Bansos, itu harus kepada orang yang memang
memiliki resiko sosial, diantaranya orang miskin, kemudian orang
yang secara ekonomi dia sangat lemah dan cacat. Selain cacat juga
harus miskin, tapi kalau yang cacat itu bukan orang miskin, tidak
diberikan bantuan, tapi umumnya orang cacat itu miskin. Bantuan
sosial untuk rumah dhuafa, bantuan sosial bagi mahasiswa yang
sedang menempuh kuliah, penyelesaian tugas akhir, itu Bansos. Yang
bukan untuk orang miskin itu bukan bantuan sosial namanya tetapi
hibah, itu bedanya. Dan bantuan sosial itu, yang menerimanya
perorangan. Perorangan mahasiswanya, perorangan rumah
dhuafanya, makanya harus ditulis nama dan alamat penerima. Ada
juga bantuan sosial untuk panti, ini yang berkelompok, tidak mungkin
kita mencantumkan nama semua santri dan penghuni panti yang
ratusan. Penerimanya diwakili oleh pimpinan panti” (Wawancara, 8
Mei 2017).
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Untuk pemberian hibah, selain berpedoman pada Permendagri
Nomor 32 Tahun 2011 dan Permemdagri Nomor 39 Tahun 2012,
maka pemberian bantuan khusus yang bersumber pada APBD, diatur
dalam PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Demikian pula
untuk Bansos, dalam penganggarannya juga diatur setiap tahunnya
dengan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD.
Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013:

“Hal-hal khusus lainnya angka 26, maka untuk kebutuhan pendanaan
dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
provinsi/kabupaten/kota, pemerintah daerah menganggarkan
program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait
dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Ketentuan ini
memberi arti bahwa kegiatan TP-PKK harus dianggarkan melalui
program dan kegiatan pada SKPD, dan tidak dibolehkan lagi
dianggarkan lagi melalui hibah maupun bantuan sosial”.

Hal-hal lain yang diatur dalam Bab VI tentang ketentuan lain-
lain Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 berdasarkan pasal 42
adalah:

1. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan
peraturan kepala daerah.

2. Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan
sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah.

3. Peraturan kepala daerah harus menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri ini paling lambat sebelum ditetapkan
persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

4. Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu
diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka
pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan
Menteri.

Guna mengurangi permasalahan dalam belanja Bansos,
diperlukan pedoman, petunjuk teknis untuk menyelaraskan persepsi
dalam pengelolaan belanja bantuan sosial yang dituangkan melalui
Peraturan Kepala Daerah. Selain bantuan sosial berupa Beras
Sejahtera (Rastra), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), rehab rumah
kaun dhuafa dan bantuan lain yang bisa diajukan oleh keluarga
miskin dari Kecamatan Muara Batu ke Bupati Aceh Utara melalui
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dinas-dinas terkait sesuai tupoksi mereka masing-masing, dengan
cara keluarga miskin membuat proposal adalah biaya untuk berobat,
Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan bantuan untuk disabilitas.
Berikut penjelasan Kabid. Anggaran BPKD Aceh Utara, Nazar Hidayat
tentang bantuan ini:

“...yang bisa diberikan ke masyarakat, kalau kita bicara dalam kontek
bantuan sosial yang kita bicarakan tadi, selain beras Raskin, itu semua
dibuat dengan proposal. Baik itu rehab rumah, membangun rumah
dhuafa dan biaya berobat. Karena ada juga bantuan sosial untuk biaya
berobat, orang cacat misalnya, karena dia sangat miskin makanya dia
memohon Bansos. Ada juga bantuan sosial seperti KUBE itu termasuk
Bansos, kalau Bansos yang sudah diplotkan seperti untuk santri,
proposalnya diwakilkan oleh ketua panti...” (Wawancara, 8 Mei 2017).

Bantuan untuk bidang kesehatan dan pengobatan di Kabupaten
Aceh Utara umumnya dan Kecamatan Muara Batu pada khususnya
ditanggung oleh BPJS. Khusus untuk keluarga miskin dengan posisi
kelas 3 (tiga), namun Bupati Aceh Utara masih menanggung biaya
untuk pendamping orang miskin yang sakit, misalnya biaya
transportasi dan konsumsi pengantar, tentang biaya kesehatan ini,
berikut penjelasan Nazar Hidayat:

“.. biaya berobat itu, pernah saya baca proposalnya, langsung ke
bupati, ini bantuan sosial yang tidak direncanakan, misalnya untuk
biaya konsumsi, bukan biaya rumah sakitnya, tapi rujukannya bupati
mengarahkan ke Rumah Sakit Umum, permohonan masyarakat bisa
bermacam-macam. Bisa saja untuk pendamping, biaya untuk
pengantar. Kalau biaya perawatan kesehatan sudah ditangani BP]S
atau JKRA, mungkin ini untuk biaya makan dan transpor pendamping
orang sakit. Untuk anak yatim juga rutin disalurkan bantuan setiap
tahun, penyaluran mewakili 3 titik, Krueng Geukuh (Dewantara),
Lhoksukon dan Panton Labu (Tanah jambo Aye)” (Wawancara, 8 Mei
2017).

Ketika penulis menanyakan kenapa hanya di 3 (tiga) titik? Apa
bantuannya untuk 852 desa dalam Kabupaten Aceh Utara dan
penyerahannya yang simbolis itu hanya dilakukan di Panton Labu,
Krueng Geukuh dan Lhoksukon?, Kabid. Anggaran BPKD itu
mengatakan:

“Semua desa mendapat bantuan, kemudian setiap desa ada kebijakan
memberikan bantuan untuk anak yatim seperti uang megang 3 kali
setahun, megang puasa, megang hari raya Idul Fitri dan megang Idul
Adha. Itu biaya dari Pemerinth Kabupaten Aceh Utara. Sekarang
dimasukkan dalam Alokasi Dana Gampong (ADG) bukan dana
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desanya, tetapi ADG dari komponen Kabupaten Aceh Utara. Kalau
tahun sebelumnya, sebelum ada kebijakan ADG, memang Pemkab
Aceh Utara selalu menyalurkan melalui Dinas Sosial” (Wawancara, 8
Mei 2017).

Ada banyak jenis Bansos yang disediakan Pemkab Aceh Utara
dan banyak pula usulan yang diajukan oleh keluarga miskin. Proposal
ini diketahui kepala desa tempat keluarga miskin ini berdomisili dan
yang namanya Bansos itu hibah. Bantuan lain berupa bantuan bidang
peternakan, penyediaan bibit udang dan kebutuhan pertanian seperti
pupuk, bibit tanaman dan hand tractor (traktor tangan). Tetapi ada
desa yang tidak pernah mendapatkan bantuan sekalipun dalam
tahun 2016, sebagaimana penjelasan Geuchik Ulee Madon, A Thaleb:

“Setahu saya tahun tidak ada, soalnya tidak ada laporan, kalau ada
realisasi ada laporannya, pasti saya tahu. Kalau tahun 2015 kayaknya
tidak ada, sepertinya tahun 2014 ada bantuan 1 (satu) haisyeri, tahun
2014. Jumlahnya saya juga tidak tahu, itu untuk pribadi karena kalau
haisyeri itu tidak bisa untuk kelompok. Dalam tahun 2014 karena
sudah lama. Itu bukan laporan, tapi saya tahu dari informasi
masyarakat karena sudah lama. Cuma itu yang saya tahu, bantuan ini
diberikan untuk pribadi” (Wawancara, 12 Mei 2017).

Geusyik Ulee Madon Kecamatan Muara Batu membantah kalau
warganya menjual bantuan yang diberikan pemerintah kabupaten
maupun  pemerintah  propinsi. Misalnya ketika  penulis
menginformasikan di desa lain, begitu dapat bantuan langsung dijual,
sehingga waktu kita lihat ke lapangan, bantuannya tidak ada lagi,
dikasih ternak dijual, dikasih bahan pertanian dijual, berikut petikan
informasi dari A. Thaleb, S.Pd:

“Setahu saya untuk Ulee Madon tidak ada, kalau ke belakang, sebelum
saya menjadi geusyik, saya tidak tahu. Sejak saya jadi geusyik, saya
tahu, siapa yang dapat bantuan, walau yang mendapat bantuan tidak
melaporkan. Saya tahu, buktinya ada, itu sebelum saya menjadi
geuchik saya tidak tahu juga karena tidak ada laporan” (Wawancara,
12 Mei 2017).

Tentang Bansos yang disalurkan ke Muara Batu, Pendamping
KUBE Perkotaan Kecamatan Muara Batu, Husaini, S.Psi mengatakan:

“Menurut saya Pemkab Aceh Utara selama ini telah bekerja keras
melalui instansi terkait agar setiap bantuan sosial disalurkan
berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan fakta
dilapangan saya melihat bahwa setiap bantuan sosial yang disalurkan
Pemkab Aceh Utara ke Muara Batu telah sesuai prosedur atau
petunjuk teknis sehingga bantuan sosial yang disalurkan kepada
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masyarakat penerima bantuan sosial tidak melanggar hukum.
Namun demikian masih ada Kkelemahan dalam tindak lanjut
penyaluran bantuan sosial dikarenakan sumberdaya manusia yang
terbatas sehingga bantuan yang telah disalurkan kurang
mendapatkan monitoring dan evaluasi, khususnya tentang bantuan
sosial yang telah diterima penerima manfaat” (Wawancara, 3 Mei
2017).

Ketika penulis menanyakan tentang kebijakan khusus dari
Pemkab Aceh Utara tentang Bansos ini, apakah Pemkab Aceh Utara
membuat suatu peraturan?, bagaimana misalnya dengan Peraturan
Bupati?, Kabid. Sosbud Bappeda Aceh Utara, Inong Sofyarini
mengatakan:

“... Peraturan bupati itu di Perbub Nomor 12 tahun 2011 atau nomor
11 tahun 2012, saya lupa, kalau bukan nomor 12 tahun 2011 maka
nomor 11 tahun 2012. Ini sedang digodok perubahannya, karena
perubahannya itu dalam proses, belum ada nomornya, ketentuannya
ada disitu dan tidak mengangkangi peraturan diatasnya. Pernah juga
ada pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemerikasa Keuangan (BPK).
Pada saat kita kita membuat kebijakan, mengambil kebijakan yang
lain dari Permendagri. Mereka bilang, “Ini ibu tidak bisa baca? atau
bapak tidak bisa baca?, ini aturannya begini”. Kita salah waktu itu,
akan kita perbaiki kedepan, artinya kita pegang lagi naskahnya. Nanti
saya jelaskan lagi, berkembang nanti jawabannya, dari salah satu
pertanyaan bapak nanti mungkin ada pertanyaan tentang ini, jadi
tidak perlu saya jelaskan dulu” (Wawancara, 4 Mei 2017).

Berbicara tentang kebijakan dan aktor-aktor yang terlibat
dalam proses pembuatan kebijakan, Anderson dalam Winarno
(2014) mengatakan:

“Istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku
seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun
suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang
kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan
dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan
biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaran-
pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut
analisis kebijakan publik. oleh karena itu, kita memerlukan batasan
atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat”.

Bansos yang disalurkan ke Muara Batu belum tepat sasaran
sebagaimana dikatakan Pendamping KUBE Perkotaan, Husaini, S.Psi:

“Masih kurang tepat sasaran, berdasarkan pengamatan saya, Pemkab
Aceh Utara memiliki banyak sumber data sehingga Basis Data
Terpadu (BDT) masyarakat calon penerima bantuan sosial masih
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tumpang tindih, hal ini disebabkan pendataan yang kurang akurat.
Hal ini berdampak besar pada penyaluran bantuan sosial sehingga
masih ditemukan masyarakat yang sudah mampu secara ekonomi
namun masih mendapatkan bantuan sosial, seharusnya bantuan
sosial disalurkan kepada keluarga miskin dengan harapan membantu
mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ini menjadi
tantangan Pemkab Aceh Utara untuk melakukan pendataan secara
berkala misalnya data diperbaharui setiap setahun sekali. Di setiap
kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara, Pemkab telah
menempatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
dibawah koordinasi Dinas Sosial, untuk ke depannya Pemkab bisa
menjadikan data yang ada di TKSK sebagai rujukan utama dalam
menyalurkan bantuan sosial” (Wawancara 3 Mei 2017).

Sehubungan dengan keluarga miskin berhak mendapat
bantuan berupa hak sosial, hak asasi, kesamaan hak untuk
memperoleh pendidikan dan kesehatan, Kartasasmita (1996)
mengatakan:

“Kata sosial berkaitan dengan hak azasi manusia baik sebagai
individu maupun sebagai anggota masyarakat. Misalnya, setiap orang
memiliki hak azasi dan hak sosial, seperti kesamaan hak dalam
memperoleh pendidikan, pekerjaan, perumahan, kebebasan
menyatakan pendapat atau berpartisipasi dalam pembangunan.
Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, maka kata sosial dapat
diartikan baik secara luas maupun sempit”.

4.1.7 Implementasi Kebijakan Bansos

Menurut Anderson (dalam Fadillah Putra, 2003:82),
“implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu siapa
yang mengimplementasikan kebijakan, hakekat dari proses
administrasi, kepatuhan kepada kebijakan dan dampak dari
implementasi kebijakan”. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab,
2001:68) mengatakan:

“Implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan Kkebijakan
dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula
berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting
atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara
tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara
untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agostino,
2006:139) mendefinisikan: “implementasi kebijakan sebagai
tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau
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pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan
dalam keputusan kebijakan”.

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn sebagaimana dikutip
Solichin Abdul Wahab, 1991 : 36 mengemukakan:

Tahapan implementasi dibagi dalam 3 tahap.

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan
menetapkan tujuan yang jelas, menentukan standar
pelaksanaan, menentukan biaya yang akan digunakan dan
waktu pelaksanaan.

2. Pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur
staf, sumberdaya, prosedur, biaya dan metode.

3. Menentukan jadwal, melakukan pemantauan, mengadakan
pengawasan untuk menjamin Kkelancaran pelaksanaan
program. Sehingga jika terdapat penyimpangan dapat
dengan segera diambil tindakan yang sesuai.

Jika hal-hal diatas dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka
implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan
penetapan waktu dan pengawasan sedangkan menurut Mazmanian
dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, mempelajari masalah
implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang
senyatanya terjadi sesudah suatu program dirumuskan. Yaitu
peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan
kebijakan, baik yang menyangkut usaha untuk mengadministrasikan
maupun usaha untuk memberikan dampak pada masyarakat.

Sehubungan dengan kebijakan pemberian Bansos bagi keluarga
miskin di Kabupaten Aceh Utara, setelah dibuat kebijakan di tingkat
kabupaten, lalu diimplementasikan ke desa-desa, kepada masyarakat
miskin dan ke kecamatan-kecamatan. Menurut Kabid. Pemberdayaan
Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Aceh Utara,
Mirodiyatun Resi implementasinya sebagai berikut:

“Dari implementasi kita juga melihat dari suatu tindakan, atau
pelaksanaan dari sebuah perencanaan, yang telah diatur secara
matang, tentunya sudah sangat baik secara administrasi, namun fakta
di lapangan masyarakat miskin, masih terdapat masyarakat miskin,
khususnya belum memahami secara aturan yang diatur pemerintah.
Walaupun ada sosialisasi pada saat Musrembang Gampong, tingkat
kecamatan maupun Musrembang Kabupaten. Nah, dari posisi ini dan
fakta dilapangan masih terdapat masyarakat yang belum memahami
atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang aturan-
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aturan yang diatur, dimana proses-proses seperti yang saya
sampaikan tadi untuk mendapatkan bantuan sosial. Jadi intinya disini
masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan yang telah
dibuat oleh pemerintah” (Wawancara, 17 Mei 2017).

Struktur organisasi pemerintahan yang melaksanakan
kebijakan pemberian Bansos sangat mempengaruhi keberhasilan
kebijakan tersebut. Dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan
kebijakan pemberian bantuan sosial dapat menyeragamkan
tindakan-tindakan para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan
yang tersebar luas dalam penerapan kebijakan. Selain itu kebijakan
pemberian bantuan sosial merupakan wewenang pemerintah pusat
dan pemerintah daerah sehingga terjadi penyebaran tanggungjawab
mulai dari tingkat pusat, propinsi sampai dengan tingkat
kabupaten/kota.

4.1.8 Dampak KebijakanBansos

Soemarwoto dalam Giroth (2004) menyatakan bahwa:
“Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu
aktifitas”. Selanjutnya Soemarwoto menjelaskan : “aktifitas tersebut
bisa bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun biologi, dapat pula
dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan,
pembangunan dan perencanaan. Adapun dampak tersebut dapat
bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya.”

William Dunn menyebutkan: “Setidaknya ada 3 hal yang harus
diperhatikan dalam menentukan alternatif terpilih, antara lain :
effectiveness, yaitu apakah Kkebijakan tersebut dapat mencapai
sasaran yang telah dirumuskan; efficiency, yaitu apakah kebijakan
yang akan diambil itu seimbang dengan sumber daya yang tersedia,
dan adequacy, yaitu apakah kebijakan itu sudah cukup memadai
untuk memecahkan masalah yang ada.

Menurut Sofian Effendi (2001) bahwa kebijakan yang baik
harus memenubhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Technical feasibility, yaitu Kriteria yang mengukur seberapa
jauh suatu alternatif kebijakan mampu memecahkan masalah;

2. Economic and financial possibility, yaitu alternatif mana yang
mungkin dibiayai dari dana yang dimiliki dan berapa besar
finansial yang didapatkan; political viability, yaitu bagaimana
efek atau dampak politik yang akan dihasilkan terhadap para
pembuat keputusan, legislator, pejabat, dan kelompok politik
lainnya dari masing-masing alternatif, dan
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3. Administrative capability, yaitu menyangkut kemampuan
administrasi untuk mendukung kebijakan tersebut.

Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat
baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan
timbul dari sesuatu benda atau orang yang ikut membentuk watak,
kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu
keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab
akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi
(Kamus Besar Bahasa Indonesia).

4.1.9 Solusi Permasalahan Bansos

Ketika penulis menanyakan kepada Kabid Pemberdayaan
Sosial, Bantuan dan Perlindungan Sosial tentang langkah-langkah
dan solusi yang bisa diambil oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menangani keluarga
miskin, membantu keluarga mereka karena mereka tidak bisa
membuat proposal dan tidak punya uang untuk mengantar proposal,
Resi Nuridayati mengatakan:

“Kita juga punya petugas-petugas sosial, ada TKSK, ada Pendamping
PKH, Tagana, dan IPSM. Kegiatan-kegiatan ini memang bukan tugas
pokok TKSK untuk membuat proposal. Kita hanya lebih mengetahui
data kemiskinan. Memang ada beberapa wilayah, atas inisiatif TKSK,
termasuk Pendamping PKH membantu membuat proposal
bagikeluarga miskin, ada juga TKSK yang membantu membuat
proposal kepada masyarakat miskin. Hasil-hasil dari bantuan TKSK,
setelah kita mengajukan dan kita merekomendasikan bantuan
tersebut juga belum tentu dapat bantuan karena alokasi anggaran
dari Pemerintah Aceh Utara yang terbatas. Proposal masyarakat yang
dibawa secara langsung juga masih banyak di dinas yang belum
tersentuh bantuan” (Wawancara, 17 Mei 2017).

Saran yang diberikan A. Thaleb dalam penyaluran bantuan
kepada keluarga miskin sebagai berikut:

“.. saran saya, jangan memberikan bantuan kepada pribadi-pribadi,
orang per orang. Bantuan diberikan ke kelompok, setelah diberikan
bantuan harus ada pengontrolan, 3 bulan atau 6 bulan sekali ada
monitoring. Sekarang, setiap masyarakat yang mendapatkan bantuan
berpikir, dana ini tidak  dikembalikan karena hibah
sehinggamasyarakat tidak menggunakan uang sesuai peruntukannya,
tidak digunakan untuk modal.Kejadian sekarang, bantuan tidak
mengurangi angka kemiskinan, malah menambah angka kemiskinan,
ini akibat dari bantuan yang tidak ada evaluasi, akibat lain
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menyebabkan masyarakat menjadi malas bekerja. Kalau menurut
saya lebih baik pemerintah membantu masyarakat ketingkat desa
kalau bisa. Membantuperekonomian masyarakat desa, sentral-sentral
ekonomi desa, apa yang maju di desa itu. Contoh misalnya, ditempat
saya ada bordir, yang menyerab banyak tenaga kerja, itu yang perlu
dibantu, jangan dibantu ke pribadi orang per orang, tetapi
kebanyakan sekarang kita lihat orang per orang yang dibantu atau
kelompok tertentu... ” (Wawancara, 12 Mei 2017).

Di utara Muara Batu, masyarakat protes saat geuchik
memberikan bantuan kepada penduduk yang berdomisili dipinggir
pantai karena mereka tidak kelihatan miskin. Rumahnya dibangun
oleh pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah (NGO) pasca tsunami.
Menurut data BPS, mereka keluarga miskin dan layak mendapatkan
Bansos serta bantuan-bantuan lainnya yang disaluran oleh
pemerintah pusat maupun Pemkab, ini menjadi komplik sosial.
Menanggapi ini, Kabid. Sosbud Bappeda Aceh Utara, Ibu Inong
Sofyarini memberi saran:

“.. kalau saran saya, semua berdasarkan data, pemerintah tetap
berpatokan pada data. Tugas pendataan itu wewenangnya BPS. Dulu
hanya BPS, sekarang sudah ada PPDT. Waktu dilakukan pendataan,
diharapkan benar-benar mendapatkan data yang valid. Saya tidak
tahu, misalnya dari data gampong ke geusyik. Geusyik ke Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau siapa saja yang mendata
di lapangan prosesnya bagaimana. Saya tidak tahu persisnya seperti
apa. Apapun programnya, data harus valid..” (Wawancara, 4 Mei
2017).

Pendataan ke desa-desa dalam Kecamatan Muara Batu
dilakukan oleh BPS Aceh Utara dibantu oleh tim kecamatan. Mereka
datang ke setiap desa, melakukan pertemuan dengan Kepala Desa,
Dewan Perwakilan Desa (Tuha Peut), Sekretaris Desa (Sekdes) dan
Kepala Dusun. Tim ini membawa daftar dari BPS. Jika dalam data itu
terdapat nama yang bukan keluarga miskin, maka kepala desa
bersama perangkatnya diberi wewenang untuk mencoretnya.
Sedangkan jika keluarga miskin yang tidak ada nama dalam daftar,
maka kepala desa bersama perangkatnya boleh menambahkan. Itu
ynag dilakukan BPS pada tahun 2015.

4.2 Pembahasan
4.2.1 Kebijakan

Kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan
adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang sedangkan kebijakan
adalah aturan tertulis hasil keputusan formal pemerintah, lembaga
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atau organisasi. Jika hukum dapat memaksakan suatu perilaku maka
kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin
memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah idealnya bersifat
umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan
harus memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi di lapangan.
Mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru,
karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai pola kegiatan,
bukan sekadar keputusan untuk melakukan sesuatu. Sebagian orang
menyebut kebijakan dengan kebijaksanaan, orang sering
menyamakan pengertiannya dengan policy.

Dalam kehidupan, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut
kebijakan. Kebijakan itu kita temukan dalam banyak bidang,
misalnya: bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan,
perumahan, dan lain-lain. Kebijakan diharapkan dapat
menyelesaikan masalah setelah kebijakan itu diterapkan, mencegah,
memperkecil masalah dan menjadi solusi.

Kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan
adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang sedangkan kebijakan
adalah aturan tertulis hasil keputusan formal pemerintah, lembaga
atau organisasi. Jika hukum dapat memaksakan suatu perilaku maka
kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin
memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah idealnya bersifat
umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan
harus memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi di lapangan.
Mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah
keliru,karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai pola
kegiatan, bukan sekadar keputusan untuk melakukan sesuatu.
Sebagian orang menyebut kebijakan dengan kebijaksanaan, orang
sering menyamakan pengertiannya dengan policy.

Dalam kehidupan, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut
kebijakan. Kebijakan itu kita temukan dalam banyak bidang,
misalnya: bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan,
perumahan, dan lain-lain. Kebijakan diharapkan dapat
menyelesaikan masalah setelah kebijakan itu diterapkan, mencegah,
memperkecil masalah dan menjadi solusi.

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam
kehidupan sehari-hari. Istilah kebijakan digunakan secara luas,
namun kebijakan juga dipakai untuk menunjuk sesuatu yang lebih
khusus. Berbeda dengan hukum dan peraturan, meskipun kebijakan
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juga mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kebijakan
juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan
ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang
diintepretasikan sesuai kondisi khusus di lapangan. Pada
dasarnyakebijakandipahamisebagaiarahkegiatan dan bukan sekadar
keputusan dalammelakukan sesuatu.

Istilah kebijakan atau orang sering mengistilahkan dengan
kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan policy.
Banyak kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk mengubah
status sosial orang miskin, mengubah keadaan orang miskin,
termasuk memberikan pendidikan gratis kepada orang miskin, kerja
sosial untuk membersihkan tempat tinggal orang miskin, mencari
pekerjaaan untuk orang miskin, selain memberikan bantuan tunai
berupa uang dan barang secara langsung.

Banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang
miskin, seperti bantuan untuk Manusia Lanjut Usia (Manula)
termasuk Indonesia memberikan bantuan untuk lansia yang berusia
70 tahun ke atas, orang tidak mampu atau keadaan lain seperti cacat
yang membuat orang menjadi miskin. Persiapan lain, memberikan
modal usaha, pelatihan dan teknik khusus agar yang bersangkutan
dapat membuka usaha.

Kebijakan yang kita bicarakan disini adakah kebijakan tentang
bantuan sosial. Yang dimaksud dengan sosial adalah segala sesuatu
yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam
konteks masyarakat, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak
yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap
lingkungan dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang
dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu
masyarakat. Definisi sosial harus mencakup lebih dari seorang
individu yang terikat pada satu kesatuan interaksi.

Karena lebih dari seorang individu maka terdapat hak dan
kewajiban dari masing-masing individu yang saling berfungsi satu
dengan lainnya. Dalam konteks ini, manusia diatur hak dan
kewajibannya yang menunjukkan identitasnya dalam sebuah arena
dan sering disebut sebagai status, bagaimana individu melaksanakan
hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ada dalam
pedoman yang dipakai sebagai acuan. Kata sosial sebagai istilah yang
melibatkan manusia sebagai lawan dari pengertian benda atau
binatang.
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4.2.2 Kebijakan Pemberian Bansos

Walaupun kebijakan itu adalah apa yang dilakukan dan tidak
dilakukan oleh pemerintah, swasta atau suatu lembaga sudah
dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak memberi perbedaan
yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk
dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Di
samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan yang
berada diluar domain kebijakan publik.

Satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan,
adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai
pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, bukan apa
yang diusulkan, mengenai suatu persoalan tertentu. Ini perlu
diketahui karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup
tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang
hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang
memadai. Oleh karena itu, definisi mengenai kebijakan publik akan
lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula apa yang dilakukan
dan tidak hanya menyangkut usulan tindakan.

Alasan lainnya adalah memperbesar peluang, agar masyarakat
lebih mampu berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat serta
lebih memiliki kesadaran sebagai warga Aceh Utara akan hak
mendapatkan kehidupan sosial yang layak. Bantuan sosial juga bisa
meningkatkan martabatkesejahteraan dan makna hidup keluarga
miskin dalam Kabupaten Aceh Utara.

Bantuan sosial yang disalurkan ke keluarga miskin di Muara
Batu diterima utuh oleh Kelompok Penerima Manfaat (KPM) tetapi
bantuan itu kurang efektif karena tidak ada monitoring dan evaluasi
yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga keluarga yang menerima
bantuan tidak mengelola dengan baik kerna tidak pernah ada
periksa. Contoh lain, Badan Usaha Logistig (Bulog) sebagai penyedia
Beras Pra Sejahtera (Rastra) untuk masyarakat miskin, PT Pos
Indonesia sebagai penyalur bantuan tunai bersyarat seperti BLSM,
Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Lansung
Tunai (BLT), Kementerian Pertanian dan Peternakan sebagai
penyedia bahan-bahan pertanian dan peternakan seperti pupuk
bersubsidi, hand tractor, bibit unggul dan hewan ternak juga tidak
melakukan evaluasi tentang bantuan yang sudah disalurkan.

Timbulnya permasalahan dalam proses penganggaran dan
pelaksanaan belanja Bansosini, lebih disebabkan karena tidak
adanya batasan yang jelas atas belanja Bansos. Akibat lain yang dapat
saja terjadi karena kesalahan dalam proses penganggarannya
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yaitu munculnya aset, sedangkan realisasi atas transaksi belanja
dimaksud dicatat sebagai belanja Bansos karena sesuai dengan
penganggarannya. Kesalahan ini dapat menimbulkan potensi
penyalah gunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak seharusnya.

4.2.3 Antara Bansos dan BelanjaBansos

Data sangat penting, Bansos hanya bisa disalurkan dengan
akurat jika datanya akurat. Kalau datanya salah, maka seperti selama
ini, Bansos yang seharusnya diterima keluarga miskin, dinikmati oleh
orang yang berada, sedangkan keluarga miskin ketinggalan. Apalagi
Bansos dari pemerintah pusat, jika data salah maka keluarga itu tidak
dapat Kartu Keluarga Sejahtraea (KKS). Kalau tidak punya kartu KKS
maka tidak dianggap keluarga miskin. Resikonya anak-anak dari
keluarga miskin ini tidak dapat Kartu Indonesia Pinter (KIP) dan
Kartu Indonesia Sehat (KIS). Akibatnya keluarga miskin yang
seharusnya dipelihara oleh negara menjadi terabaikan dari sentuhan
bantuan pemerintah, sekolah dan berobat harus membayar. Ini
semua akibat dari pendataan yang salah.

Untuk pengertian belanja Bansos dapat dibaca di dalam Buletin
Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang
Akuntansi Belanja Bantuan Sosial tentang Pengertian Belanja Bansos
dan Resiko Sosial yang isinya belanja Bansos adalah transfer uang
atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko
sosial”.

Dalam membaca APBD kebanyakan orang tidak dapat
membedakan antara belanja Bansos dan Bansos, padahal antara
belanja Bansos dan Bansos terdapat perbedaan. Membaca APBD
berbeda dengan membaca tulisan-tulisan lain. Bansos dengan belanja
Bansos perbedaannya antara lain pada: Bansos adalah suatu proses
untuk  bagaimana  memberikan  bantuan sosial = sampai
mempertanggungjawabkannya, sedangkan belanja Bansos adalah
suatu proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Memang
semua Bansos harus dianggarkan dalam APBK, termasuk pelaporan
kedalam belanja Bansos, akan tetapi tidak semua belanja Bansos
merupakan bantuan sosial, itu salah satu perbedaannya.

Pemkab Aceh Utara dalam memberikan Bansos tunduk pada
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan
Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Konsekuensi untuk
memperoleh dan memberikan bantuan sosial harus memenuhi
berbagai kriteria dan mekanisme yang sudah diatur, misalnya ada
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permohonan. Dari pemohon dan kriteria lainnya, bantuan sosial yang
direncanakan, rekomendasi SKPD sampai dengan penganggarannya
ke dalam APBK. Jika kita membaca APBK, khusus kelompok belanja
tidak langsung terdapat jenis belanja Bansos.

Di dalam jenis belanja Bansos tersebut terdapat nilai anggaran
didalamnya, namun dalam proses penganggarannya tidak melalui
proses Bansos sebagaimana dimaksud didalam Permendagri Nomor
32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39
Tahun 2012. Artinya ada belanja Bansos akan tetapi bukan
merupakan Bansos. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak
menerima, memproses dan memberikan bantuan sosial namun di
dalam belanja bantuan sosial terdapat anggaran untuk bantuan
sosial.

Jika suatu daerah tidak menganggarkan Bansos, itu merupakan
dana  pendamping  program lainnya dari = Pemerintah
Kabupaten/Kota, dari realisasi Bansos berupa barang yang
diserahkan kepada masyarakat yang sebelumnya dianggarkan pada
belanja langsung ke belanja bantuan sosial. Realisasi Bansos harus
sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi
anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan
dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah tidak diberi peluang memberikan Bansos
secara dadakan, semua anggaran Bansos harus direncanakan pada
tahun anggaran sebelumnya. Pemkab berpeluang memberikan
bantuan sosial baik Bansos yang direncanakan maupun bantuan
sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya,
tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. Di dalam
APBK harus lebih dulu ditulis alokasi anggaran yang direncanakan,
setelah itu baru boleh menganggarkan Bansos yang tidak
direncanakan. Syarat lain, anggaran Bansos yang tidak direncanakan
tidak boleh melebihi anggaran yang direncanakan. Anggaran Bansos
baik yang direncanakan dan yang tidak direncanakan haruslah
kegiatan yang resiko sosial, tidak boleh untuk kegiatan keagamaan,
pendidikan, olahraga, seni, budaya, dan hal-hal lain yang tidak
beresiko sosial seperti: perjalanan dinas, rapat-rapat, untuk
musyawarah, dan lain-lain.

Pemberian Bansos yang bersumber dari APBK oleh Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara masih diperlukan berbagai peraturan
pendukung lainnya sebagai penjelasan dari beberapa ketentuan yang
butuh penjelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ketentuan
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perundang-undangan yang mengatur tentang Bansos adalah
Pedoman Pemberian Bansos yang Bersumber dari APBD, kemudian
dikeluarkan Permendagri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Selain itu ada
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Sebelumnya pemberian Bansos hanya diatur dalam
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 itupun sudah diubah dengan
Permendagri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
Demikian pula untuk pemberian Bansos hanya diatur dalam
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan Permendagri
dijelaskan bahwa penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi
pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012
berpedoman pada Peraturan Menteri.

Maka ketentuan dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011,
tidak digunakan lagi dan tidak dapat dijadikan lagi sebagai pedoman
dalam pemberian bantuan hibah dan Bansos mulai tahun anggaran
2012. Berbeda arti antara mulai berlaku 1 Januari 2012 dengan mulai
berlaku pada tahun anggaran 2012 karena proses tahun anggaran itu
dimulai dari penyusunan KUA dan PPAS sampai pengesahan RAPBD
menjadi APBD yang dimulai pada minggu pertama bulan Juni.

Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan
pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi pemberian Bansos
berpedoman pada Peraturan Menteri. Pemahamannya bahwa
pemberian Bansos selain berpedoman pada Permendagri Nomor 39
Tahun 2012, juga berpedoman pada Permendagri Nomor 32 Tahun
2011 terhadap beberapa pasal yang belum diubah.

Pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan Bansos yang
bersumber dari APBD sejak tahun anggaran 2012 berpedoman pada
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sedangkan sejak tahun
anggaran 2013 selain berpedoman pada Permendagri Nomor 32
Tahun 2011 juga berpedoman pada Permendagri Nomor 39 Tahun
2012. Jika Pemerintah kabupaten/ kota memberikan hibah juga
harus berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah.

Ketentuan yang dalam hal Bansos diatur dengan peraturan
perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud
dikecualikan dari Peraturan Menteri ini. Pengaturan, pengelolaan
dan bantuan sosial yang tidak berpedoman pada Permendagri

Universitas Malikussaleh 97



https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/10/23/hibah-dan-bantuan-sosial-dasar-hukum/

Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin

Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012
antara lain dana pendamping atau urusan bersama atas Program
Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

Belanja Bansos berkaitan dengan proses penganggaran,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kesalahan dalam proses
penganggaran merupakan kegiatan apa saja yang dapat dibiayai dari
belanja bantuan sosial. Kesalahan dalam proses penganggaran akan
berakibat pada pengelolaan keuangan daerah dan juga berdampak
pada laporan realisasi anggaran SKPD.

4.2.4 Bansos untuk Keluarga Miskin

Berbicara tentang kebijakan dari Pemkab Aceh Utara untuk
memberdayakan keluarga miskin, diatur dalam Perbup Nomor 11
tahun 2012. Perbup ini tetap mengikuti kaidah-kaidah yang ada
dalam Permendagri Nomor 39 tahun 2012. Perbup tidak
mengangkangi peraturan yang lebih tinggi, hanya saja hal-hal yang
tidak diatur dalam Permendagri, diatur secara khusus dalam Perbub
ini.

Ada perbedaan jawaban antara yang diberikan Bappeda, BPKD
dan Dinsos tentang bantuan untuk masyarakat miskin dengan
bantuan untuk masyarakat umum. Bansos hanya untuk keluarga
miskin sedangkan bantuan untuk masyarakat umum namanya hibah.
Sedangkan menurut Dinsos, Bansos untuk keluarga miskin dengan
Bansos untuk masyarakat umum tidak ada bedanya, yang beda hanya
pada dinas teknis yang menangani bantuan tersebut, misalnya rehap
rumah dilakukan oleh Dinsos sedangkan pembuatan rumah baru
dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta karya.

Pemberian bantuan sosial diharapkan bisa meningkatkan taraf
kehidupan sosial dan ekonomi keluarga miskin. Pemkab Aceh Utara
memiliki sumberdaya yang mumpuni untuk mendidik serta
melakukan perubahan perilaku negatif keluarga miskin agar setiap
Bansos yang diterima bisa dikelola sebaik mungkin dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Pendamping KUBE Perkotaan Kecamatan Muara Batu optomis
bisa memberdayakan keluarga miskin jika bantuan diberikan secara
selektif ke lapangan, tetapi masih ada ganjalan juga dilapangan
dimana ada oknom-oknom tertentu yang bermain, sehingga bantuan
tidak diterima utuh oleh keluarga miskin. Ada oknom yang mencari
keuntungan dengan adanya Bansos yang disalurkan Pemkab Aceh
Utara ke kecamatan-kecamatan dan ke desa-desa. Kehawatiran ini
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sama seperti yang pernah disampaikan Kabid. Sosbud Bappeda Aceh
Utara.

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan dirinci dalam
bentuk kegiatan yang komponen bantuan langsung masyarakatnya
adalah belanja Bansos. Dapat dipahami dalam hal pengaturan,
pengelolaan dan penganggaran bantuan sosial tertentu diatur lain
dengan peraturan perundang-undangan maka pengaturan,
pengelolaan dan penganggaran dimaksud. Semua Bansos
dianggarkan ke dalam belanja Bansos, akan tetapi tidak semua
belanja Bansos merupakan Bansos menurut Permendagri Nomor 32
Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.

Selanjutnya hal-hal apa saja yang diatur tentang ketentuan
peralihan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Dengan berlakunya
Peraturan Menteri ini, penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta
monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai
tahun anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Yang dimaksud dengan Peraturan Menteri ini adalah
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
yang dirubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Sehingga
induk dari Peraturan Menteri yang mengatur Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD adalah
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

Hasil observasi penulis ke lapangan membuktikan, Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara melalui dinas-dinas terkait memang banyak
menyalurkan Bansos ke kelompok-kelompok maupun pribadi. Tetapi
saat ini barangnya sudah tidak ada lagi walau keluarga miskin
mengakui sudah menerima bantuan tersebut. Ada banyak bantuan
yang sudah dijual, Kabid. Sosial Budaya Bappeda Aceh Utara dan
Kabid Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Aceh Utara juga mengakui ini.

Desa Ulee Madon sangat sedikit mendapat Bansos, apalagi
tahun tahun 2016 bantuan modal usaha dari Pemkab sudah distop
karena proposal yang masuk sudah melebihi kemampuan Pemda
untuk merealisasikannya. Sebagai sosulusinya, untuk membantu
keluarga miskin, Pemkab Aceh Utara menyediakan bantuan melalui
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) khusus bagi keluarga miskin yang
memiliki kegiatan kelompok. Kepala Desa Ulee Madon berharap, jika
warganya mendapat bantuan hendaknya melapor supaya keluarga
dan kelompok-kelompok yang sudah menerima Bansos terdata
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dengan baik, untuk kedepan dapat direkomendasi kembali untuk
mendapatkan Bansos bagi keluarga miskin yang belum menerima
bantuan.

Kemiskinan adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak-hak
dasarnya untuk hidup secara bermartabat, gagal mendapatkan hak
dasar dan perbedaan perlakuan. Kemiskinan terus menjadi masalah
fenomenal sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan telah membuat
jutaan anak tidak dapat mengenyam pendidikan, kesehatan,
kurangnya tabungan dan tidak ada investasi. Kurangnya akses ke
pelayanan publik, kurangnya lapangan kerja, kurangnya jaminan
sosial dan kurangnya perlindungan terhadap keluarga. Banyaknya
perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan jutaan rakyat tidak
bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan secara layak.

Kemiskinan diklarifikasikan agar program-program yang
dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dapat dilaksanakan
secara efektif. Untuk menyatakan suatu keluarga itu miskin atau
tidak, diukur dengan indikator garis kemiskinan. Berdasarkan garis
kemiskinan yang dipergunakan, dapat dihitung jumlah penduduk
miskin. Selama ini terdapat beberapa garis kemiskinan yang pernah
dipakai di Indonesia. Meskipun kemiskinan yang paling parah
terdapat di dunia berkembang, ada bukti tentang kemiskinan di
setiap negara.

Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna
wisma yang berkelana kesana kemari seperti di daerah pinggiran
kota yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif
masyarakat miskin atau kelompok orang-orang miskin dan dalam
pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin.
Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut
sebagai negara berkembang.

Kebijakan tentang bantuan sosial yang dibuat oleh Pemkab
Aceh Utara hendaknya bisa mengurangi kemiskinan di Muara Batu.
Kebijakan tentang bantuan sosial yang dibuat oleh Pemkab Aceh
Utara berlaku bukan hanya untuk Kecamatan Muara Batu saja
namun berlakuj uga ke seluruh kecamatan dalam kabupaten Aceh
Utara. Kondisi yang terjadi di Kecamatan Muara Batu juga dialami
oleh kecamatanlainnya.

Keluarga miskin di Kecamatan Muara Batu bertambah tetapi
berdasarkan Informasi dari Kementerian Sosial RI, bantuan untuk
Program PKH tidak diberikan sebanyak keluarga miskin di Muara
Batu karena tidak cukup anggaran. Hasil penelitian penulis, keluarga
miskin di Kecamatan Muara Batu tahun 2015 sudah sebanyak
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keluarga miskin tahun 2016. Tetapi Pemerintah Pusat tidak sanggup
memberikan bantuan 100 % untuk keluarga miskin ini, sehingga
diberikan bertahap.

Meskipun masyarakat pada umumnya menerima bahwa
kemiskinan merupakan akibat dari kemalasan, namun Amerika
Serikat sebagai negara terkaya per kapita di dunia juga memiliki
jutaan warga yang berstatus sebagai pekerja miskin, yaitu orang yang
tidak sejahtera. Bagaimana menghilangkan kemiskinan? tanggapan
utama terhadap kemiskinan adalah bantuan yang membantu
langsung orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari
masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Di Indonesia contohnya
bantuan berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin
(Raskin) sekarang Rastra dan Bantuan Tunai Bersyarat, misalnya
Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial
Republik Indonesia.

Bantuan pokok berupa Beras Pra Sejahtera (Rastra) diberikan
oleh Pemkab Aceh Utara kepada semua keluarga miskin dalam
Kabupaten Aceh Utara, tidak terkecuali keluarga miskin di Muara
Batu. Namun berdasarkan pengamatan penulis, masih ada keluarga
miskin yang tidak mendapat Rastra. Ini kesalahan data karena
keluarga miskin dibuktikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
dulu namanya Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Setelah Kartu KPS
dicabut melalui kantor Pos setempat, lalu keluarga miskin diberikan
Kartu KKS. Sekarang, jika keluarga miskin tidak memiliki Kartu KKS
maka keluarga ini dianggap tidak miskin walau sebenarnya yang
bersangkutan itu miskin. Pendataan yang dilakukan tahun 2011 bisa
saja dilakukan dengan tidak akurat, sedangkan data tahun 2015
belum digunakan. Tetapi ketika data sudah sampai ke Kementerian
Sosial RI atau ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K), data yang tidak akurat itu menjadi data baku,
ini yang sangat merugikan keluarga miskin.

Keluarga miskin di Muara Batu masih banyak yang tidak
memiliki rumah yang layak dan perlu dibantu, seperti terlihat disisi
Jalan Pipa Line Desa Reuleut Barat, Jalan Pipa Line Desa Tumpok
Beurandang dan di Desa Dakuta. Pemkab Aceh Utara maupun Dinas
terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum juga
mengakui ini. Tetapi jika proposal tidak diajukan oleh calon
penerima, baik untuk rumah rehap dengan bantuan maximal Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maupun rumah bangun baru
dengan anggaran Rp. Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),
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bantuan tidak dapat diberikan karena ini prosedur yang sudah
ditetapkan dalam Permendagri maupun Perbub.

Bantuan sosial untuk keluarga miskin, hendaknya diberikan
kepada kelompok, bukan kepada orang per orang. Bantuan
hendaknya diberikan kepada jenis usaha yang banyak menyerap
tenaga kerja. Seperti hasil observasi penulis ke Desa Ulee Madon dan
Desa Meunasah Aron di Kecamatan Muara Batu terdapat banyak
usaha bordir, menjahit tas, dan lain-lain.

4.2.5 HambatanPemberian Bansos

Penghambat kebijakan di Aceh Utara adalah banyaknya aktor
yang terlibat, loyalitas ganda, kerumitan yang melekat pada proyek,
jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak, waktu dan
pergantian pimpinan. Tentang banyaknya aktor dapat penulis
jelaskan bahwa semakin banyak pihak yang terlibat dan
memengaruhi pelaksanaan suatu proyek, komunikasi makin rumit,
maka akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam
banyak kasus, terdapat loyalitas ganda, dimana para pihak yang
terlibat, seharusnya dia berperan untuk keberhasilan dalam
menyetujui suatu proyek tetapi dalam pelaksanaannya mengalami
penundaan karena adanya komitmen tertentu terhadap proyek,
waktunya tersita oleh tugas-tugas lain.

Kerumitan pada proyek dapat berupa faktor teknis, faktor
ekonomi, pengadaan barang, perilaku pelaksana dan perilaku
masyarakat tempat proyek dilaksanakan. Tentang pengambilan
keputusan, makin banyak tempat pengambilan keputusan yang
persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilaksanakan.
Demikian pula pada saat proyek dilaksanakan, penyaluran dana yang
diperlukan membutuhkan banyak waktu karena membutuhkan
persetujuan banyak pihak. Tentang seringnya pergantian kepala
dinas misalnya, makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat
penyusunan rencana sampai pelaksanaan, makin besar kemungkinan
pelaksana menghadapi hambatan, terutama jika terjadi perubahan
kebijakan.

Bansos yang disalurkan Pemkab Aceh Utara diharapkan
mampu meningkatkan taraf hidup keluarga miskin. Karena ini
Bansos, otomatis hibah, tanpa harus dikembalikan. Efek negatifnya,
rata-rata masyarakat Muara Batu tidak menggunakan bantuan ini
sebagaimana mestinya. Secara luas kata sosial menunjuk pada
pengertian umum mengenai sektor-sektor pembangunan yang
menyangkut aspek manusia dalam konteks masyarakat.
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Teknis penyaluran Bansos telah diatur dengan lengkap, bahkan
Permendagri diubah 2 (dua) kali sejak 2011 untuk mengefektifkan
bantuan, tepat sasaran, berdaya guna dan sesuai kebutuhan keluarga
miskin. Dalam arti sempit, kata sosial menyangkut sektor
kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari
pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama mereka yang
dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok
rentan. Kata sosial disini menyangkut program-program atau
pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah
sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan
psikis, tuna sosial, tuna susila, kenakalan remaja, anak terlantar dan
jompo terlantar.

Para pelaksana program jarang memiliki kemampuan untuk
menyelidiki dengan seksama dan secara individual setiap keadaan
yang mereka hadapi. Sebaliknya, mereka mengandalkan pada
prosedur-prosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan
keputusan dan menyesuaikan tanggungjawab program dengan
sumber-sumber yang ada. Disamping cara-cara yang disesuaikan
dengan ukuran-ukuran dasar, penggunaan waktu secara boros dapat
menghambat implementasi kebijakan. Setiap komponen dalam
sistem, harus menjelaskan program-program menempatkan
prioritas-prioritas bagi tindakan pada program-program tertentu.
Sementara pada sisi yang lain, prioritas-prioritas untuk program-
program biasa tidak sama besarnya dengan perhatian untuk
program-program baru. Biasanya program-program baru mendapat
prioritas yang lebih baik.

Hal terpenting yang harus dibahas ketika kita membicarakan
pelaksanaan kebijakan publik adalah Standar Operasinal Prosedur
(SOP) walau sebenarnya juga terdapat hal lain yang juga perlu
diperhatikan. Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan
kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah
satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi
adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya Standar
Operasional Prosedur. Prosedur-prosedur itu dalam menanggulangi
keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi
publik maupun swasta.

Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat
memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga dapat
menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam
organisasi-organisasi besar seperti pemerintahan, dinas-dinas yang
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tersebar luas, yang pada umumnya dapat menimbulkan fleksibilitas
yang besar dan kesamaan yang besar dalam menerapkan peraturan-
peraturan yang lebih tinggi sebagai turunan dari undang-undang
maupun peraturan menteri. Kurangnya sumber-sumber yang
diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan
semestinya membantu dalam menjelaskan penggunaan SOP yang
berulang-ulang.

Pemborosan akan terjadi bila cara-cara yang lazim ditujukan
untuk satu tujuan dipertahankan selama waktu tertentu dan
diterapkan dalam keadaan-keadaan dimana cara-cara tersebut tidak
diperlukan sama sekali. Hal ini berarti bahwa suatu cara tertentu
yang berhasil untuk implemntasi suatu kebijakan, belum tentu
berhasil untuk mengimplementasikan kebijakan yang lain. SOP
terkadang dapat menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan
baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru, personil-personil baru
untuk melaksanakan kebijakan yang baru.

Disamping itu, semakin besar kebijakan membutuhkan
perubahan dalam cara-cara yang lazim dari suatu lembaga, semakin
besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Birokrasi-
birokrasi dimana SOP tidak sangat melekat apakah karena badan
baru atau tingkat pergantian personil yang tinggi mungkin lebih
tanggap terhadap kebutuhan bagi cara-cara yang lazim untuk
implementasi. Sementara itu, waktu yang lama dan perilaku yang
ditentukan dengan jelas dalam undang-undang mungkin membantu
dalam mengatasi cara-cara lazim birokrasi yang tidak semestinya.

Terkait dengan penelitian ini, objek yang diteliti adalah
bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat miskin di Kecamatan
Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tahun 2016. Dengan maksud
dapat mengetahui proses perumusan kebijakan pemberian bantuan
sosial bagi keluarga miskin, implementasi kebijakan dan dampak
yang terlihat dilapangan sudah tepat sasaran atau belum serta
kendala yang dihadapi.

4.2.6 Proses, Implementasi dan Dampak Bansos

Pembangunan sosial berkaitan dengan pembangunan kualitas
manusia, berbeda dengan pembangunan fisik atau infrastruktur,
seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan. Kata sosial
berkonotasi dengan aktifitas-aktifitas masyarakat atau organisasi
yang bersifat volunter, swakarsa, swadaya, yang tidak berorientasi
mencari keuntungan finansial. Organisasi sosial, seperti Karang
Taruna, PKK adalah organisasi yang menyelenggarakan berbagai
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kegiatan yang tidak mencari keuntungan yang berupa uang. Ini
berbeda dengan organisasi ekonomi, seperti perusahaan, Perseroan
Terbatas (PT) atau bank yang tentunya kegiatan-kegiatannya
bertujuan untuk mencari keuntungan.

Selama tahap siklus kebijakan, masalah, usulan, dan tuntutan
yang diungkapkan diubah menjadi program pemerintah. Perumusan
dan adopsi kebijakan meliputi penetapan tujuan, apa yang harus
dicapai dengan kebijakan, dan pertimbangan alternatif tindakan yang
berbeda. Proses perumusan kebijakan pemberian bantuan sosial
dapat dikelompokkan ke dalam identifikasi, implementasi dan
evaluasi. Setiap tahap terdiri dari beberapa tahapan yang saling
terkait.

Pada dasarnya kita dipengaruhi banyak kebijakan dalam
kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan kebijakan pemberian
Bansos, yang dilaksanakan oleh Pemkab Aceh Utara melalui Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kantor Bupati, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian
dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta dinas-
dinas lainnya.

Paling tidak terdapat 2 (dua) persoalan mendasar dalam
implementasinya, yaitu kebijakannya sendiri dan lingkungan
kebijakan. Dari aspek kebijakannya sendiri dapat dikaji bahwa
Bansos merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus
dilaksanakan oleh Pemda di seluruh Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dalam rangka perluasan dan pemerataan bantuan
bagi orang miskin.

Dalam hal ini pendekatan kebijakan adalah pendekatan dari
atas, dari pusat ke daerah (kabupaten) tidak dimaksudkan untuk
merubah perilaku aparatur pemerintah kabupaten terhadap
kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pemberian Bansos memberi
kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga Kabupaten Aceh
Utara yang miskin untuk memperoleh bantuan sosial. Kebijakan
Bansos merupakan kemauan politik pemerintah yang lebih banyak
bersifat politis dan menempatkan Bansos menjadi fokus sistem
sosial. Alasan-alasan yang melatar belakangi Bansos antara lain
meningkatkan pendapatan masyarakat miskin agar memiliki
keunggulan kompetitif dan memiliki posisi tawar yang tinggi dalam
rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi keluarga
mereka.
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Depdagri dalam hal ini direpresentasikan oleh Pemda
Aceh/Kabupaten Aceh Utara bertanggungjawab atas
penyelenggaraan dan pengelolaan peraturan-peraturan tentang
Bansos yang dikeluarkan Mendagri terkait Bansos. Ini adalah
tanggungjawab sektoral pemerintah pusat bekerjasama dengan
Pemda. Dimana dalam implementasi Bansos di Aceh dilaksanakan
oleh Dinas Sosial Propinsi, sedangkan di Kabupaten Aceh Utara
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Dinas Sosial propinsi, Kabupaten/Kota masing-
masing sebagai perpanjangan tangan Kementerian Sosial Republik
Indonesia di daerah propinsi dan di daerah kabupaten/kota.

Permasalahan kebijakan dan kebijakan Bansos terjadi karena
terkait dengan budaya birokrasi pemerintah kabupaten sekaligus
memiliki hubungan struktural dengan pemerintah daerah, tetapi
masing-masing Kepala Dinas Kabupaten/Kota dirasakan sulit
berkoordinasi dengan gubernur atau bupati/walikota.

Idealnya, keterkaitan ini berjalan sinergi dan seimbang. Artinya
pemerintah pusat dan propinsi bisa memberi bantuan kepada
Pemkab Aceh Utara agar mereka lebih leluasa dan tidak menghadapi
hambatan dalam melakukan upaya-upaya optimalisasi sesuai dengan
potensi dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Aceh Utara dalam
pencapaian perluasan dan pemerataan bantuan sosial.

Pemkab Aceh Utara melalui Bappeda Aceh Utara pernah
mencoba membuat Kkebijakan guna membantu keluarga miskin
mendapatkan bantuan. Misalnya karena data Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) yang pantas direhap sudah tersedia berdasarkan
pendataan yang dilakukan tim lapangan. Anggaran untuk bantuan ini
langsung diajukan ke propinsi maupun ke pusat atau dilakukan
dengan anggaran Pemkab sendiri. Tetapi begitu ada pemeriksaan
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bappeda ditegur, ini tidak
sesuai prosedur.

Di lain pihak, BPK bertanya ke Bappeda bagaimana kalau
semua keluarga miskin kita suruh buat proposal? Ini membuktikan
seolah-olah BPK juga setuju bantuan rumah tidak perlu proposal
karena data rumah yang perlu dibantu sudah ada sama Pemkab Aceh
Utara. Kalau Bappeda dan Dinas Sosial Aceh Utara sudah pasti setuju,
penulis pernah menanyakan ini ke Dinas Sosial karena keluarga
miskin kesulitan untuk membuat proposal. Keluarga miskin tahu
bahwa mereka sangat membutuhkan rumah, tetapi untuk
menulisnya dalam bentuk proposal sangatlah sulit, apalagi mereka
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pendidikannya cuma tamat Sekolah Dasar malah ada keluarga miskin
tidak menamatkan Sekolah Dasar.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
maupun Peraturan Bupati Aceh Utara, Bansos harus didahului oleh
proposal. Ini peraturan, masalahnya sekarang, keluarga miskin tidak
bisa membuat proposal, kalau bisa kita harus merubah ini. Kabid
Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos Aceh Utara
juga menyetujui peraturan pengajuan proposal perlu dirubah, cukup
Dinas Sosial yang membuat proposal. Tetapi ini bukan kebijakan di
kabupeten. Kita harus melobi ke pemerintah pusat, harus dirubah
dipusat, kita tidak punya wewenang untuk itu.

Pengalaman Desa Ulee Madon dan beberapa desa lain dalam
Kecamatan Muara Batu, sebagaimana hasil observasi penulis ke Desa
Paloh Awe, Cot Seurani dan diskusi penulis dengan Ketua Kelompok
Menjahit Tas Desa Meunasah Aron, banyak kelompok dari keluarga
miskin disana yang sudah mengajukan proposal ke Pemkab Aceh
Utara melalui dinas-dinas terkait tetapi mereka tidak mendapatkan
Bansos. Sebagai contoh, Desa Meunasah Aron pernah mengajukan 8
(delapan) proposal untuk mendapatkan bantuan mesin jahit
bordirtetapi hanya 1 (satu) kelompok yang dapat bansos dalam
tahun 2016.

Mesin yang disalurkan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak ini, tidak sesuai dengan
permintaan dalam proposal dan tidak sesuai dengan kebutuhan
keluarga miskin. Yang dibutuhkan mesin jahit tas tetapi yang
diberikan adalah mesin jahit kain, jumlah mesin jahit yang disalurkan
5 (lima) unit untuk 5 (lima) anggota kelompok penerima. Akibat dari
mesin yang diterima tidak sesuai permintaan maka mesin tersebut
tidak bisa digunakan sehingga mesin ini dijual, lalu dibeli mesin yang
bisa menjahit tas agar bisa dipergunakan karena kegiatan kelompok
perempuan ini adalah menjahit tas.

Bansos yang diberikan oleh Pemkab Aceh Utara belum mampu
meningkatkan kehidupan sosial keluarga miskin karena bantuan
bukan hanya diterima oleh keluarga miskin. Masyarakat Muara Batu
pada khususnya dan masyarakat Aceh Utara pada umumnya, bahkan
Aceh dan Indonesia suka mengaku miskin untuk mendapatkan
bantuan sosial. Sudah banyak cara yang ditempuh Bappeda bersama
dinas terkait untuk memberikan bantuan khusus kepada keluarga
miskin tetapi masyarakat lebih suka meminta bantuan hibah kepada
Pemkab walau pada umumnya mereka itu bukan dari keluarga
miskin. Mungkin karena sudah habis cara untuk mendata khusus
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keluarga miskin, dengan nada bercanda, Kabid. Sosbud Bappeda
mengusulkan agar kita memberi bantuan khusus kepada orang kaya
Disitu baru kelihatan jelas mana orang kaya yang sesungguhnya.
Kalau sekarang, orang kayapun mengaku miskin.

Kehidupan masyarakat juga berbeda sesuai dengan lingkungan
dan tempat tinggalnya. Misalnya, masyarakat perdesaan itu hidupnya
homogen, masih berlandaskan pada konsep kekeluargaan dan
kebersamaan, perilakunya masih berorientasi pada tradisi dan
status, adanya isolasi sosial sehingga masyarakatnya statik, tidak
lepas kendali, ada norma-norma sosial yang selalu dijaga, masih
menjaga kesatuan dan keutuhan budaya. Sedangkan masyarakat
perkotaan perilakunya sudah heterogen, mengandalkan diri dan
lembaganya, perilakunya berorientasi pada rasionalitas serta
mobilitas sosial tinggi sehingga dinamik dan kelihatan individualistis.

Kehidupan sosial masyarakat perkotaan jauh lebih berkembang
dari kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Namun, dalam
kehidupan bersosialisasi, masyarakat pedesaan lebih mudah
bersosialisasi dengan daerah sekitar tempat mereka tinggal, bahkan
orang yang hidup di pedesaan, tidak hanya mengenal tetangga dekat
dan tetangga dalam satu desa, bahkan masyarakat diluar desa
mereka, mereka tetap saling mengenal, dibanding masyarakat
perkotaan, yang mana tetangga disamping rumahnyapun belum
tentu mereka kenal.

Dalam teorinya, sistem keluarga memandang klien terintegrasi
kedalam bagian sistem yang membentuk keluarga dimana
didalamnya terdapat sub sistem dan sistem itupun merupakan
bagian dari masyarakat. Perspektif ini bersesuaian dengan perspektif
sistem ekologis. Mereka menyatakan bahwa perubahan pada salah
satu komponen sistem akan mempengaruhi keseluruhan sistem.

Sangat banyak usulan proposal yang telah diajukan keluarga
miskin Aceh Utara yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten
Aceh Utara melalui dinas-dinas teknis tetapi sangat jarang keluarga
miskin mendapat realisasi dari modal usaha yang diusulkan. Hal ini
terlihat seperti yang disampaikan Kepala Desa Ulee Madon diatas.
Sehingga keluarga miskin menjadi pesimis untuk mengajukan
proposal ke Pemkab, malah warga Ulee Madon yang mengelola Usaha
Menjahit Bordir dan Tas tidak mau mengajukannya lagi.

Terdapat perbedaan informasi yang penulis dapatkan. Menurut
Ketua Yayasan Dayah Terpadu Darul Ikhsan, bantuan yang diajukan
pihak yayasan ke BPKD Kabupaten Aceh Utara mengetahui kepala
desa dan Camat Muara Batu, sedangkan menurut Kepala Desa Ulee
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Madon, beliau tidak pernah menandatangani proposal pengajuan,
beliau hanya punya data siswa yang belajar dan mondok di Yayasan
Dayah Terpadu Darul Ikhsan.

Bantuan sosial tidak boleh diberikan secara terus-menerus
kepada keluarga yang sama walau bantuan sosial khusus
diperuntukkan kepada orang miskin, walau masih miskin tetap tidak
boleh menerima bantuan setahun dua kali. Beda halnya dengan
masyarakat yang mengalami bencana alamseperti banjir, kebakaran,
tanah longsong, abrasi pantai, erosi dan bencana-bencana alam
lainnya, boleh menerima bantuan secara terus-menerus. Ini hibah
namanya, tidak mesti untuk keluarga miskin, yang jelas yang
memiliki resiko sosial jika Pemkab tidak bantu mereka.

Watak orang Indonesia umumnya manja, ingin terus menjadi
tangan dibawabh, ingin hidup mudah tetapi malas bekerja, apalagi ada
bantuan dari pemerintah, maka mereka selalu ingin mendapat
bantuan. Pengalaman Aceh, misalnya saat tsunami, masyarakat Aceh
lebih suka tinggal di camp pengungsi agar terus mendapat bantuan.
Sudah mendapat bantuan beberapa kali, masih dikatakan belum
pernah dapat bantuan.

Idealnya yang sudah dikasih bantuan bisa dilepas, tahun
berikutnya akan diberikan bantuan kepada orang yang berbeda.
Tetapi kenyataan sekarang, bantuan diterima oleh orang yang sama,
yang sudah dapat bantuan padahal idealnya selesai, tetapi pada
kenyataannya, bantuan untuk modal usaha diberikan kepada orang
yang sama beberapa kali. Pikiran masyarakat kita, ini uang negara,
mau digunakan untuk apa saja terserah, sehingga bantuan barang,
ternak, bahan-bahan pertanian, setelah dikasih hilang karena dijual
oleh penerima. Tahun berikutnya minta lagi, pemerintahpun tidak
selektif, bisa kecolongan dengan memberikan bantuan sosial kepada
orang yang sama beberapa kali, malah ada orang dalam satu tahun
mendapatkan dua kali bantuan.

Ketika penulis melakukan observasi ke lapangan, penulis
melihat, rata-rata masyarakat Kecamatan Muara Batu miskin dan
mengaku miskin, tidak ada perubahan yang siknifikan setelah sekian
tahun mendapat bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Aceh
Utara. Dalam realisasi bantuan sosial, pengawasan tidak berjalan.
Idealnya pendamping lapangan mengawasi ini seperti Pendamping
Desa, Pendamping Program Keluaraga Harapan (PKH), Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) menjadi ujung tombak untuk mengawasi
dana pemerintah yang disalurkan ke desa-desa.
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Ini bukan berarti juga bantuan sosial seratus persen hilang, ada
juga penerima dan kelompok penerima yang bagus, sampai saat ini
masih berusaha dengan modal dari pemerintah tetapi banyak juga
sekedar sudah terima langsung dijual.Ada oknom-oknum dari aparat
pemerintah di Aceh Utara ikut bermain dengan bantuan untuk
masyarakat miskin sehingga pengawasan tidak tercapai, bantuan
dijual, Bappeda tidak mungkin mengawasi sampai ke rumah per
rumah di desa-desa, tetapi Bappeda tetap punya cara sendiri untuk
melakukan monitoring walau itu hanya sampai dinas-dinas yang
sudah menyalurkan bantuan hibah dan bantuan sosial. Mengawasi
apakah dana Bansos itu masih ada, Bappeda akan memperdalam
pengawasan untuk mengetahui bantuan itu.

Pemerintah gampong hendaknya juga punya inisiatif untuk
mengelola dana gampong secara transparan, akuntabel, transparan
dan  bertanggungjawab. Pemerintah = gampong hendaknya
mengusahakan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dengan
memanfaatkan kucuran anggaran desa yang lebih dari Rp.
700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) per desa untuk Kecamatan
Muara Batu. Pengelolaan dana desa ini dan penggunaannya dipakai
untuk biaya-biaya ekonomi produktif, tentunya sesuai kemampuan
desa dan kesepakatan dalam musyawarah desa. Dana desa dikelola
secara swakelola, tentu saja bisa menyerap tenaga kerja lokal
gampong untuk sekaligus meningkatkan nilai jual produk-produk
yang dihasilkan oleh desa-desa dalam Kecamatan Muara Batu. Baik
itu hasil petanian seperti padi, jagung, kelapa dan juga produk-
produk hasil peternakan rakyat untuk meningkatkan pendapatan
keluarga miskin selain membangun infrastruktur desa.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga melakukan sosialisasi
ke lapangan tentang Permendagri dan Peraturan Bupati Aceh Utara
yang berhubungan dengan bantuan sosial bagi keluarga miskin di
Kecamatan Muara Batu terutama tentang proses pengajuan proposal
agar masyarakat miskin di Kecamatan Muara Batu juga bisa
menikmati Bansos dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Komunikasi merupakan salah satu syarat dalam implementasi
kebijakan pemberian bantuan sosial karena suatu kebijakan dapat
berhasil dengan baik ketika para pembuat kebijakan
mentransmisikan petunjuk kebijakan dengan jelas, akurat dan tepat
kepada pelaksana kebijakan. Keberhasilan pemberian bantuan sosial
sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembuat kebijakan dalam
mengkominukasikan kebijakan tersebut, dikarenakan kebijakan
pemberian bantuan sosial kebijakan yang memiliki kompleksitas
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tinggi sehingga diperlukan komunikasi yang efektif baik dari
pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan maupun penerima atau
sasaran dari kebijakan tersebut.

Dalam implementasi kebijakan, komunikasi adalah faktor
penting, bukan hanya bagi pelaksana kebijakan tetapi juga bagi
pembuat kebijakan. Karena dalam implementasi kebijakan yang
efektif, para pembuat kebijakan dalam meminta para pelaksana
bukan hanya sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas tetapi adanya
konsistensi komunikasi dari atas ke bawah, arus komunikasi yang
terjadi harus jelas. Bila tidak, maka akan membuka peluang bagi
pelaksana untuk menafsirkan kebijakan sesuai keinginan pelaksana.

Perlu dihindari hal-hal yang bisa membuat kegaduhan diantara
para pelaksana, akibat dari kelonggaran dalam menafsirkan
kebijakan. Perlu adanya informasi yang akuratan tentang kebijakan
tersebut sehingga pelaksana mengetahui dengan jelas apa yang
menjadi tujuan yang ingin dicapai dari implementasi, kebijakan dan
pelaksana dilapangan mengetahui dengan tegas apa yang seharusnya
dilakukan.

Sumberdaya juga merupakan faktor penting dalam
mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan sosial yang
efektif. Sumber daya bisa meliputi: sumber daya manusia, informasi,
kewenangan, dan sumberdaya yang ada seperti dana, sarana dan pra
sarana. Ketersediaan sumber daya mempengaruhi dalam
implementasi kebijakan pemberian Bansos. Tanpa sumber daya,
kebijakan tentang pemberian bantuan sosial sulit untuk diterapkan.
Dalam memberikan bantuan sosial diperlukan sumber daya manusia
yang memadai baik kualitas maupun kuantitas. Kecukupan dan skill
petugas pengelola sangat diperlukan dalam mengadministrasikan
dana yang diterima terutama pengelolaan dana bantuan sosial harus
mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu sumber daya informasi dan kewenangan tidak kalah
pentingnya dibanding sumberdaya manusia dikarenakan Bansos
merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah sehingga
memerlukan koordinasi yang baik pada tupoksi masing-masing.
Dalam mengimplementasi Kkebijakan faktor sumber daya juga
mempunyai peranan penting karena bagaimanapun jelas peraturan
serta akutar dalam menyampaikan peraturan tentang kebijkan, jika
personil yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kurang
mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara
efektif, maka implementasi kebijkan tidak akan efektif.
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Sumber-sumber penting itu antara lain, mencakup staf. Staf
harus memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas, perintah dan
anjuran atasan. Harus ada kesesuaian antara jumlah staf yang
dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas yang
akan dikerjakan. Untuk membiayai operasional implementasi
kebijakan membutuhkan informasi yang relevan dan cukup tentang
bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan itu dan
kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi
kebijakan tersebut.

Keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial juga
dipengaruhi oleh bagaimana karakteristik pelaksana dalam
menghadapi berbagai persoalan. Sikap memegang peranan penting
dalam menerima dan melaksanakan suatu kebijakan karena jika para
pelaksana memperhatikan suatu kebijakan khusus, maka
dimungkinkan bagi pelaksana dapat melaksanakan kebijakan
sebagaimana yang dimaksud oleh pembuat kebijakan.

Ketika sikap pelaksana ini berbeda dari yang diinginkan
pembuat kebijakan, maka proses implementasi menjadi rumit dan
bahkan gagal. Begitu juga hal yang akan terjadi dalam menerapkan
kebijakan pemberian bantuan sosial, diperlukan kesediaan para
pelaksana kebijakan untuk menerima dan melaksanakan bantuan
sosial sesuai dengan para pembuat kebijakan.

Tahap-tahap implementasi kebijakan menurut M. Irfan Islamy
ada 2 (dua), self executing dan non self executing. Self executingadalah
dengan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan
terimplementasikan dengan sendirinya. Sedangkan non executing
adalah suatu kebijakan publik perlu diwujudkan oleh berbagai pihak
supaya tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut tercapai.

Dalam mengimplementasi kebijakan Bansos di Aceh Utara,
terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor
pendorong antara lain: komitmen pimpinanpolitik, kemampuan
dinas terkait dan komitmen pelaksana program dilapangan. Dalam
prakteknya di Aceh Utara, komitmen pimpinan politik terutama
komitmen dari pemerintah kabupatendalam hal ini Bupati Aceh
Utara, pada hakikatnya tercakup dalam pimpinan politik yang sedang
berkuasa di Aceh Utara.Kemampuan Pemerintah Aceh Utara sebagai
kemampuan untuk melaksanakan tugas, seperti yang ditetapkan
pada suatu dinas. Sedangkan komitmen para pelaksana sering
diasumsikan sebagai, jika bupati telah siap untuk bergerak maka
dinas-dinas dan stafnya akan segera ikut.
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Agar didapat implementasi yang efektif, para pelaksana harus
mengetahui apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam
implementasi kebijakan tersebut. Aturan-aturan untuk implementasi
kebijkan harus disampaikan kepada orang yang tepat dan mereka
memahami dengan jelas akurat, konsisten terhadap aturan tersebut.
Jika pelaksana tidak paham tentang kebijakan yang telah dibuat,
maka akan terjadi salah pengertian diantara mereka dalam
mengimplementasikan suatu kebijkan dan hasilnya tidak akan sesuai
dengan apa yang diharapkan.

Informasi penting untuk menyadarkan orang-orang yang
terlibat dalam implementasi kebijakan agar diantara mereka mau
melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan
kewajibannya. Kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan
yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka
kehendaki dan fasilitas yang digunakan untuk mengoperasionalkan
inplementasi kebijakan. Jika sumber-sumber ini kurang, maka
aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak diberikan
maksimal dan peraturan tidak adan berkembang.

Dalam mengimplementasikan kebijakan, selain komunikasi dan
sumber daya, Kkecenderungan juga menjadi faktor penting.
Kecenderungan, keinginan, kesepakatan para pelaksana dalam
implementasi kebijakan sering disebut disposisi. Jika ingin berhasil
secara efektif dan efisien, para pelaksana bukan hanya mengetahui
apa yang harus dilakukan tetapi juga memiliki kemampuan untuk
melakukan kebijakan itu. Para pelaksana biasanya dapat
mengimplementasikan kebijakan dengan leluasa karena mereka
memiliki ketergantungan terhadap superioritas terhadap orang-
orang yang merumuskan kebijakan.

Alasan lain karena kompleknya kebijakan itu, bagaimanapun
cara yang dilakukan pelaksana dalam melakukan keleluasaannya
sebagian besar tergantung pada kecenderungan pelaksana terhadap
suatu kebijakan dan bagaimana melihat pengaruh kebijakan itu
terhadap kepentingan pemerintah kabupaten dalam bidang bantuan
sosial. Meskipun sumber-sumber untuk implementasi suatu
kebijakan cukup dan para pelaksana tahu apa dan bagaimana
melaksanakannya, serta mereka memiliki komitmen untuk
melakukannya, implementasi bisa saja tidak efektif karena struktur
birokrasi tidak efisien. Oleh karena itu, dalam mengimplementasi
kebijakan, harus memperhatikan struktur pemerintah kabupaten,
dimana birokrasi juga mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan program.
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Setiap kebijakan, mau tidak mau pastilah menimbulkan
dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak
positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan
terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang
berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif
adalah dampak yang tidak diharapkan terjadi karena tidak
memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan.

Pengalihan dana kompensasi kenaikan harga BBM untuk
program Bansos, seperti untuk keluarga miskin, panti asuhan, biaya
pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan untuk dana desa
pernah diperdebatkan. Banyak yang menolak karena dianggap tidak
banyak memberi manfaat kepada keluarga miskin. Namun ada juga
yang setuju karena program ini dapat mengurangi penyakit sosial,
seperti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakberdayaan. Salah satu
faktor yang membuat orang tidak setuju karena rawan
penyimpangan. Dikhawatirkan anggaran yang disiapkan tidak
sampai kepada keluarga miskin. Ada juga yang menganggap dengan
adanya Bansos akan melahirkan para koruptor baru. Maka tidak
mengherankan, jika ada suara sumbang dari masyarakat.

Sebenarnya keraguan masyarakat akan Bansos tidak perlu
terjadi asalkan Pemkab Aceh Utara konsekuen dengan kebijakannya,
karena pengalaman sebelumnya, misalnya Jaring Pengaman Sosial
(JPS) ditengarai adanya penyimpangan. Masalahnya sekarang,
bagaimana keseriusan Pemkab Aceh Utara, mengingat pelaksanaan
Bansos komplek. Masyarakat perlu memahami cara melakukan
evaluasi hasil kerja pemerintah. Dengan demikian, diperlukan suatu
alat ukur yang mudah dipahami.

Salah satu alat untuk mengukur keberhasilan Bansos adalah
pengukuran kinerja. Ini sebenarnya tidak sulit untuk dipahami, tapi
secara konsepsi tidak dipublikasikan secara luas. Maka kiranya perlu
ditampilkan penjelasan konsep pengukuran kinerja. Hal ini juga
merupakan pembelajaran bagi semua pihak agar nantinya dapat
memberikan telaah yang proporsional terhadap kebijakan
pemberian Bansos. Sehingga diharapkan tidak hanya sembarangan
mengKkritik tanpa ada dasarnya.

Sebagai konsep dasar kinerja adalah akuntabilitas, ini
merupakan tugas pemerintah untuk menjelaskan bagaimana
program Bansos dan hasil-hasilnya kepada keluarga miskin,
masyarakat umum dan badan legislatif. Secara terperinci,
akuntabilitas mencakup akuntabilitas manajerial, proses, dan
program. Akuntabilitas manajerial dapat dipahami sebagai bentuk
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pertanggungjawaban dari kesesuaian antara pelaksanaan dengan
peraturan  perundang-undangan dan  proses manajerial
berkelanjutan (sustainable management). Adapun akuntabilitas
proses merupakan pertanggungjawaban pada sisi kebijakan dan
strategi yang digunakan untuk mendukung kegiatan seperti
perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pemantauan, dan
evaluasi. Sementara itu, akuntabilitas program merupakan
pertanggungjawaban tentang hasil-hasilnya, apakah sudah sesuai
dengan tujuan.

Menangani masalah Bansos mengalami banyak kendala karena
menghadapi keluarga miskin. Dimana masyarakat miskin itu
umumnya berpendidikan rendah, banyak yang tidak menamatkan
sekolah dasar, tidak memiliki mata pencaharian, tidak memiliki
modal, tinggal ditempat yang tidak layak, kurang informasi, tidak
punya tanah untuk bercocok taman dan jauh dari perkotaan.

Berbicara tentang Bansos yang telah disalurkan Pemkab Aceh
Utara khususnya untuk mengurangi angka kemiskinan, salah satunya
adalah bantuan modal usaha melalui Kelompok Usaha Bersama
(KUBE). Untuk Kecamatan Muara Batu ada dua jenis KUBE yang
disalurkan kepada keluarga miskin yaitu Kube Perkotaan dan Kube
Perdesaan. Kedua KUBE ini di Kecamatan Muara Batu masing-masing
didampingi oleh satu orang Pendamping dari Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh
Utara.

Berdasarkan hasil observasi penulis, banyak keluarga di desa-
desa dalam Kecamatan Muara Batu masih miskin, tetapi data yang
valid adalah data BPS. Ketika data BPS kita bandingkan ke lapangan
terlihat kurang valid juga. Misalnya keluarga yang lebih miskin tidak
mendapatkan bantuan, kemudian yang berpenghasilan sedang
mendapatkan bantuan. Malah ada penduduk, rumahnya bagus-bagus,
apalagi didaerah tsunami seperti di utara Jalan Raya Banda Aceh -
Medan dan di pinggiran Selat Malaka masuk dalam kelompok
keluarga miskin.

Tahun 2011 petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Aceh Utara dibantu oleh petugas dari Kecamatandan
gampong, mendata keluarga miskin dengan cara mendatangi setiap
rumah penduduk yang berdomisi di 24 (dua puluh
empat)gampongdalam kecamatan Muara Batu. Mereka mencatat
beberapa hal yang berhubungan dengan kemiskinan, seperti: jenis
lantai rumah, dinding rumah, atap rumah, kamar mandi, alat
memasak, lampu penerang, makanan yang dikonsumsi, luas tanah,
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luas rumah, jumlah anggota keluarga, penghasilan perbulan dan lain-
lain.

Basis Data Terpadu (BDT) penerima Bansos tidak akurat.
Keluarga yangs udah mampu secara ekonomi masih menerima
bantuan. Pemkab Aceh Utara sepakat bahwa data akurat itu penting
tetapi ketika ditunggu lama tidak selesai maka yang disampaikan ke
BPS Pusat data yang tidak akurat, sesampai di BPS Pusat dijadikan
data baku sehingga bantuan tidak tepat sasaran. Raskin juga tidak
tepat sasaran dan tidak cukup jumlah. Pemerintah masih
menggunakan data tahun 2011, seharusnya data diperbaharui setiap
tahun.

Di gampong Ulee Madon yang dapat Raskin 75 orang, banyak
keluarga yang lebih miskin dari penerima Rastra tidak dapat
bantuan. Penerima Rastra menyumbang sebahagian berasnya kepada
keluarga miskin lain yang tidak dapat Rastra. Pemberian Rastra
kepada keluarga yang tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
ditandatangani diatas materai oleh penyumbang. Aparat gampong
menyampaikan bahwa ada banyak keluarga miskin yang tidak dapat
Rasta. Pembagian Raskin kepada warga yang tidak ada kartu KKS
tidak ada komplin dan penolakan dari warga lain, mereka
menyumbang atas kesadaran sendiri.
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BAB V.
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
1. Proses Perumusan Kebijakan Bansos

a.

Proses penganggaran Bansos, berdasarkan Permendagri
Nomor 39 tahun 2012. Tidak ada yang namanya kebijakan
di tingkat kabupaten, tetap aturan.

Bansos ada dua, bantuan yang berbentuk uang dan barang.
Bansos diberikan kepada keluarga miskin dan hibah
diberikan kepada orang yang beresiko sosial.

Proses penganggaran, dimulai dari proposal, disposisi
bupati, klarifikasi dinas teknis, rekomendasi, pertimbangan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Bansos dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK), ada nama dan alamat penerima,
tidak gelondongan.

Bansos ada 2 (dua), Bansos yang direncanakan dan Bansos
yang tidak direncanakan.

Bansos dikhususkan untuk keluarga miskin sedangkan
hibah untuk masyarakat umum yang beresiko sosial.

2. Sosialisasi Kebijakan Bansos

a.

Menurut Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak, sosialisasi tentang Permendagri,
Perbup dan cara mendapatkan Bansos dilakukan saat
Musrembang. Camat sudah paham, banyaknya proposal
masuk membuktikan masyarakat sudah paham tentang
cara membuat dan mengajukan proposal.

Proposal masyarakat yang beresiko sosial ditujukan ke
Bupati Aceh Utara cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bansos harus dianggarkan pada tahun sebelumnya, harus
ada namadan alamat calon penerima.

Menurut geuchik (kepala desa) tidak ada penyuluhan,
pemberitahuan, dan sosialisasi tentang Permendagri dan
Perbup kepada kepala desa tentang cara-cara mendapatkan
bantuan.

Menurut geuchik, Penerimaan proposal bantuan tertutup,
langsung diberitahukan ke pribadi tertentu oleh orang yang
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bekerja diinstansi pemerintah, tidak ada pemberitahuan
melalui geuchik.

Implementasi Kebijakan Pemberian Bansos

a.

Keberhasilan pemberian Bansos ditentukan oleh pembuat
kebijakan dan cara pengambil kebijakan
mengkomunikasikan kebijakan karena kebijakan memiliki
kompleksitas tinggi sehingga diperlukan komunikasi yang
efektif, baik dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan
maupun penerima manfaat dari kebijakan tersebut.
Bansosyang dikelola secara baik dan profesional akan
mampu meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi
penerima manfaat karena itu diperlukan kerjasama lintas
sektoru ntuk membantu keluarga miskin agar mampu
mengelola Bansos dengan baik.

Komunikasi merupakan salah satu syarat dalam
mengimplementasi kebijakan pemberian Bansos. Kebijakan
berhasil jika para pembuat kebijakan mentransmisikan
petunjuk kebijakan dengan jelas, akurat dan tepat kepada
pelaksana kebijakan.

Dalam memberikan Bansos diperlukan sumber daya
manusia yang memadai baik kualitas maupun kuantitas.
Kecakapan dan skill petugas pengelola sangat diperlukan
dalam mengadministrasikan dana dengan
bertanggungjawab dan trasparan.

Sumberdaya, informasi, kewenangan, dana, sarana dan pra
sarana merupakan faktor penting dalam
mengimplementasikan  kebijakan pemberian Bansos
dengan efektif.

Jenis-Jenis Bansos

Bansos yang diberikan oleh Pemkab kepada keluarga miskin di
Kecamatan Muara Batu maupun kecamatan-kecamatan lainnya
dalam Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

a.

b.

o

Beras Miskin (Raskin) sekarang disebut Beras Pra Sejahtera
(Rastra)

Pembuatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bangun baru,
biaya Otsus propinsi

Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rehab rumah per unit dengan biaya maximal Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
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KUBE ada dua, KUBE Perkotaan dan KUBE Perdesaan.
Masing-masing KUBE, di lapangan, sebagaimana hasil
observasi penulis ke 5 (lima) desa dalam Kecamatan Muara
Batu, didampingi oleh satu orang Pendamping dari Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Aceh Utara.

f.  Bantuan untuk Panti Asuhan
Bantuan Sosial untuk panti berkelompok, bukan orang per
orang, tidak mungkin mencantumkan nama semua santri/
penghuni panti. Penerimanya diwakili pimpinan panti.

g. Bantuan Beasiswa Miskin
Beasiswa ini diberikan untuk anak dari masyarakat miskin
khususnya untuk menyelesikan tugas akhir seperti skripsi,
tesis, dan disertasi. Beasiswa ini hanya diberikan sekali
selama menjadi mahasiswa dalam satu strata, tidak ada
beasiswa per bulan.

h. Bantuan untuk Anak Yatim
Bantuan untuk anak yatim disalurkan 3 (tiga) kali dalam
setahun, masing-masing: megang puasa, megang Idul Fitri
dan meugang Idul Adha. Dulu biaya dari kabupaten,
sekarang dimasukkan dalam Alokasi Dana Gampong (ADG).
Sebelum ada ADG, bantuan untuk anak yatim disalurkan
oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
(sekarang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara).

i. Biaya Kesehatan
Biaya kesehatan diberikan oleh Bupati Aceh Utara untuk
pendamping orang sakit, untuk transportasi dan konsumsi
sedangkan biaya pengobatan dibiayai oleh BPJS Kesehatan.

j- Biaya cuma-cuma.
Biaya cuma-cuma diberikan kepada keluarga miskin atas
rekomendasi geuchik dan camat, biaya ini hanya bisa
dibayarkan atas perintah bupati.

k. Bantuan untuk Disabilitas.

6. Dampak Kebijakan Pemberian Bansos
a. Pemberian Bansos bagi keluarga miskin kurang
bermanfaat, tidak efektif dan tidak meningkatkan
kehidupan sosial dan ekonomi penerima manfaat karena
bantuan yang sudah diberikan tidak dilakukan monitoring
dan evaluasi secara efektif.
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b.

Bantuan sosial hanya diberikan sekali, tidak boleh berturut-
turut walau bukan dalam tahun yang sama. Setelah dibantu
sekali, targetnya dia lepas, tahun depan dia sudah selesai,
kecuali untuk keluarga yang beresiko sosial.

Sejak tahun 2016 bantuan untuk modal usaha sudah distop
karena terlalu banyak proposal yang masuk sehingga tidak
tercover dengan anggaran yang tersedia. Untuk
meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi keluarga
miskin, pemerintah memberdayakan masyarakat miskin
dengan memberikan bantuan dalam bentuk Kelompok
Usaha Bersama (KUBE).

Bappeda tidak melakukan pengawasan dan evaluasi karena
itu tugas dinas teknis/instansi terkait. Barang dievaluasi
oleh instansi terkait sedangkan wuang oleh DPKKD
sedangkan menurut Kepala Bidang Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kantor Bupati Aceh
Utara mengatakan, evaluasi itu tugasnyanya Bappeda Aceh
Utara.

Seharusnya ada pengawasan dari instansi terkait, Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau lembaga lain
yang terkait mengawasi, tetapi kenyataannya masih ada
oknom-oknum di pemerintah kabupaten yang bermain
sehingga pengawasan tidak tercapai.

7. Permasalahan Pemberian Bantuan Sosial
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a.

Bansos sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu
yang dekat dengan kekuasaan sehingga tidak berjalan
sebagaimana mestinya.

Masih banyak masyarakat miskin belum tersentuh bantuan
karena keluarga miskin rata-rata berpendidikan rendah,
tidak bisa membuat proposal, tidak ada biaya untuk
mengurus proposal, dan tidak ada alat transportasi untuk
mengantarkan proposal kepada kepala daerah.

Keluarga miskin yang tinggal di daerah terpencil, tidak bisa
mengantar proposal ke ibukota kabupaten karena
terkendala transportasi dan biaya.

Untuk membuat proposal tidak ada biaya sehingga keluarga
miskin tidak bisa memenuhi peraturan yang dibuat oleh
pemerintah.

Masyarakat penerima Bansos hanya menerima sebahagian
dari bantuan yang disalurkan. Ini menjadi masukan bagi
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Simpulan dan Saran

Pemkab untuk melakukan pengawasanyang ketat terhadap
setiap Bansos yang disalurkan.

f. Data tidak akurat. Data itu penting tetapi karena prosesnya
lama, maka yang penting data. Kalau sudah yang penting
data, data asal-asal yang masuk. Kalau sudah masuk ke BPS
dan Kementerian, sudah baku dia.

g. Rastra yang seharusnya diberikan kepada masyarakat
penerima manfaat yang hanya memiliki Kartu Keluarga
Sejahtera, Pemkab telah menyalurkan sesuai kebijakan,
kebutuhandan tepatsasaran, namun pemerintah gampong
terpaksamenyalurkan Rastra kepada seluruh masyarakat
miskin dalam gampong dikarenakan masih banyak
masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan.

h. Kebijakan memberikan Rastra kepada warga yang tidak
ada nama didaftar diambil untuk mengurangi konflik sosial.
Kondisi seperti ini tidak akan pernah mengubah
masyarakat sehingga kemiskinan tetap ada sepanjangmasa.

5.2 Saran

Penulis memberi saran, agar peneliti selanjutnya meneliti hal-
hal yang belum terungkap dalam tesis ini. Perlu dilakukan penelitian
lanjutan untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Jawaban antar pengambil kebijakan cenderung sedikit berbeda,
seperti saling melepas tanggungjawab apalagi dengan kepala
desa dan penerima manfaat. Dimana dicurigai ada orang dalam
yang ikut bermain dalam memberikan bantuan. Kedepan
hendaknya ada jawaban yang sinkron antara pembuat
kebijakan dengan penerima manfaat program.

2. Bantuan yang diberikan oleh Pemkab bermanfaat tetapi tidak
bisa meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi keluarga
miskin akibat tidak efektifnya monitoring dan evaluasi, ada hal
yang perlu diperbaiki dalam kebijakan pemberian bantuan.

3. Perlu dicarikan solusi dan jalan keluar bagi keluarga miskin
yang tidak bisa membuat proposal karena mereka tidak
berpendidikan, tinggal di daerah terpencil dan tidak punya
penghasilan yang memadai sehingga kedepan mereka bisa
mendapatkan bantuan.

4. TKSK, Pendamping PKH, Tagana, IPSM dan Pendamping Desa
walau bukan tugas pokok mereka tetapi hendaknya membantu
keluarga miskin membuat proposal. Dengan adanya
pendamping sosial ini, Dinas Sosial mengetahui data tentang

Universitas Malikussaleh 121




Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin

122

jumlah keluarga miskin walau setelah mengajukan dan
merekomendasi, belum tentu keluarga miskin mendapat
bantuan mengingat alokasi anggaran dari Pemkab yang
terbatas.

Jangan memberikan bantuan kepada pribadi, orang per orang.
Bantuan hendaknya diberikan kepada kelompok dan ada
pengontrolan. Bantuan yang telah disalurkan tidak mengurangi
angka kemiskinan. Pemerintah hendaknya membantu sentral-
sentral ekonomi yang menyerab banyak tenaga kerja, jangan
membantu orang per orang atau kelompok tertentu.

Pemkab  melalui  pemerintah  gampong  melakukan
pemberdayaanekonomi. Pemerintahgampongmengalokasikan
dana desa untuk pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.
Pemberdayaan harus berdasarkan kemampuan Kkeluarga
miskin sehingga mereka bisa mengembangkan usaha sendiri.
Pembentukan tim pengkaji dan tim seleksi proposal bukan
hanya sekedar formalitas, tetapi harus menjadi filter dalam
menyaring proposal yang masuk, berintegritas, berkompeten
dan bukan hanya sebagai legalitas formal belaka. Mekanisme
penyaluran hendaknya dirubah, dana dari Provinsi Aceh,
ditransfer dulu ke rekening Pemkab Aceh Utara. Ini akan
membuat dana diterima dalam jumlah yang utuh. Solusi ini
memang masih memerlukan pemikiran panjang dari para
pengambil kebijakan. Untuk itu, harus dilakukan perubahan
karena banyak unsur yang bermain dalam penyaluran dana
Bansos.

Pengambil kebijakan yang menyangkut ranah politik
hendaknya tidak mengintervensi administrasi pemerintahan,
sehingga aturan yang sudah ditetapkan oleh legislatif dan
eksekutif bisa dijalankan. Solusi yang harus dilakukan adalah
Bansos hanya digunakan untuk kepentingan publik, bukan
untuk kepentingan politik, apalagi kepentingan dari partai
tertentu. Proposal harus memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan, sesuai syarat-syarat administrasi yang sudah
ditetapkan.
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Buku ini mengkaji Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi
Keluarga Miskin, dengan studi kasus di Kecamatan Muara Batu
Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penulisan buku untuk
memahami bagaimana proses perumusan kebijakan
pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin, implementasi
dari kebijakan pemberian bantuan sosial dan dampak yang
terlihat setelah bantuan disalurkan. Penelitian ini dilakukan di
Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Metode yang
digunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui
wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data
dilakukan dengan memilih, menyederhanakan,
menggolongkan, menyajikan dan menarik kesimpulan. Bansos
rawan penyimpangan karena berkaitan erat dengan
penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tidak
ada batasan yang jelas atas belanja dana. Pengajuan bantuan
sosial melalui proposal, sementara keluarga miskin tidak bisa
membuat proposal. Kebijakan pemberian bantuan sosial tidak
dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tetapi itu
regulasi, aturannya Permendagri No. 39 tahun 2012. Data
keluarga miskin tidak akurat, penyaluran Beras Sejahtera
(Rastra) tidak tepat sasaran, keluarga miskin tidak bisa
membuat proposal, tidak sanggup mentaati peraturan dan tidak
menerima bantuan secara utuh. Diperlukan kerjasama lintas
sektor untuk membantu keluarga miskin meningkatkan
kehidupan sosial dan ekonominya. Pemerintah Aceh Utara
memberdayakan keluarga miskin dengan memberikan bantuan
dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama.
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